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MEJA REDAKSI

I TANTANGAN
Swosembodo Pongon

I

Tugas besar dan berat bangsa Indonesia adalah swasembada pangan dan sejahteranya
masyarakat khususnya petani. Bukan hanya sampai di situ. mimpi besar disaat seratus

tahun kemerdekaan menjadi momentum tercapainya visi Indonesia menjadi lumbung
pangan dunia. Visi ini sangat mulia dan sulit tapi bukan mustahil untuk dicapai.

Swasembada pangan merupakan agenda diwujudkan pembangunan yang
nrenjadi perhatian Kementerian Pertanian setiap tahunnya. Untuk mewujudkan
swasembada pangan tersebut, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran

melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat besar. Swasenrbada
pangan akan sulit terwujud jika kita salah dalam membangun fbndasinya. Salah

satu tantangan dalam pencapaian swasembada pangan adalah ketika anggaran

yang besar tidak dikelola dan diarahkan secara tepat untuk mencapai swasembada
pangan. Semua pihak di lingkungan Kementerian Pertanian nrempunyai peran

yang sama untuk ikut serta dalam mewujudkan Swasembada Pangan, tidak
terkecuali Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Menyikapi kondisi diatas, maka Media Auditor pada Edisi 60 membahasa tema
"Upaya-Upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementan dalam Mengawal
Pencapaian Swasembada Pangan untuk Mewujudkan Lumbung Pangan Dunia
Tahun 2045". Materi atau tulisan yang disajikan dalam edisi ini merupakan
sumbangsih para auditor dalam mengatasi tantangan pencapaian swasembada pangan.

Pada menu wawasan, seperti biasa, Media Auditor menyajikan tulisan para

auditor lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian terkait dengan
pengawasan. Sedangkan di Menu Infb Media. ditampilkan kegiatan-kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pefianian kurun
waktu tri wulan ketiga tahun 2022. Mudah-rnudahan semua materi yang disajikan
dalam Media Auditor Edisi 60 ini dapat memberikan pencerahan dan wawasan
kepada Pembaca. Dengan penuh kerendahan hati, kami senantiasa memohon
masukan atau kritikan yang membangun demi kemajuan Media Auditor dalam
memberikan intbrmasi terbaik untuk Pembaca. Selamat membaca. (Widodo TS)
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EDITORIAL

Pemgammsam umffidk Nflenro$udlMm

Olch (Widodo TS)

Persoalan pangan menjadi permasalahan
krusial global yang harus diwaspadai. Saat
ini, terdapat 22 negara yang menghentikan
ekspor berbagai jenis pangan untuk
mengamankan kebutuhan domestik di tengah
ketegangan geopolitik dunia. Berdasarkan
pengamatan Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB), bahwa kenaikan harga pangan tahun
2022 meningkal sekitar 33%, serta harga
pupuk juga meningkat lebih dari 50%.

Lebih lanjut, menurut catatan Food and
Agriculture Organizalion (FAO), harga
komoditas biji-bijian dunia, termasuk
barley, gandum, dan jagung mengalami
kenaikan mencapai l7,lo/o (Kompas, 2022).
Kondisi kenaikan harga-harga komoditas
dunia saat ini sangat memengaruhi
kondisi pasokan pangan Indonesia.

Komoditas beras dan jagung merupakan
komoditas pangan strategis nasional, dimana
beras dan jagung masuk dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
2020-2024 sebagai program ketahanan pangan
nasional. Jagung merupakan salah satu tanaman
serealia penting di lndonesia, karena selain
sebagai bahan pangan (konsumsi), jagung
juga merupakan bahan baku pakan ternak.

Terjadinya krisis pangan di beberapa negara
saat ini tentu perlu menjadi perhatian khusus
bagi lndonesia. Dampak kisis pangan dunia
ini dinilai akan berimbas pada sektor pangan
nasional. Pemerintah perlu memperhatikan
produksi dan produktivitas komoditas pangan
nasional, utamanya komoditas beras dan
jagung, agar kebutuhaan stok pangan nasional
tetap terpenuhi untuk masyarakat, dengan tanpa
mengesampingkan komoditas pangan strategis
lainnya yang telah ditetapkan pencapaian
target waktunya untuk swasembada pangan.

Indonesia merupakan salah satu negara
yang berhasil dalam melewati berbagai

tantangan krisis global. Hal ini terlihat dari
meningkatnya produksi pertanian selama tiga
tahun terakhir. Namun, kondisi tersebut tidak
menjadikan kita menjadi lupa diri mengingat
covid-19 dan perubahan cuaca (climate
change) maslh terus berlangsung. Ditambah
adanya dampak serius terjadinya perang
dua negara eropa antara Rusia dan Ukraina.

Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional
Ketahanan pangan merupakan salah satu

sektor pembangunan yang menjadi perhatian
Kementerian Pertanian (Kementan) setiap
tahunnya. Untuk mewujudkan ketahanan
pangan, Kementan mengalokasikan anggaran
melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) pada 5 (lima) program pembangunan
pertanian, yaitu: (l) Ketersediaan, Akses
dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Nilai
Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Riset
dan Inovasi llmu Pengetahunan dan Teknologi;
(4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan
(5) Dukungan Manajemen. Kelima program
pembangunan pertanian tersebut diarahkan
untuk mencapai tar$el 2 (dua) Prioritas
Nasional di bidang ketahanan pangan, yaitu:
(l). Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
(dengan Program Prioritas Peningkatan
Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi
Pangan; dan Peningkatan Nilai Tambah
Lapangan kerja dan Investasi di Sektor Riil,
dan lndustrialisasi), serta (2). Mengembangkan
Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya
Saing (dengan Program Prioritas Peningkatan
Produktivitas dan Daya Saing). Berdasarkan
5 (lima) Program Pembangunan Pertanian,
Prioritas Nasional, dan Program Prioritas,
masing-masing eselon I menjabarkan dengan
program-program unggulan.
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Kebijakan Pengawasan terhadap
Swasembada Pangan

Untuk mewujudkan ketahanan pangan
nasional tidaklah mudah, membutuhkan
elfort dan anggaran yang besar. Sehubungan
dengan kebutuhan tersebut, Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian (ltjentan)
dituntut untuk melakukan pengawasan yang
professional, independen, dan berintegritas
untuk memastikan ketahanan pangan tercapai
secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Pengawasan intem tidak hanya dilakukan
dengan audit administrasi keuangan an sich.

Mencermati kondisi tersebut di atas, maka
Itjentan dituntut melakukan pengawasan secara
efektif, mengingat masih banyak permasalahan
pangan mulai dari hulu sampai dengan hilir.
Permasalahan yang masih te{adi pada hulu
misalnya: sarana dan prasarana (berkurangnya
lahan pertanian, jumlah Sumber Daya Manusia
(SDM) Petani semakin berkurang, dll), produksi
(kesulitan benih unggul, kesulitan mendapat
pupuk subsidi dan belum seluruh petani
mendapatkan akses ke alat mesin pertanian).

Adapun permasalahan pada hilir, antara lain:
pasca panen (kesulitan akses alat pasca panen,
penyimpanan hasil panen tidak memadai, dll),
pemasaran (harga komoditas turun saat panen
raya, harga komoditas naik saat pacekltk,
dll), dan market share produk pertanian.

Terhadap permasalahan tersebut di atas,
maka arah kebijakan pengawasan Itjentan fokus
pada permasalahan hulu dan hilir, antara lain:
l. Peningkatan produksi bahan pangan

terdiri dari: tata kelola subsidi pupuk,
tata kelola benih, tata kelola benih
ternak, tata kelola saprodi lainnya.

2. Peningkatan inlrastruktur pangan (irigasi.
bendungan, embung, cetak sawah)

3. Peningkatan dukungan sarana
produksi pertanian (alsintan
pra panen dan pasca panen)

Adapun pengawasan pada sektor hilir,
fokus pada tata kelola cadangan pangan
pemerintah atas l1 bahan pokok (beras,
jagung, kedelai, bawang merah, bawang
putih, cabai, daging, sapi/kerbau, daging
ayam, telur, gula pasir, dan minyak goreng).

Sejalan dengan kondisi di atas lnspektorat
Jenderal melakukan optimalisasi peran
pengawasan guna mendukung keberhasilan
pencapaian ketahanan pangan, yaitu'. overs ight,
insight, dan .foresight. Peran oversight,
bahwa peran pengawasan Itjentan fokus

untuk memastikan apakah penanggungjawab
program/kegiatan telah melaksanakan yang
harus dilakukan sesuai tugas dan fungsinya
untuk mendeteksi dan pencegahan korupsi.
Peran oversight dilaksanakan dalam bentuk
repressive dengan melakukan audit, reviu,
evaluasi, dan pemantauan, pengawasan
dan kegiatan pengawasan lainnya. Adapun
peran insight bahwa ldentan membantu
pengambil keputusan strategis bagi pimpinan
dengan memberikan pendapat atau penilaian
independen mengenai capaian kinerja program.
kebijakan, dan operasionalisasi serta hasil
ketahanan pangan. Hal ini dapat dilakukan
dengan memberikan konsultansi dalam bidang
penganggaran, pelaksanaan, maupun pelaporan.

Adapun peran .foresight bahwa Identan
akan fokus dalam mengidentifikasi trend dan
tantangan yang ada terkait dengan program
ketahanan pangan dengan melakukan
kajian untuk memberikan rekomendasi
perbaikanrpenyempumaan rencana strategis
(Renstra) Kementan. Dengan demikian,
bah:wa peran insight dan .foresight
merupakan peran preventive ltjentan dalam
bentuk cozsalllng dan assuronce dalam
mewujudkan program stralegis. program
prioritas dan program super prioritas yang
telah diamanatkan kepada Kementan.

Melalui peran tersebut di atas, sebagai
aparat pengawasan intem, Inspektorat Jenderal
mempunyai peran dan fungsi strategis, sebagai
pengawas intem tidak hanya disibukkan
kegiatan audit dengan rekomendasi (business
as ussuah yang bersilat kerugian negara.
Lebih dari itu, bahwa Identan harus mampu
memberikan booster, pendorong atau penguat
untuk meningkatkan keberhasilan capaian
kinerja program strategis, program prioritas dan
program super prioritas yang telah dicanangkan
oleh Menteri Pertanian, yaitu program
ketahanan pangan berkelanjutan menuju
terwujudnya Lumbung Pangan Duniaan 2045.

Tantangan ke depan ltjentan dituntut
dapat menerapkan manajemen risiko dan
mitigasi risiko pada program/kegiatan
strategis dan layanan pertanian, sehingga
dapat memininalisir terjadinya risiko dan
mampu mengawal keberhasilan pelaksanaan
dan pencapaian program strategis. program
prioritas dan program super prioritas
Kementerian Pertanian berjalan tepat waktu,
tepat mutu, dan tepat Sasaran.
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PERAN AKfl f' INSPEKTORAI1 JENDERAL
DALAM UPAYA MENGURANGI DAMPAK KERUGIAN EKONOMI

AKIBAT PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)

Langka h c epat, stra legis
dan lerkordinasi didukung data

a ku nta b e I dapa t mempercepat
penanganan PMK guna

me mu I i h ka n ko nd i s i perekonomian
pe t e rnak. I nspe ktorat J e nderal

me mas t ikan bahwa I angkah
penanganan PMK telah berjalan
secara efektif, eftsien dan sesuai

peraturan.

Oleh Pujo Harmadi
Auditor Ahli Madya Inspektorat Investigasi

Pendahuluan
Masih belum hilang keterkejutan masyarakat

Indonesia, khususnya para insan peternakan

Indonesia ketika periode April 2022 di
Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Aceh
dilaporkan masuknya Penyakit Mulut dan

Kuku (PMK). Mengingat, setelah selama

kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun,

Indonesia telah dinyatakan bebas dari PMK
dan upaya-upaya pencegahan dilakukan
setiap tahun. Namun, akhimya penyakit ini
muncul kembali menjadi cobaan berat industri
petemakan Indonesia. Dalam rangka
mempercepat proses penanganan PMK
di wilayah tersebut, maka Menteri
Pertanian menetapkan daerah wabah

PMK melalui Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 403/Kpts/

\

Kata Kunci: Pengawasan,
Stralegi Penanganan PMK,

Kerugian Ekonomi.



PK.300/M/0512022 Tentang Penetapan Daerah

Wabah Penyakit Mulut dan Kuku atau Fool
Mouth Disease ( F MD) pada

beberapa kabupaten di
Provinsi Jawa Timur dan Keputusan Menteri
Pertanian Republik Indonesia Nomor 404/Kpts
PK.3O0lMl0512022 Tentang Penetapan Daerah
Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku atau Forl
Moulh Disease (FMD) di Kabupaten Aceh
Tamiang Pada Provinsi Aceh menjadi titik
awal kembali perang melawan PMK.
Sejarah PMK pemah ada di lndonesia
pada tahun 1887, yaitu di Jawa Timur.
Selanjutnya menyebar ke berbagai daerah
di Indonesia, sampai kejadian wabah terakhir
di pulau Jawa pada tahun 1983 yang
dimulai dari Jawa Timur Dengan upaya
pengendalian dan penanggulangan
yang dilakukan, lndonesia berhasil
mendeklarasikan status bebas PMK pada

tahun 1986 melalui Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 260/Kpts/TN.5l0/5/1986
dan mendapatkan pengakuan dunia terhadap
status bebas PMK tanpa vaksinasi melalui
Resolusi Organisasi Kesehatan Hewan
Dunia atau Oflice lnterndtional des Epizrloties
(OlE). Nomor XI Tahun 1990.

Penyakit ini disebabkan oleh virus dan
menyerang pada hewan/ternak berkuku belah
seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba,
rusa dengan tingkat penyebaran sangat tinggi.
Selaras Prof. drh. R. Wasito, M.Sc., Ph.D
menjelaskan bahwa PMK merupakan penyakit
akut, cepat, mendadak kemudian sangat
menular dan sangat inf'eksius. Hal ini
berarti kecepatan penularan dan angka
kesakitannya sangat tinggi. Transmisi
atau penularan terjadi melalui kontak
langsung dengan hewan terinfeksi, aerosol,
semen, produk makanan, dan fomites.
Morbiditas penyakil ini sangat tinggi tetapi
mortalitasnya rendah dan sangat cepat menular
(highly contagious) .

Lebih lanjut, dijelaskan
Prof. Bambang Sumiarto bahwa cara

MENU UTAMA

penularan pertama kali pada suatu wilayah
sebesar 660% melalui daging, sebesar 22%o

melalui udara, sebesar 6%o melalui importasi
ternak, sebesar 4% melalui cairan tubuh,
sebesar 20lo melalui vaksin dan penularan
selanjutnya sebesar 95% dari wabah
karena kontak langsung antara hewan
terinf'eksi dan peka melalui air liur.
Data yang dirilis oleh Kementerian Pertanian
melalui siagapmk.crisis-center.id, per tanggal
2l Agustus 2022, jumlah kasus aktif PMK
sebanyak 500.023 ekor terjadi pada l8 provinsi
dari sebelumnya 24 provinsi (6 provinsi telah
;ao kasus). Artinya, bahwa dalam 4 bulan
dari awal kasus pada akhir bulan April di Jawa
Timur sebanyak 1.247 ekor atau rata-rata
penambahan kasus per bulan sebanyak
125.005 ekor. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa kecepatan penyebaran sangat
tinggi dengan tingkat kematian rendah
yaitu sebanyak 6.619 ekor atau l,32lo.

Dampak PMK
Tidak hanya penyakit Covid l9 yang telah

menyedot anggaran negara trilyunan rupiah
dan berdampak negatif pada seluruh sektor
ekonomi dunia. Potensi kerugian ekonomi
akibat serangan PMK pun juga sangat besar.

Kerugian ekonomi akibat PMK terjadi
terutama disebabkan (l) Kehilangan
produktivitas yaitu (a) penurunan produksi
susu (25% per tahun), (b) penurunan tingkat
peftunrbuhan sapi potong (10-20% lebih lama
mencapai dewasa), (c) kehilangan tenaga
kerja (60-70% pada bulan ke-l pasca

inl'eksi), (d) penurunan fertilitas (angka
abortus mencapai 10%) dan perlambatan
kebuntingan, (e) kematian anak (20-40% untuk
domba dan babi); (2) Pemusnahan ternak yang
terinfeksi secara kronis; (3) Gangguan
perdagangan domestik (pengendalian lalu
lintas dan lain sebagainya)
dan manajemen temak; (4)
Kehilangan peluang ekspor temak, dan (5)
Biaya eradikasi. Kasus outbreak PMK

Media Auditor - Edisi 60 September 2022 I



MENU UTAI\4A

FMD di Inggris terjadi hanya waktu l4
hari memberikan dampak terhadap
pendapatan usaha yang terlibat dengan

usaha temak tersebut sebesar 7l o/o, Hotel
& restoran sebesar 52Yo, Pertanian
sebesar 58%o, Perdagangan (pedagang besar

dan retail sebesar 477o. Industri rnanufaktur
sebesar 42o%, Transportasi sebesar 4270, Jasa

dan pelayanan sebesar 55%o, Bisnis finansial
sebesar 237o dan Konstruksi sebesar 49010.

Masuknya kembali PMK ke Indonesia menjadi
pukulan berat dan akan membawa dampak
kerugian pada dunia industri
peternakan. Dengan kejadian PMK akan

menyedot sumberdaya penrerintah untuk
penanganannya agar tidak meluas dan

cepat dapat ditangani. Untuk itu
diperlukan langkah-langkah strategis.
dan ef'ektif dalam penanganan PMK
dengan mempertimbangkan eskalasi
penyebarannya semakin meluas sehingga
semakin akan berdampak negatif pada

ekononri peternak, masyarakat dan negara.

Permasalahan
Populasi temak rentan PMK tahun 2021

berdasarkan data BPS menunjukan bahwa.
jumlah sapi potong sebanyak 18,05 juta
ekoq sapi perah sebanyak 569 ribu ekor.
kerbau sebanyak I,l9 juta ekor, kambing
sebanyak 17,23 juta ekor, domba sebanyak
17,90 juta ekor dan babi sebanyak 3.01

milyar ekor. Konsunrsi daging sapi

dankerbau di Indonesia pada tahun 2022
diperkirakan sebesar 695,39 ribu ton dengan

lumlah penduduk sekitar 274,86 juta jiwa.
Adapun produksi daging sapi dan kerbau di

Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan
mencapai 436,70 ribu ton (62,79% kebutuhan),

Jika dilihat dari kondisi tersebut terdapat
kekurangan produksi 257,40 ribu ton. Perlu

dicatat bahwa kondisi tersebut merupakan
kondisi normal tanpa adanya intervensi PMK,
sehingga diperkirakan kondisi sekarang

lebih berat untuk nremenuhi konsumsi
daging di lndonesia atau mengurangi
g.tp antara kebutuhan dan produksi.

Petemakan di lndonesia sebagian besar

adalah petemakan rakyat sehingga PMK
akan sangat dirasakan berdampak pada

ekonomi. Temak (khususnya sapi, kerbau,
kambing, domba) ditingkat masyarakat
diposisikan sebagai aset/simpanan yang dapat

dipergunakan menutupi kebutuhan kebutuhan
mendadak atau kebutuhan dana besar

sehingga ketergantungan sangat besar (aset

berharga ). Tidak hanya petemak. narnun rantai
pemasaran yang panjang memberikan
tekanan dampak pada setiap level lini
pasar. Kondisi ekonomi masyarakat
belum pulih akibat Covid- 19, kasus PMK
terjadi sehingga masyarakat peternak

rnenghadapi nilai jual ternak yang rendah.

Terjadinya kasus PMK memaksa para

peternak harus berusaha untuk menyelamatkan
aset temak mereka walau dengan menjual
harga murah karena kekhawatiran mereka
akan semakin rugi, Peternak akan kehilangan
waktu produksi yang semakin larra akibat
penyakit dan biaya penanganannya.

Lalu lintas ternak antar daerah juga dapat

nrenjadi salah satu faktor penyebab cepatnya
penyebaran PMK mengingat lalu lintas ternak
ini cukupsulituntukdikendalikan karena banyak
sekali jalur-jalur darat antar daerah dengan

tingkat lalu lintas orang/barang/alat angkut
yang terkontaminasi PMK akan berpengarul'r

nyata terhadap ekskalasi penyebaran PMK.
Selain kondisi di atas, faktor gcografis daerah

di Indonesia dengan banyak pulau dan

berbatasan langsung baik darat nlaupun
laut dengan negara belum bebas PMK
nrenjadi potensi masuknya penyakit PMK
rrelalui jalur-jalur yang trdak resmi/ilegal.
JalLrr-jalur ini tersebal disepanjang garis
pantai dan garis perbatasan darat di
beberapa wilayah negara [ndonesia.

Hasil penelitian menyatakan bahwa
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pemasukan daging ilegal dapat sebagai

ancaman risiko masuknya virus PMK ke

Indonesia. khususnya di daerah
perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia
(Misalnya Entikong). merupakan salah satu
jalur masuknya, sepefii daging beku bertulang
tanpa limlitglandula dan jeroan beku
tanpa lim/bglanclula. Sejalan dengan kondisi
tersebut. maka Kementerian Peflanian
melakukan pengawasan di tempat-tempat
pemasukkan legal sesuai peraturan yang berlaku
(Jalur lalu lintas orang perbatasan darat,
Bandar Udara. Pelabuhan Laut maupun
Sungai). Namun dernikian jalur-jalur ilegal atau

tidak terjaga lerbenlang sepanjang garis
pantai yang sulit dikendalikan, sehingga
diperlukan Kerjasama dari berbagai pihak
(TNl, Polri dan Perangkat Daerah).

Langkah Strategis Penanganan PMK
dan Pemulihan Ekonomi Peternak

Masuknya PMK kembali ke Indonesia.
memaksa menata ulang strategi pembangunan
peternakan di Indonesia, khususnya untuk
penyediaan daging ruminansia (hewan
peka PMK). Tujuan utama penataan

MENU UTAMA

ulang ini untuk Indonesia Bebas PMK
guna meurulihkan sektor ekonomi
peternakan khususn) a temak ruminansia.
Untuk itu. dihutuhkan penyesuaian strategi
tepat sasaran untuk penanganan PMK,
mulai produksi dan pemulihan ekonomi
sektor petemakan. Salah satu bentuk perubahan

yang harus dapat segera diadaptasikan adalah
hanronisasi kebijakan sektor peternakan

sebagai panduan guna membangun
kesatuan langkah antar sektor yang terlibat
dalam mengatasi pemasalahan PMK.

Stratcgi penanganan PMK
Strategi penanganan PMK dimulai dengan

menetapkaan status PMK sebagai wabah,
pengobatan, vaksinasi, pembatasan serta
pengaturan lalu lintas temak anlar daerah,

depopulasi dan bantuan ke peternak

terdampak. Selain itu, perlunya :;urverillunce
berkelanjutan untuk memetakan pola
penyebaran dan langkah penanganannya.
Hal tersebut drbutuhkan secara cepat

untuk menekan laju pertambahan kasus.

mengurangi sumber penyakit dan mempercepat
mobilisasi penanganan lebih masill
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Penanganan PMK harus melibatkan semua

Iini bangsa yang ada, mulai dari petemak.
petugas lapangan, aparat keamanan, aparat
penegak hukum, pemerintah daerah

kabupaten/kota/provinsi dan masyarakat.
Pengebalan temak melalui vaksinasi
diperlukan agar pergerakan temak antar
daerah dapat berjalan normal kembali.
Pada akhirnya, perdagangan komoditas
petemakan kembali normal. Dengan
demikian secara langsung akan berimbas
pada ekomoni sektor petemakan.

Sinkronisasi data yang tersistem melalui
data base tunggal (single data PMK)
untuk mengetahui pergerakan kasus dan
penanganannya, sehingga dapat segera

dianrbil langkah strategis apabila dibutuhkan.
Monitoring dan evaluasi terhadap penanganan

PMK berbasis data akurat dapat berjalan lebih
cepat dan akural berdasarkan situasi terkini,
mengingat PMK merupakan penyakit yang
sangat cepat proses penularannya. Ujung dari
penanganan PMK adalah status bebas

PMK. Kondisi ini dapat dilakukan secara

berkelanjutan pada jangka menengah atau
panjang. Namun semakin cepat status itu didapat
maka perdagangan luar negeri sektor
peternakan kita akan semakin cepat pulih.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah
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membangun Komunikasi, Infbrmasi, Edukasi
yang efektif terkait PMK harus gencar
dilakukan agar masyarakat tidak cemas
dan dapat menerima produk olahan daging
sapi/kerbau/kambing/domba/babi.
Strategi pemulihan ekomoni petemak dan
penyediaan kebutuhan daging rum inansia
dapat dilakukan paralel (simultan) dengan
penanganan PMK karena dibutuhkan waktu
yang tidak sebentar untuk menjadi daerah

bebas PMK seperti sebelumnya.
Dalam hal ini, pemerintah telah mengambil

kebijakan memberikan kompensasi dan

bantuan bagi temak terdampak, dengan
memberikan obat-obatan, desinf'ektan dan
petugas kesehatan yang siap di lapangan.
Strategi ini tujuannya untuk membuat ternak
pulih dan mengurangi beban petemak secara

ekonomi secara konkrit. Strategi dengan

menrberikan bantuan bagi peternak juga dapat

dimanfaatkan untuk memulihkan usaha di
seklor petemakan lain non ruminansia
mengingat fenomena harga sapi yang
terdampak PMK relatif murah.
Melakukan kolaborasi dengan pihak swasta

atau BUMN/BUMD sektor petemakan dengan
petemak sebagai pihak yang terdampak
langsung PMK dapat dilakukan. Seperti
ternak yang terkena PMK dapat dilakukan
pemotongan khusus, daging dapat diserap
sebagai cadangan daging nasional atau diserap
swasta tanpa melalui pedagang perantara,

untuk mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu
harga di peternakan wajar dan sebagai

deposit stok daging nasional. Pengawasan
pemotongan sesuai standar PMK guna menekan
potensi penyebaran penyakit.

lntervensi
pemerintah melalui bantuan fbsilitassarana,
prasarana, pendampingan dan menciptakan
iklim usaha petemakan yang lebih
kondusif sangat dibutuhkan untuk
menopang pemulihan ekomoni petemak.
Penyediaan kecukupan daging dapat ditempuh
melalui kolaborasi antara pemerintah dan
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pihak swasta atau BUMN/BUMD pangan

dalam menyediakan stok sapi setelah
pengebalan PMK ber.lalan baik. Lingkup
kerjasama antara pemerintah dengan swasta

dapat meliputi Design (D), Build (B). Finance
(F), Operation (O), Maintenante (M), dan
Tansler (T). Langkah yang dapat ditempuh
agar para pihak dapat rnenyepakati apakah 2

lingkup kerjasamanya seluruh aspek tersebut
atau hanya sebagian. Sebagai contoh, kerjasama
pemanf'aatan lahan-lahan Hak Guna Usaha
(HGU) potensial untuk sapi/kambing/domba
dengan pihak swasta/BUMN/BUM D perlu
didorong. Pemerintah Pusat/Pemerintah 3

Daerah (Pemda) memiliki aset dan regulasi
sementara swasta/BUMN/BUMD memiliki
sumberdaya teknologi. sumber daya

manusia, permodalan dan jaringan bisnis.
Dengan demikian pola kerjasama ini
diharapkan dapat mempercepat
penyediaan stok daging pasca PMK.

4
Peran Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal, sesuai Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian nrempunyai tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Pertanian. Fungsi pengawasan oleh
Inspektorat Jenderal diharapkan juga manrpu

nrenjadi utnsulting dan ossurunce bagt
pelaksanaan progra m- progra rn stralegi5
Kenrenterian Pertanian. Sejak wabah PMK
kembali rnasuk ke lndonesia, lnspektorat
Jenderal telah hadir untuk mendorong
percepatan penanganan PMK dengan lebih
efektif dan cfisicn. Bcberapa langkah
yang telah dilakukan diantaranya:

Membentuk Satuan Tugas (Satgas)

Pengawasan Pencegahan dan Penanganan

Penyakil Mulut dan Kuku Inspektorat
Jenderal Satgas ini memiliki tugas

nelakukan pengawasan terhadap kejadian
dan penanganan wabah PMK agar
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penanganan dapat dilaksanakan dengan

etbktif dan efisien. Satgas dirnaksud akan

memberikan laporan secara berkala terhadap
penanganan PMK yang dilaksanakan dan

memberikan rekomendasi saran-saran

konstruktif untuk percepatan penanganan

dan penyelesaian masalah di lapangan;
Melakukan pendampingan terhadap
proses pengadaan barang/jasa sarana
pendukung penanganan PMK melalui
reviu dan pendarnpingan penguatan

Sistem Pengendalian Intern di lingkup
Ditjen Peternakan dan Keswan;
Aktif melakukan koordinasi lintas
sektor Satgas PMK di provinsi untuk
percepatan penanganan dan vaksinasi.
Koordinasi tersebut sangat efektil karena
dapat mendorong upaya yang cepat dan

terstruktur dari berbagai elemen Satgas
PMK di provinsi dan mengatasi kebuntuan
koordinasi serta komunikasi di lapangan;

Melalui program Jaga Pangan, melakukan
kolaborasi dengan pihak Aparal Penegak

Hukum (APH) untuk bersama sama

melakukan advokasi dan pendampingan
penanganan PMK sehingga penanganan

dapat lebih cepat dan taat peraluran.
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Menyegarkan Kembali Impian Indonesia
Menjadi Lumbung Pangan Dunia Tahun 2o,45

dan Mitigasi Risikonya

Oleh Heni Nugraha
V, .rir puJu lnslteklon lnvestigusi

Arlikel unluk memberikan gambaran rencana sttategis lumbung pangan
duniu 2045 yang diawali dengan konsep dasar lumbung pangan dunia,

potensi sumber daya yang dimiliki, dan upaya membangun.fondasi pertanian
menuju lumbung pangan dunia. Konsep Dasar Lumbung Pangan Dunia

pada awalnya lumbung pangan dipcthami sebagai peryimpan (buflbr stotk)
hasil panen padi. Namun deu,ctsq ini konsep lumbung pangan berkembang

seiring dengan dinamika permasalahan pangan dan berbagoi kebijakan
yang diimplementasikan. Dalom konteks lndonesia menuju Lumbung Pangan

Dunia 2045, konsep lumbung pangan merupakan pengembangan dari
konsep swasembada pangan yang selama ini dipahami oleh banyak praktisi

dan birokrat.
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Pendahuluan
Visium Presiden Joko Widodo adalah

ingin menjadikan lndonesia sebagai Lumbung
Pangan Dunia pada tahun 2045, bertepatan
dengan 100 tahun Indonesia Merdeka. Visium
tersebut telah dijabarkan oleh Menteri Pertanian
(Andi Amran Sulaiman) ke dalam Rencana

Strategis Lumbung Pangan Dunia 2045
(Renstra LPD 2045). Impler)renlasi renstra

tersebut memerlukan dukungan dan komitmen
yang tinggi dari berbagai pihak, mulai dari
tingkat pusat hingga daerah dan masyarakat
( s I a ke h o I der) pertanian.

Berdasarkan data perkiraan Footl qnd

Agriculturc Otgunization (FAO) (2012) bahwa
jumlah penduduk dunia sudah mencapai lebih
dari 7 miliar jiwa dan diperkirakan nreningkat
menjadi 9,8 miliar pada tahun 2050. Data
perkiraan jumlah pertambahan penduduk

tersebut akan mempengaruhi ketersediaan
pangan dunia, maka produksi pangan harus

ditingkatkan sebanyak 70olo untuk nremenuhi
kebutuhan pangan dunia.

Negara berkembang di kawasan Asia
Pasifik termasuk Indonesia harus mampu
meningkatkan produksi pangan hingga 100%.

Menurut perkirakan FAO (2012), pada tahun

2050 setiap individu akan mengonsumsi sekitar
l4% Iebih banyak kalori. Hal ini berimplikasi
pada permintaan pangan dunia akan meningkat
drastis. Akibatnya, permintaan untuk lahan dan

sumber daya lainnya yang diperlukan untuk
produksi pangan akan semakin meningkat.
Demikian halnya kebutuhan air juga akan
meningkat sekitar dua kali lebih tinggi dari
jumlah penduduk.

Kondisi pangan di masa depan diperkirakan
penuh dengan ketidakpastian karena berbagai
tantangan, di antaranya menurunnya permukaan

air tanah, laju peningkatan produksi pangan

yang mulai stagnan, perubahan iklim yang

mengacaukan pola budi daya, meningkatnya
serangan organisme pengganggu tanaman,

serta degradasi dan erosi tanah, dan alih fungsi
lahan pertanian yang terjadi di hampir semua

negara di dunia. Dengan semakin beragam
tantangan pangan di masa depan menimbulkan
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kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya
ketidakseimbangan pangan global jika
persoalan pangan tidak ditangani dengan baik
dari sekarang.

Problematika pangan di lndonesia tidak
kalah pelik ketika dikaitkan dengan peningkatan
jumlah penduduk. Pada tahun 2050, jumlah
penduduk di Indonesia diperkirakan akan

mencapai 321,4 juta jiwa. Jumlah penduduk

lndonesia. mendudukan perirrgkat kelima
terbesar di dunia setelah Tiongkok, India,
Nigeria, dan Amerika Serikat (AS). Kondisi
tersebut tentunya akan menjadi tantangan
besar bagi Indonesia dalam penyediaan pangan

ke depan karena berkejaran dengan laju
pertumbuhan penduduk yang semakin melonjak
sangat cepat. Sehingga keputusan yang dibuat
saat ini sangat menentukan apakah Indonesia
mampu memenuhi kebutuhan pangan di masa

depan dengan jumlah penduduk yang terus
meningkat.

Dalam rangka menyikapi problematika dan

tantangan tersebut di atas, maka Kementerian
Pertanian (Kementan) telah rnenyiapkan
Renstra dan program aksi (Pro-Aksi) menuju
Lunrbung Pangan Dunia 2045 (LPD 2045)
yang meliputi 8 (delapan) komoditas, yaitu:
padi, jagung, kedelai, bawang merah, gula,

daging sapi, cabai, dan bawang putih. Renstra
tersebut disusun mengacu kepada: ( I ) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
(2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2005-2025; (3) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019; dan (4) Strategi
lnduk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-
2045.

Swasembada pangan
Swasembada pangan secara umum dipahanri

sebagai ketersediaan pangan secara nasional
dengan sasaran utama substitusi impor. Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
rrendefinisikan swasembada adalah sebagai

usaha mencukupi kebutuhan sendiri. Berbeda
dengan era pemerintahan Presiden Joko
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Widodo, bahwa konsep swasembada pangan

direfleksikan sebagai upaya penyediaan pangan

me lalui pen ingkatan kapasitas produksi di dalam
negeri untuk memperkuat ketahanan pangan dan

daya saing pangan untuk mencapai kedaulatan
pangan. Konsepsi terscbut selanj utnya
dimaknai sebagai upaya mewujudkan lndonesia
sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045. Afiinya.
konscp swasembada pangan menurut Presiden

Joko Widodo, di samping upaya memenuhi
kebutuhan pangan dalarr negeri (swasembada
pangan) secara bcrkelanjutan, juga ditujukan
untuk mcmperkuat daya saing pangan nasional
sehingga mampu memanfhatkan peluang
ekspor pangan ke pasar global.

Dalam kaitannya dengan urusan pangan,

swasembada pangan lebih diartikan sebagai

usaha nremenuhi kcbutuhan pangan sccara

mandiri. Swasembada jugo d iidentikkan
dengan sikap bcbas, rrandiIi. otonon]. atau

independen. Artinya, negara harus mampu
mencukupi kebutuhan pangan nasional secara
mandiri tanpa pasokan dari luar.

Kenrampuan su,asembatla pangan suatu
negara direfleksikan dari -i (tiga) kategori, yainr:
( I ) Kemampuan produksi yang dapat memenuhi
kebutuhan konsumsi masyarakat dengan
faktorlhktor produksi yang sepenuhnya dapat

dikendalikan oleh sistem produksi pada berbagai
jenjang: (2) Kemampuan swasembada yang
bersifht responsit. yaitu kemanrpuan pemulihan
yang cepat setelah terladinya goncangan
produksi yang nrcnyebabkan berkurangnya
produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
masyarakat: dan (3) Kemampuan swasemhada
yang bersifht antisipatil. yaitu kemampuan
rrengantisipasi ter.ladinya goncangan produksi
yang nrenyebabkan berkurangnya produksi
dan kemampuan antisipatil' dalam pengadaan

stok untuk mengatasi kekurangan konsumsi.
Sejarah rnencatal Indonesia penrah mengalami
swasembada pangan, klrususnya beras pada

dekade 1980-an.
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Problematika Utama
Keterbatasan pemahaman konsep

swasembada pangan selama ini menjadikan
upaya peningkatan produksi pangan membuat
Indonesia kembali menyandang status sebagai

negara penginrpor beras dan pangan lainnya.
'l'idak tcrcapainya swasembada pangan di masa
lalu juga disebabkan oleh beberapa kendala,
sepcrti tingginya laju alih fungsi lahan,
perubahan iklim, harga pupuk yang semakin
nrahal. urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan
masih banyak l'aktor lainnya yang berdampak
terhadap tata kelola lgovernarce) bidang
pertanian secara keseluruhan.

Di sarnping hal tersebut bahwa program
swasembada pangan masih bergantung pada

luasan lahan yang tersedia. Berdasarkan
perspektil waktu 30 tahun ke masa lalu
dapat disimpulkan pendekatan pembangunan
pertanian selama ini belum mampu
nrcngembangkan kemampuan produksi
dengan dukungan sistem kelembagaan pangan

berkelanjutan, kepastian harga ditingkat petani
dan tata niaga pangan yang masih sektoral
belum terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045
Skenario menuju lumbung pangan

dunia adalah melalui beberapa tahapan dan

setiap tahapan membutuhkan politital will
dan polititul actbn yang serius, termasuk
tlukungan infrastruktur, inovasi teknologi yang
terus berkembang, dan kekuatan kelembagaan
pertanian, serta segmen pasar yang jelas dari
seluruh lini, baik di pusat maupun daerah.
Selain itu, keterkaitan dan peran unsur-unsur
lain tidak hanya dalam aspek non-teknis naurun
jLrga teknis.

Terkait hal ini terdapat lima tahapan
menu.ju lumbung pangan dunia, sebagai

berikut: (l) Pencapaian swasembada par,gan
yang mampu rnemenuhi minimal 90%,

dari kebutuhan domestik, terutama pangan

strategis; (2) Penciptaan daya saing prodLrk/

kornoditas, terutama terkait kLralitas dan
spcsifikasi produk, harga, elisiensi hulu-hilir'.



dan profit; (3) Maksimalisasi produksi pangan

strategis (produksi melimpah dan stabil) untuk
memenuhi kebutuhan donrestik lebih dari
10070, terciptanya rantai pasok, dan tersedianya
komoditas sebagai cadangan untuk kebutuhan
intervensi dan bencana; (4) Melakukan ekspor
setelah terpenuhinya kebutuhan domestik
dan selebihnya menjadi target ekspor melalui
pengembangan pangsa pasar dunia (dalam

konteks ini, nilai tambah ekspor sebagai

akumulasi keberhasilan tahapan sebelumnya)l
dan (5) Terciptanya lumbung pangan dunia
dengan mempertahankan ekspor secara

berkelanjutarr guna menjamin tercapa inya
kesejahteraan petani (Andi Amran Sulaiman, et

all,201tl).
Tahapan{ahapan tersebut lidak mudah

direalisasikan karena pada saat bersamaan

sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan

intemal dan dinamika lingkungan yang

berpotensi menggeser sumber daya pertanian,

baik dari aspek tenaga kerja dan lahan maupun
input produksi primer lainnya.

Landasan Regulasi
Landasan strategis kebijakan pangan

meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan, antara lain menekankan
pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar

manusia yang bermanfhat, berkeadilan, merata,
dan berkelanjutan. Regulasi ini kemudian
diikuti oleh Undang-Undang Nomor l9 Tahun
2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Petani serta konsep Nawacita dengan ciri
utama berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
Meskipun belum dijadikan ref'erensi

sepenuhnya, dokunren kebijakan jangka

panjang adalah Rencana lnduk Pembangunan
Peftanian (RIPP) 2045 yang mengubah
paradigma pembangunan berbasis pertanian
(ogriatltttre led development) menjadi
pertanian untuk pembangunan (agriculture.for"
developmenl\.

Pada tataran operasional terdapat Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan Rencana Pembangunan Strategis

I\4ENU UTAMA

Kementerian Pertanian (RPSKP) yang dapat

dijadikan dasar dalam pelaksanaan berbagai
program dan kegiatan yang mendukung
mewujudkan visi Indonesia sebagai LPD
2045. Implementasi program strategis ini telah
dirrulai sejak tahun 2015 guna mcmpercepat
upaya peningkatan produksi dan produktivitas
menuju swasembada beras,jagung, kedelai, dan
peningkatan produksi daging sapi, tebu, bawang
merah, dan cabai. Target waktu swasembada

sebagaimana disajikan pada garnbar 2, berikut.

Gambar: Target Swasembada Pangan

Menuju Lurnbung Pangan Dunia Tahun 2045

Mitigasi Risiko Yang Diperlukan
Upaya mewujudkan lumbung pangan dunia,

diantaranya dilakukan melalui pengembangan

sistem pertanian yang maju, mandiri dan

rrodern secara terpadu dan berkelanjutan
dalam skala luas, penerapan teknologi maju
ramah lingkungan, efisien, dan berdaya saing
gfobal merupakan suatu keharusan (necessary

rcn.lition\.
Model pertanian dengan skala luas yang

dilengkapi dengan fasilitas pendukung,

seperti irigasi, peralatan untuk pengolahan

dan penyimpanan hasil, akan memberikan
keuntungan yang optimal secara berkelanjutan.
Untuk itu. maka konsepsi perlanian maju.
mandiri dan modern harus diarahkan untuk
lebih menekankan pada usaha pertanian yang

memanthatkan teknologi terbaru sesuai dengan

agroekologi dan sosial ckonomi pctani, efisicn,
dan yang berpihak dan menguntungkan petani.
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w@

MODATITAS

I (*)

i,1ou de.gd. APH l+)

Gambar 2

Konseptual (/ramen'ork) pengawasan menuju Lumbung Pangan Dunia 2045

Penggunaan benih varietas unggul, pupuk,
peslisida. herbisida. pengaturan pengairan.
penggunaan alat mesin pertanian pada berbagai
tahap proses produksi hingga pengolahan
hasil panen dan pasca panen merupakan ciri
pertanian modem dalam sub-sistem produksi.
Pertanian maju, mandiri dan modem diyakini
akan mampu menyediakan pangan dari luasan

lahan yang terbatas.

Meskipun demikian, penerapan teknologi
modem juga tidak terlepas dari banyaknya kritik
dari berbagai pihak pemerhati lingkungan,
karena sering penggunaan teknologi modern
tidak ramah lingkungan. sehingga berpotensi
nengancam keberlanjutan produksi pertanian
dan ancaman punahnya ekosistem alam yang
nrendukung pertanian. Pertanian terpadu
(maju dan mandiri) lebih menekankan pada

tata laksana yang memadukan komoditas
(tunggal atau campuran spesies) tanaman
dengan tanaman lainnya atau tanaman dengan
ternak pada luasan lahan teftentu, sehingga
manrpu memberikan keuntungan bagi petani,
lingkungan dan konsumen.

vrstuM

Sejalan dengan hal tersebut di atas,

maka Inspektorat Jenderal selaku aparat
pengawasan intem Kementerian Pertanian
dituntut mampu mengurai problematika yang
ada dan memberikan penjaminan (ussurctnce)

serta konsultasi l(onst ri H\ bagi mitra guna

menrberikan keyakinan yang memadai bagi
pimpinan secara berkelanjutan alas tecapainya
target-target swasembada yang telah ditetapkan
melalui optimalisasi kegiatan pengawasan
melafui konseptual Qfi'omcwork) per')gawasan

sebagaimana gambar 2.

Berdasarkan gambar 2 tersebut di atas.

diulaikan bahwa Inspektorat Jenderal
mempunyai peran strategis didalam
mendukung terwujudkannya swasembada
pangan menuju lumbung pangan dunia 2045,
dengan memberikan keyakinan (us,surance)

hagi pimpinan bahu a program 'kegiatan utanra

dan layanan pertanian telah dilaksanakan
secara efektif. elisicn. transparan dan
akuntabel. rnelalui: ( I ) penyelenggaraan sistem
pengendalian intern yang ef'ektii, (2) penerapan

manajemen risiko pada setiap proses bisnis;

Assst Kementon blm

Loyonon Perlonion l-l

KOMIIEAUDIT

REGULASI PROGRAM PERTANIAN
INDONESIA
MENJADI
LUMBUNG
PANGAN

DUNIA2045

INOVASI

PROBLEMATIKA

STRATEGI LAYANAN PERTANIAN

EFEKTlVlTASSPI CA/CM
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(3) reviu dan harmonisasi regulasi internal dan

eksternal, (4) pengembangan inovasi layanan
penga\ asan maunpun layananan penanian:
dan (5) intemalisasi dan implementasi value
aparat sipil negara (ASN) "BeTAKHLAK"
bagi seluruh pimpinan dan pegawai lingkup
Kementerian Pertanian; (6) optimalisasi
pengawasan masyarakat (Wasmas); (.7)

penerapan audit berbasis risiko; serta (8)
penerapan continK)us auditing dan conlinuou:i
monitoring (CA/C M).

Simpulan dan Saran
Simpulan

Di Indonesia, sistem pertanian terpadu
(maju, mandiri dan modem) sebenamya sudah

lama dipraktikkan oleh masyarakat sebagai

ekspresi dari usaha mereka menghadapi
tantangan lingkungan untuk bertahan hidup.
Namun, pengembangannya masih parsial

dan belum terintegrasi. Hal ini menyebabkan
pengembangan sistem pertanian berkelanjutan
masih pada tataran konsep dan belum
lerimp lementas ika n dengan baik.

Secara konsepsi. perlanian lang rnaju.
mandiri dan modern serta berkelanjutan harus

lebih menekankan pada sistem pengelolaan
komoditas pertanian dan sumber daya alam
(irytut), proses, outpul dan outc ome agar terjadi
keberlanjutan budi daya yang tidak merusak
lingkungan dan kesehatan dan kesejateraan
pelani maupun konsumen hasil penanian.

Masih segar dalam ingatkan kita, bahwa
pada bulan Agustus 2022, lnternational Rice
Research Institute (IRRI) kepada pemerintah

indonesia atas prestasi [ndonesia dalam
pencapainnya mewujudkan swasembada beras
pada tahun 2019 - 2020. Prestasi tersebut tetap
harus digunakan sebagai modalitas utama
dalam upaya mewujudkan swasembada pangan

berkelanjutan menuju Indonesia sebagai

Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045.

Soran
Regulasi, inovasi dan strategi jangka

menengah dan jangka panjang terhadap
program prioritas, program strategis, dan
program super prioritas Kementerian Pertanian
lebih diarahkan pada pencapaian swasembada

berkelanjutan dan ekspor komoditas pangan

strategis dengan Iangkah-langkah sebagai

berikut:
l. Meningkatkan investasi fisik maupun

nonfisik untuk menghasilkan inovasi
melalui kajian regulasi, penelitian
dan pengembangan perlanian guna

membangun sr.is/a inoble practices berbasis
agroekologi yang sesuai dengan realitas di
masing-masing wilayah sentra produksi.
Investasi inovasi antara lain knowledge
building, mulai dari benih, lahan, pupuk,
dan perbaikan konstruksi genelik tanaman
dan ternak sampai teknologi pascapanen

untuk menghasilkan produk pertanian
yang berdaya saing tinggi (high-value
rewlulion).

2. Memperluas rantai pasokan (erpansion
oJ supply chain), jaringan perdagangan
(trading networksl, dan membangun
kerja sama regional dan intemasional
(optimalisasi promosi komoditas unggulan
peftanian melalui atase pertanian) terkait
dengan masalah global seperti perubahan
iklim, sustainablli/1, perdagangan, dan

koherensi regulasi, sehingga pasar global
dapat berfungsi dengan baik:

3. Membangun infiastruktur untuk
meningkatkan efisiensi sistem produksi,
value chain, sistem transportasi domestik,
aksesibilitas (aktor-aktor pertanian,
pelaku industri pengolahan pangan, dan

konsumen), dan meningkatkan koneksi ke
pasar intemasionalt

4. Meningkatkan koherensi kebijakan pasar

pangan (fbod marke I regu lat i on s'l,sehingga
tidak hanya berpotensi meningkatkan
pendapatan dan produktivitas tetapi
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Juga mampu mengantlsrpasr guncangan
penawaran (suppl.t-s itlc shotks) dan

nrengurangi dampak negatif terhadap
ketahanan pangan;

5. Memberikan kepastian halga komoditas
pertanian di tingkat petani dan

mernbangun daya tahan (rzrlllertc) usaha

tani dalam menghadapi risiko perubahan

iklim, bencana alam, dan ketidakpastian
pJsar. anlara lain rnelalui sistcnt asuransi

pertanian, perbankan peflanian. dan

pengelolaan gejolak harga pangan

ImunugemenI o/ markat voIut i I it1'\;

6. Memperkuat kelembagaan untuk
nrenurnbuhkembangkan kelembagaan
politik, ekonomi. dan sosial guna

meningkatkan kemampuan dan daya saing
usaha perlanian. Kelernbag.arn penanian
yang solid dan terkoordinasi dengan baik
edalah sclah satu kunci penguatan posisi
petani dalam mewujudkan swaserrbada dan

ekspor pangan. Penerapan strategi tersebut
tliharapkan elektil bagi upala pencapaian

rwasemhada dan ckspor parrgan menuju
Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia
2045l-

7. Optirnalisasi pengawasan intem guna

memastikan bahwa capaian kinerla
progranr prioritas. progranr stralegis.
program super prioritas dan layanan
pertanian telah terlaksana secara efektif.
clisien, transparan dan akuntabcl melalui
kolaborasi dan sinergitas pengawasan

dengan Aparat Penegak Hukum (APH),
Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK-RI), Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
APIP propinsi dan kahupaten dan instarsi
terkait lainnya secara berkelanjutan dan

nrelembaga guna rnemastikan bahwa
problematika utarna, seperti data alih
f'ungsi lahan pertanian, ketersediaan benih
dan bibit, ketersediaan pupuk bersubsidi
dan non subsidi. raliditas data capaian

kinerja melalui single data pertanian (619

dulu pertanian\ dan problenra lainnya telah
dapat diselesaikan secara dengan baik dan

benar (assurunce) melalui sinergi data

dengan wali data nasional yaitu Badan

Statistic Nasional ( BPS).

Sinergitas lintas sektoral nrenjadi syarat
mutlak dalam merealisasikan Lumbung Pangan

Dunia pada tahun 2045. Apalagi Kernenterian
Pertanian hanya mampu menangani 30oZ

masalah produksi pangan, selebihnya
bergantung pada kemcnterian/lembaga lain.
Olch karena itu, diperlukan komitmen dan

dukungan perundangan/peraturan pemerintah
yang memayungi rencana strategis ini untuk
dapat dijadikan prjakan dan arahan bagi para

pihak dalam nrelaksanakun herbagai prograrn

dan kcgiatan yang nrcndukung peneapaian

Lumbung Pangan Dunia 2045.

Sumber Bacaan
&ikrss Swasemhado lndonesio Menjadi
Lumhtng Pangan Duniu 2045, Andi Anran
Suluemun et.all, Edisi II,2018, IAARD Press.

"Kepemimpinan yang berintegritas dan gigih bekerja, niscaya
hasilkan peruhahan yang kasal matu. Mengentaskan persoalun

dengan nyata, bukan sekadar humbu retorika".
INajwa Shihabl
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Auditor Ahli Madya Inspekbrat lV

Ditetapkannya Penyukit Mulut dan Kuku (PMK) sehagai wabah, maka diperlukan
upaya penqnganqn bersamo anlaro Pemerintah Pusot dan Pemerintah Dqerah

untuk melakukan langkah-longkah percepalan penonganan dan antisipasi
dalam situasi tanggap danrrat. Potensikerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh

PMK ini tidak hanya pada peternak yang mengalami penurunan produktivitas
hingga kehilangan hasil, akan tetapi kemgian secarq nasional terulama dulam

penLapaien target swasembada daging tahun 2045. Dalan situa.si lctnggap darurat
mekonisme penganggar(tn daerah dilakukan secaru khusus melalui relbcusing

kegiatan d<tn realokasianggaran. Tugas pengawasan oleh Aparal Pengawasan
lntern Pemerintah (APIP) dalam percepatan perutnganan wabah PMK

dilaksanakan me lalui pendampingan/as istens i secara paral e I dengan proses

refbcusing dan realokasi anggaran dan jugo proses pengadaan barang/jasa guna
memastikan seluruh proses dan tahapannya berjalan lancar dengan telap

me ngedepa nkan pri ns ip a kun t a bi I i tas dan lransparan s i.
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Pendahuluan
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau Fool

and Mouth Drsease (FMD) merupakan penyakit
hewan menular dapat menyebar dengan sangat

cepat dan mampu melampaui batas negara

serta dapat menimbulkan kerugian ekonomi
yang sangat tinggi. Pada tanggal 4 Mei 2022
dilaporkan kembali adanya penyakit pada temak
ruminansia di Indonesia yang diagnosa sebagai
PMK. temasuk di Provinsi Jawa Timur. Terkait
hal tersebut, Kementerian Pefianian telah
menerbitkan Surat Keputusan Menteri Penanian
Nomor 403/KPTS/PK.300/M/05/2022 tanggal
9 Mei 2022 tentang Penetapan Daerah Wabah
Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth
Disease\ pada beberapa kabupaten di Provinsi
Jawa Timur dan Keputusan Menteri Pertanian
Nonror: 513/KPTS/PK.300/M/0712022 tentang
Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan
Kuku (F,"rr and Mrurh Disct):().

Kerugian dari dampak penyakrt ini bukan
hanya dirasakan oleh peternak, namun juga dapat

dirasakan oleh masyarakat luas. Potensi kerugian
ekononri yang ditimbulkan oleh PMK ini tidak
hanya pada petemak yang mengalami penurunan
produktivitas hingga kehilangan hasil. akan tetapi
kerugian secara nasional. Kerugian ekonomi bagi
kegiatan usaha petemak terutama disebabkan
oleh kehilangan produktivitas karena penurunan
produksi susu (25% per tahun), penurunan
tingkat pertumbuhan sapi potong (107o 20%).
kehilangan tenaga kerja ( 6001, 70%,), penurunan
leftilitas (10%) dan perlambatan kebuntingan,
kematian anak (20% 40%), dan pemusnahan
ternak yang terinf'eksi secara kronis. Selain itu
Adanya Wabah PMK ini juga akan berpengaruh
terhadap pencapaian target swasembada daging.
Berdasarkan Gruni Design pengembangan
sapi/kerbau Tahun 2016-2045 telah ditetapkan
rottdmap swasembada daging sapi/kerbau sampai
tahun 205, dan telah ditetapkan mulai tahun 201 6-
2022 ditarget tercapainya srvasembada daging
yaitu ketersediaan daging sapi lokal sudah lebih
dari 90% dengan porsi impor 107o.
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Penetapan Status Darurat PMK
Menurut Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2007 Pasal I angka 19,

yang dimaksud dengan status keadaan
darurat bencana adalah suatu keadaan
yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk
jangka waktu tertentu atas dasar
rekomendasi Badan yang diberi tugas

untuk menanggulangi bencana. Pada

tanggal 29 Juni 2022, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB)
secara resmi menetapakan status keadaan
tertentu darurat PMK sesuai Surat
Keputusan Kepala BNPBNomor 47 Tahun
2022 tentang Penetapan Status Keadaan
Tertentu Darurat PMK.

Penetapan kondisi darurat PMK
menimbulkan perlakuan yang berbeda
atas penatalaksanaan mekanisme
penganggaran dan pengadaan barang/jasa.
Kondisi ini menuntul adanya transparansi
dan akubtabilitas dalam semua proses

tahapannya. Untuk mengoptimalkan
tugas dan fungsi APIP dalam rnengawal
proses penganggaran dan pengadaan

barang/jasa perlu didukung dengan
perencanaan pengawasan yang tepat
dengan memetakan risiko-risiko yang
mungkin terjadi dan melakukan upaya
rnitigasi terhadap risiko yang mungkin
terjadi dan kegiatan pengendaliannya
secara konkrit.

Kondrsi Wabah PMK yang harus
segera diatasi dan dikendalikan
dalam waktu yang sesegera mungkin,
sehingga menyebabkan dikeluarkannya
kebijakan penambahan anggaran melalui
alokasi anggaran Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) dan realokasi anggaran.
Metode pelaksanaan pengendalian dan
penanggulangan PMK akan dilaksanakan
melalui tahapan menentukan status dan

situasi penyakit di suatu wilayah, dan

menentukan kegiatan pengendalian yang
diperlukan berdasarkan kebijakan yang



Peran APIP
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nonror 220 Tahun 2008, yang
dimaksud APIP adalah instansi pemerintah yang
dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan
intem (internal audit) di lingkungan pemerintah
pusat dan/atau penrerintah daerah. Dalam
Peraturan Pemerintah Non.ror 60 Tahun 2008
pasal Il, perwujudan peran APIP yang et-ektif
harus memberikan keyakinan yang memadai atas

ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan lungsi instansi pemerintah, memberikan
peringatan d)ni (eorly warning s,r.,slerz) dan
meningkatkan elektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah serta memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.

Selain itu, APIP dibentuk untuk mengawasi
jalannya pemerintahan, terutama sektor
pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan intern ini dilakukan melalui
audit, reviLr, evaluasi, pemantauan, dan

A4ENU UTAMA

kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan f'ur:gsi

organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan
telah dilaksanakan sesuai dengan
indikator yang telah ditetapkan.

Pengendalian wabah PMK perlu
dilakukan oleh APIP guna memastikan
seluruh proses dan tahapan berjalan
lancar dengan mengedepankan prinsip
akuntabilitas dan transparasi. Tujuan
pengawasan A P I P ada lah mengu rangi atau
menghindari nrasalah yang berhubungan
dengan penyalahgunaan wewenang dan

segala benluk penyimpangan lainnya
yang dapat berakibat pemborosan
keuangan negara. APIP menjalankan
pengawasan melalui pendampingan/

asistensi dan reviu terhadap penambahan

maupun realokasi anggaran kegiatan
dalam rangka percepatan pengendalian

wabah PMK dengan cara meyakinkan
rencana kebutuhan belanja yang
diusulkan telah sesuai dengan dcsain atau
rancangan Usulan Penanggulangan PMK
Tahun 2022.

Terhadap pengadaan barang/jasa
berdasarkan Perka LKPP Nomor l3 Tahun
201 8 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

dalam penanganan keadaan darurat pasal

7, APIP mempunyai tugas

mengawasi dan memberikan
pendarnpingan untuk kegiatan
pengadaan barang/jasa
dalam penanganan darurat
sejak proses perencanaan

hingga pembayaran. Untuk
selanjutnya APIP rnelakukan
audit atas laporan dan/atau
pengaduan dari masyarakat
mengenai penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang
dalam pengadaan barang/
jasa penanganan keadaan
darurat. Selain itu dalam
rangka memitigasi risiko
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diambil antara lain: (1) vaksinasi: (2) pengawasan

lalulintas temak: (3) penutupan wilayah;
(3) biosekuriti; (4) pengobatan; dan/atau (5)
peningkatan kesadaran masyarakat.
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yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan
pengendalian PMK Inspektorat Jenderal telah
melakukan Pengawalan Penyelenggaraan Sisteni
Pengendalian [ntem Pemerintah (SPIP) Kegiatan
Strategis Pengendalian dan Pencegahan PMK.

Selanjutnya dalam rangka capaian kinerja dan
akuntabilitas kerja telah dilaksanakan kegiatan
antara lain berupa monitoring pelaksanaan

vaksinasi PMK, bekerjasama dengan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) perwakilan di propinsi dan Inspektorat
Propinsi untuk meminimalisir risiko pembayaran

uang bantuan untuk temak yang mati dan yang
telah dilakukan pemotongan karena PMK
dilakukan vcrifi kasi terhadap dokurnen-dokumcn
persyaratan sebelum dilakukan pembayaran-

Kesimpulan dan Saran
Komitmen APIP dalam penegakan

akuntabilitas kerja dan menghindari segala bentuk
penyelewengan diimplementasikan ke dalam
upaya pengawalan dan pendampingan terkait
proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

dalam penanganan darurat PMK.
Hasil identifikasi area-area berisiko tinggi

yang nrembutuhkan pengawasan intensif,
menunjukkan bahwa area-area tersebut berkaitan
dengan pendanaan untuk penanganan wabah,
dan pengadaan barang dan jasa. APIP dituntut
berperan besar dalam menghadapi kondisi darurat
tersebut melalui langkah-langkah pencegahan

atas penyimpangan dan peningkatan akuntabilitas
kinerja selumh belanja, terutama pengadaan

barang dan jasa. Hal tersebut dilakukan untuk
memastikan tata cara revisi anggaran telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan,
memastikan usulan kegiatan hasil penambahan
anggaran mendukung percepatan penanganan
PMK, serta memastikan kegiatan pengadaan

barang/jasa adalalr dalam rangka percepatan
penanganan PMK.

Selanlutnya, dalam rangka mencegah

adanya penyimpangan dan untuk meningkatkan
akuntabilitas pengendalian PMK, maka APIP
perlu mengambil langkah-Jangkah strategis

24 lvledia Auditor - Edisi 60 September 2022

untuk mempercepat pengendalian PMK
antara lain melalui pengawalan dan
pendampingan pengadaan barang/jasa
mulai dari penyusunan perencanaan

kebutuhan pengadaan barang/jasa
berdasarkan analisis kebutuhan.
menyusun rencana penggunaan
pengadaan barang/jasa yang akan

digunakan dengan memperhatikan
jumlah ketersediaan SDM dan kondisi
wilayah yang akan menjadi target
distribusi, bersama dengan satker
melak ukrn rnitigasi risiko kegiatan
pengendalian PMK dan sebagai langkah
akhir melakukan evaluasi terhadap
kinerja pengendalian PMK.

Daftar pustaka
l. Undang-Undang Nomor 24 lahun

2007 tentang Penanggulangan
Bencana

2. Surat Keputusan Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 47 Tahun 2022 tentang
Penetapan Stalus Keadaun Tbrlenlu
Darurat Penyakit Mulut dan Kuku.

3. Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2018
tentang Pengddaan Bctrang dan
Jasa Dalam Penanganan Keadaan
Darurat.

4. Grand Desqin Pengembangan Sapi/
kerbau Tahun 20 I 6-2045.

5. Surat Edaran Kepala LKPP Nomctr 8
tahun 2022 lentang Penjelasan Atas
Pelaksctnoan Pengadaan barang/
jasa Dalam Rangka Penanganan
Daruta Penyakit Mulul dan Kuku
Pada He*-an Ternak.



Pendahuluan
Kementerian Pcrtanian (Kementan)

sudah beberapa kali mencanangkan
swasembada daging sapi, dimulai
dengan Kegiatan Percepatan Program
Swasembada Daging Sapi/Kerbau Tahun
2005 2009, yang kemudian dilanjutkan
dengan Progranr Srvascmbada Daging
Sapi (PSDS) Tahun 2010 2014 yang

ditetapkan dengan Pernrentan No l9/
Pennentan/OT.140l2l20l} tentang
Pedoman Unrunr Program Swasembada
Daging Sapi Tahun 2014, dimana target
yang ditetapkan salah satunya adalah
tercapainya penurunan impor sapi dan

daging sehingga hanya mencapai l0%o

dari kebutuhan konsumsi masyarakat.

IVedia Auditor - Edisi 60 September 2022 25

I.
-. -r. 

-

I l,-:_-
a

,

l.
Y2t_ l\--=-

T

I

i-,--r-
)sp- ! It

t

I
Yfj

hfl

77

\
[rr!'!r/ I

I
\

t

t
l\

il(u1trA tltTls AItGGARIlt
tt,-/

I

PtlIG tllltAltAl{ milrf,IflTIrItTIl mmm
mil[m m

I
I

I

Oleh: Dian Yuniarti
Auditor Ahli Madya Inspektorat Investigasi

Berbagai jenis dan nama
pmgram/kegiatan telah

direncanakon dan dila ksanakan,
namun capaian swasembada

daging hingga kini belum
tampak hasilnya. Pasti ada yang
kelint, sehingga perlu evaluo.si

fundamental dari hulu hingga
hilir untuk mencari solusi terboik

untuk melakukan pembenahan
dari berbagai aspek untuk

m ewuj ud ka n s was em bada dagi ng
yang telah ditetapkan



MENU UTAMA

Ternyata program tersebut tidak mencapai target,
karena laju produksi temak sapi dan kerbau
belum dapat mengimbangi laju pertambahan
konsumsi daging per kapita. Konsunsi daging
temak ruminansia secara nasional periode
2009-2014 mengalami peningkatan I lt,2% dari
4,4 gram/kapita/hari menjadi 5,2 gram/kapita/
hari, namum peningkatan ini belum diirnbangi
oleh pcningkatan produksi daging sapi yang
memadai, sehingga 34,76% kebutuhan daging
nasional rnasih rncngandalkan impor sapi
bakalan dan daging beku.

Selanlutrrya melalui program pen ingkatan
kelahiran rnelalui Gertak Birahi dan Inserninasi
Buatan (CBIB) tahun 2015 2016, ternyata
belunr dapat nremenuhi kebutuhan daging sapi/
kerbau dalarn negeri. Dalam upaya mendorong
peningkatan populasi dan produksi daging sapi/
kerbaLr Diden PKH melaksanakan Program/
kegiatan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib
Bunting (UPSUS SIWAB) pada tahun 2017
2019, dan tahun 2020 disempurnakan rrenjadi
kegiatan SIKOMANDAN (Sapi Kerbtru
Konroditas Andalan Negeri). Melalui kegiatan-
kegiatan lersebut tingkat keberhasilan lB
nrcnunjukan kenaikan, kelahiran pada periode
2017 -2020 rrenunjukan hasil yang sangat
signifikan yaitu scbanyak 1.160.191 ckor, atau

mencapai 118,88%, dari akseptor bunting.
Pada tahun 2020. sebagai upaya akselerasi

peningkatan populasi sapi dan produksi daging
Diden PKH nrengembangkan sapi berbasis
korporasi petani melalui Progranr dan Kegiatan
Pengembangan 1.000 Desa Sapi dan Kegiatan
Pengembangan Desa Korporasi Sapi pada

Tahun Anggaran 2021 . Kegiatan tersebut selaras

dengan Peraturan Presiden Nomor lll Tahun
2020 tentang Rencana Pernbangunan Jangka

Mencngah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-
202,1. menyatakan bahwa Proyek Strategis
Kenrentan adalah Penguatan Jaminan Usaha
sefta Korporasi Petani sehingga meningkatkan
pendapatan petani rata-rata 5'% per tahun dan
produktivitas kornoditas 5'% per tahun.
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Penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku
(PMK) di Indonesia dan Dampak Ekonomi

Dengan masuknya kembali Penyakit
Mulut dan Kuku (PMK) Bulan April 2022
di Wilayah Republik Indonesia menjadikan
program Swasernbada Daging Sapi/Kerbau
mengalami hambatan/kendala. PMK adalah
penyakit inleksi virus yang bersifat akut dan

sangat menular pada hewan berkuku genap/
belah yang disebabkan oleh virus. Virus PMK
sangat inf'eksius dan cepat tumbuh pada sel
hewan rentan PMK, dapat mudah menyebar
rnelalui kontak langsung dan ucrosol. lalu
lintas hewan. produk hewan, benda dan orang
yang tcrkontanrinasi r irus PMK.

lndonesia pernah mengalan:i wabah PMK
di beberapa dacrah, dengan berbagai upaya
pengendalian dan penanggulangan PMK,
akhirnya Indonesia berhasil mendeklarasikan
status bebas PMK pada tahun 191i6 rnelalui
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 260/Kpts/
TN.5l0/5/1986 dan kemudian nrendapatkan
pengakuan dunia terhadap status bebas PMK
tanpa vaksinasi sebagaimana tercantum dalan'l

Resolusi Organisasi Kesehalan Hewan Dunia
(Ollr) Nonror Xl Tahun 1990.

Bulan April 2022 PMK kerrbali rnenyerang
Wilayah Republik Indonesia, diawali dengan

laporan dari Kabupaten Cresik, Lamongan,
Sidoarjo dan Mo.jokerto dengan total kasus

tcmak teiangkit sebanyak 1.247 ekor. dan
telah diambil sampel serta diLrji oleh Pusvetrna
pada tanggal 5 Mei 2022 dengan hasil senrua
tcrkonfimrasi positil'PMK. Bulan Mei 2022
Provinsi Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh
Tanriang, Aceh Besar, Acch Utara dan Langsa
juga rnelaporkan adanya kasus PMK sebanyak
2.226 kasus dan hasil pengujian oleh BVct
Medan dinyatakan tcrkonlirnrasi positif PMK.
Dalam rangka nrenindaklanjuti kejadian wabah
PMK terseb . Kerrentan telah menerbitkan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/
KPTS/PK.300/M/05/2022 tentang Pcnetapan

Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku
(Frxtl ontl Motrlh Discusa) pada Beberapa



Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/
KPTS/PK.300/M10512022 tentang Penetapan
Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku
(Foctt an<l Mouth Disease) di Kabupaten Aceh
Tantiang Provinsi Aceh sebagai acuan dalam
pengendalian PMK.

Penyebaran PMK sampai dengan bulan
luni 2022 penyebarannya telah terjadi di 19

Provinsi 213 kabupaten dan pada bulan Juli
2022 meningkat menjadi 23 Provinsi 238
kabupaten, selanjutnya dengan penaganan yang
intensif baik melalui pengobatan, pemotongan
ternak sakit, vaksinasi dan pembatasan lalu
Iintas temak jurnlah kasus di Bulan Agustus
2022 rnenurun yaitu, jumlah provinsi tertular
menjadi 16 provinsi atau turun 30,4% di 190

kabupaten atau turun 20,I 9%o.

Dampak PM K
Pengaruh ekonomi terkait wabah PMK di

Indonesia sangat besar dan merugikan peternak,
industri dan masyarakat secara keseluruhan.
Kerugian ekonomi berdasarkan pernyataan
Dirjen PKH pada saat prass reclese bulan Juni
2022 kerugianekonomisecara nas ional per tahun
kurang lebih 9,9 T. Dampak ekonomi sangat
dirasakan peternak di lndonesia. mengingal
masuknya PMK ke Indonesia menjelang Hari
Raya ldul Adha yang seharusnya merupakan
panen raya bagi petemak, sebagai contoh
Kabupaten Lampung Timur setiap Hari Raya

Idul Adha mengeluarkan sapi sebanyak 10.000

ekor namun dengan kejadian PMK, Idul Adha
Tahun 2022 tidak ada pengeluaran temak sapi/
kerbau dan domba/kambing.

Kerugian ekonomi ini terjadi secara

langsung pada sistem produksi peternakan

seperti terjadinya penurunan produksi susu,
inlbrtilitas, aborsi, kematian penurunan
produktifitas kerja dan penurunan berat badan,

maupun kerugian akibat program pengendalian
dan penanggulangan khususnya tindakan
pemberantasan dan hilangnya kesempatan

ekspor dan pengaruh bagi industri pariwisata.

MENU UTAMA

Strategi Peng€ndalian PMK
Sesuai Undang-Undang Nomor lll tahun

2009 .juncto Undang-Undang Nomor 4l
Tahun 2014 tentang Petemakan dan Kesehatan

Hewan dan perubahannya, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahr.rn 20 | 4 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan, maka pelaksanaan kesiagaan darurat
veteriner serta penerapan kewaspadaan dini,
khususnya terhadap PMK, menjadi sangat
penting dan menjadi keharusan. Sebagai
langkah pengendalian PMK Menteri Pertanian
menetapkan dan menerbitkan SK No 0l/
5E.300/Ml5/2022 tanggal l0 Mei 2022 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Mulut dan Kuku (PMK) Pada Ternak, yang
bertujuan sebagai panduan dalam rangka
optimalisasi pengendalian dan penanggulangan
PMK di Indonesia.

Strategi pengendalian yang dilakukan
Kementan adalah menghentikan penyebaran
infeksi virus melalui tindakan karantina
dan pengawasan/penrbatasan lalu lintas;
menghilangkan sumber inf'eksi dengan
pemusnahan hewan tertular dan hewan yang
terpapar (stomping out). menghilangkan
virus PMK dengan dekontaminasi kandang,
peralatan, kendaraan dan bahan-bahan lainnya
yang kemungkinan menularkan penyakit dan
pembentukan kekebalan pada hewan peka

dengan vaksinasi. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor l8 Tahun 2009.juncto Undang-Undang
Nomor 4l Tahun 20 14 tidak memberikan
kompensasi atas tindakan depopulasi (termasuk

tindakan pemusn ahanl.\tamping oul) terhadap
hewan yang positif terjangkit penyakit hewan
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dan kompensasi hanya diberikan kepada orang
yang memiliki hewan sehat yang didepopulasi,
maka pemberian kompensasi pada ternak yang
di stanping orl/ berupa Bantuan Pemerintah
(Banpem).

Adapun besaran anggaran yang digunakan
untuk pengendalian PMK secara nasional
Tahun 2022 senilai Rp3.459.141.135.000.00
dengan rincian sebagai berikut:

Kegialan \il,rilRp)

Bantui]n urluk pcternak terdampak PMK 111.i00.000.000.00

Obat. ritanin dan sarana penduliunEya 1U7.?81.:7:.000.00

Vaks dan Sarana Pendukunonra 1..'r67. 145.5t0.000.00

.1 Koordnasr dan pelaporan PMK n.06i 000 000.00

) ldenlillkasi penyakit hewan r1t.?51. l]Ii.000.00

Pcnandaan dan Pcndataan tcmak 215.516.585 000.00

Ilrarr 0pcmsiurll lenr:ohrlrn lt lit l.lr)0.000.00

s Ilnrr 0prrusonrl rrksinrsi i2 L040.950.000.00

Braya 0perasional penandaan temak 196 5I6.l ).t(X).00

,tt \L \ 3.159.t1t. l-',rS.000.00

Sunrber data: Diden PKH. 2022

Anggaran tersebut dikelola oleh Pusat
(DitAnggaran tersebut dikelola oleh Pusat
( Diden PKH) sebesar Rp2.09l .085.605.000.00
dan Tugas Penrbantuan (TP) Provinsi sebesar

Rp 1.368.0s5.530.000.00.
PMK merupakan penyakit yang

penyebarannya sangat cepat dan menimbulkan
kerugian ekonorri cukup besar di tingkat
peternak serta dalam pengendaliannya juga
membutuhkan dana yang cukup besar dan
memerlukan keterlibatan dari berbagai
pihak. Mengingat dana yang digunakan
untuk pengendalian PMK cukup besar,

maka akuntabilitas penggunaan dana dan
pengendalian PMK perlu dijaga.

Penegakan Akuntabilitas
Penanggulangan PMK membutuhkan waktu

yang cepat. mengingat penyebarar'r PMK sangat

cepat dan memberikan dampak ekonomi yang
cukup signifikan. Namun demikian, dalam
penggunaan anggaran yang cukup besar

tersebut perlu kehati-hatian dengan tetap hams
rnenrperhatikan tenib adm in istrasi. transparansi
dan akuntabilitas walaupun harus dilakukan
secara cepat dan tepat. Tertib yaitu dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
didokumentasikan dengan rapi. Transparansi
adalah dapat memberikan sebagian besar
informasi kepada publik dan tidak ada kesarr

ada yang disembunyikan serta akuntabilitas
berarti semua kegiatan pengendalian PMK
dapat dipertanggungjawabkan keberhasilan
ataupun kcgagalannya baik fisik rnaLrpun

keuangan sesuai dengan tu.juan dan target yang
telah ditetapkan sebelunrnya.

Dalam penegakan akuntabilitas Diden PKH
dan dinas provinsi yang membidangi fungsi
peternakan melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan dan penggunaan dana pada

seluruh tahapan kegiatan pengendalian PMK.
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
mempunyai kewajiban untuk rnelakukan audit
terhadap semua laporan pertanggungjawaban
penanggulangan PMK, baik keuangan maupun
kinerjanya, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan guna nrernberikan j am inan
( us.s urunt'e ) bahwa kegiatan pengendalian PMK
dapat dipertanggungjawabkan akuntabi litasnya.
Sehubungan dengan hal tersebut Inspektur
Jenderal Kementan telah membentuk
Satuan Tugas Pengawasan Pencegahan dan
Penanganan Penyebaran Penyakit Mulut dan
Kuku (P5MK) yang ditetapkan dengan SK
Itjen No.l457lKpts/KP3701G10512022 dan

diperkuat dengan Surat Perintah Menteri
Pertanian No I l0/KP.300/M 1612022 tentang
pelintah untuk melakukan pengawasan dan

monitoring evaluasi PMK secara nasional.
Salah satu cara pcnegakan akuntabilitas

adalah dengan melakukan penilaian risiko
untuk menaksir atau rnemprediksi risiko
yang berpotensi nrenimbulkan ancaman.
Berdasarkan hasil idcntifikasi risiko tcrscbut
ditetapkan cara-cara penanganan risikonya,
sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai
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dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari
identifikasi risiko dan penangannya tersebut
digunakan dasar menetapkan langkah-langkah
penegakan akuntabilitas.

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja harus

dapat diukur indikator keberhasilannya, atau
paling tidak dapat memenuhi indikator minimal
seperti: menunjukkan adanya kesesuaian antara
pelaksanaan kegiatan dengan standar prosedur
pelaksanaan, sehingga harus ditetapkan tujuan
dan sasaran yangjelas sebagai dasar pencapaian

target; adanya sanksi yang ditetapkan oleh
organisasi atas kesalahan/kelalaian dalam
pelaksanaan kegiatan: dan adanya output
dan out(omes yang terukuq sehingga harus

ditetapkan pola pengukuran tujuan; serta harus

dilakukan pelaporan dengan tertib berdasarkan
data yang dapat dipertanggunglawabkan.

Secara prinsip penegakan akuntabilitas
pengendalian PMK meliputi 3 hal yaitu;
l. Akuntabilitas keuangan, rrerupakan

penanggung jar.r aban mengenai integritas
keuangan dan ketaatan lerhadap peraturan
perundan gan. Pertanggun gj awaban
keuangan harus mengacu pada peraturan
Menteri KeLrangan yaitu. setiap
pengeluaran dana harus dilengkapi dengan

bukti pertanggungjawaban dan harus ada

keseimbangan antara capaian keuangan
dan capaian fisik. Schubungan dcngan hal
tersebut, pada saat pertanggungjawaban
Biaya Operasional (BOP) untuk vaksinasi
harus dipastikan seluruh kegiatan vaksinasi
tercatat pel vaksinator dan terdokumcntasi
dengan baik. memastikan kesesLraian

antara data realisasi vaksinasi dalam
iSIKHNAS dengan catatan per vaksinator.
Pada saat pembayaran penerimaan Banpem
bagi peternak yang ternaknya terdampak
PMK harus dipastikan kclengkapan
persyaratannya terutama untuk ternak
yang lnati sebelum keluarnya peraturan

tentang Banpem bagi ternak terdampak
PMK, Dalam hal pengadaan sarana

MENU UTAMA

prasarana penunjang pengendalian PMK
harus dipastikan telah dilengkapi dengan
persyaratan administrasi yang memadai (

data kebutuhan barang yang akan diadakan,
survey harga dan HPS) dan pembayarannya

harus dipastikan sesuai dengan capaian '
fisik yang telah diterima serta menjadikan
berita acara penerimaan barang sebagai

dasar pembayaran oleh PPK.

2. Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada

dasamya memberi perhatian kepada

hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan. Efektivitas yang harus

dicapai bukan hanya berupa ouq)ut akan
tetapi yang lebih penting adalah efektivitas
dari sudut pandang outtome. Sehubungan
dengan hal tersebut harus dipastikan
volume vaksin PMK yang dikirim dan
jumlah vaksinator telah sesuai dengan
jumlah ternak, sehingga vaksin yang
diadakan dapat dimanfaatkan secara ef'ektif
dan dapat meningkatkan kekebalan ternak
rentan PMK sefta memberikan dampak
perbaikan dalam kasus PMK. Demikian
juga dengan pemberian Banpem, harus

dipastikan bahwa penerima Banpem
adalah peternak rakyat dan dipastikan
untuk dilakukan monitoring dan evaluasi
secara berkala guna menilai seberapa jauh

dampak/manlaat bagi peternak rakyat
untuk dapat berusaha kembali dalam
bidang petemakan skala kecil.

3. Akuntabilitas prosedural merupakan
pertanggung-jawaban mengenai apakah

suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan

suatu kebijakan telah mempertinrbangkan
masalah moralitas. etika, kepastian hukum,
dan ketaatan untuk rnendukung pencapaian

tujuan akhir yang telah dietapkan.
Dalam upaya penegakan akuntabilitas

procedural. untuk pelaksanaan pengadaan

sarana pendukung pengendalian PMK.
vaksinasi dan pemberian Banpem bagi
peternak yang ternaknya terdarnpak PMK

tMedia Auditor - Edisi 60 September 2022 29



MENU UTAMA

harus dibuatkan Standar Operask;nul Prosedur lainnya. Mitigasi risiko merupakan

(SOP)/ Petunjuk Teknis yang tidak bertentangan tindakan terencana dan berkelanjutan yang

dengan peraturan perundang-undangan serta dilakukanpenanggungjawabkegiatanagar
mendukung tujuan kegiatan. bisa mengurani dampak dari suatu kejadian

Memastikan bahwa telah disusun SOP yang berpotensi atau telah merugikan
drstribusi barang yang menjadikan data atau membahayakan penanggungjawab

identilikasi kebutuhan dan sumberdaya sebagai kegaitan.

dasar untuk melakukan distribusi barang, 2. Reviu dilakukan pada saat perencanaan

SOP/mekanisme pengembalian barang, serta anggaran untuk memberikan keyakinan

PPK waiib mendokumentasian seluruh proses terbatas mengenai akurasi, keandalan,

pengadaan secara lengkap dan tertib. keabsahan, bahwa informasi dalam
RKA-KL sesuai dengan pagu anggaran

Kesimpulan dan Saran dan standar biaya serta kaidah-kaidah
Berdasarkan data dan infbrmasi tersebut penganggaran lainnya dan dilengkapi

di atas disimpulkan bahwa secara prinsip dengan dokumen pendukung.

penegakan akuntabilitas anggaran pengendalian 3. Kegiatan audit dimaksudkan untuk menilai
PMK meliputi 3 hal yaitu: kinerja program atau kegiatan telah sesuai

l. Akuntabilitas keuangan, merupakan aspek ckonornis, efisiensi dan efektivitas
pertanggung jawaban mengenai integritas dan apakah telah memberikan nilai tambah

keuangan dan ketaatan terhadap peraturan serta memberikan perbaikan berkelanjutan.

perundangan;
2. Akuntabilitas manfaat (ef'ektivitas) pada Daftar Pustaka

dasarnya memberi perhatian kepada l. Pedoman Kesiagaon Dcu'ural Veteriner

hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah lndonesia (KIATVETINDO), Seri Penv'ukit

dilaksanakan: dan Mulul dan Kuku, Eclisi 3.1 Tahun 2022:

3. Akuntabilitas prc.sedural merupakan 2. Dato PMK padct Sislem ln/brmasi
pertanggung-jawaban rrengenai apakah Kesahalan Hewan Nosionul (iSIKHNAS)..

suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan 3. Pres Release Ditjen PKH terkuit Pen.r,ukit

suatu kebrjakan telah mempertimbangkan Mtrlut dan Kuku, Fehnuri 2022;
nrasalah moralitas, etika, kepastian hukum, 1. Bohan Paparan So.rialrsasi Penangunun

dan ketaatan unluk mendukung pencapaian PMK oleh Ditien PKH, Aguslus 2022:
tujuan akhir yang telah dietapkan. 5. Modul tenlung Akuntabilitus Kincricr

pada Pelatihan Kepemimpinctn Tingkat

Saran lll, Lembuga Administrasi Negara, Edisi
Dalam rangka meningkatkan transparansi Tahun 2019:

dan akuntabilitas kegiatan penanganan PMK, 6. https://www.perlanian.go.id/homc/?shot':
lnspektorat Jenderal perlu meningkatkan news&acl:view&id:2 l5 2# Swctsembada

kinerja penanganan PMK di Indonesia, melalui Daging Sapi Melalui Optinalisusi
beberapa upaya sebagai berikut: Pendistribusian Sapi Nasional
l. lnspektorat Jenderal selaku Aparat 7. Ening Ariningsih, Kineria Kebiiakan

Pengawas lntern Pemerintah (APIP) Swasembada Duging Sapi Nasionol, Pusctl

mempunyai peran strategis dalam ktsial Ekonomi dan Kebtlakan Perlctniqn,

memastikan penggunaan anggaran 2014

penanganan PMK secara akuntabel.
melalui kegiatan mitigasi risiko, reviu, Penulis adalah Auditor Madya pada

audit, pemantauan, dan pengawasan Inspektoratlnvestigasi
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Dalam pertemuan Agri<ulture Min isters

Meeting (AMM\ G20 yang diselenggaran
di Bali, akhir september 2022. Food und
AgricuIItrre Orguni ion (FAO) berkornitmen
untuk mendampingi lndonesia dalam
pengembangan program lumbung pangan

nasional atal fbod eslole.

Pengembangan progran Footl Eslote yang
merupakan program strategis nasional 2020-
2024 yang telah dikembangkan di beberapa

daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan
Tengah, Sumatera Selatan dan Nusa Tenggara
Timur. Kemudian kegiatan Food Estate

bongqn Fo@d tsfiofie

MENU UTAMA

Oleh : Andri Cahyadi
Auditor Ahli Muda Inspektorat I

berbasiskan komoditas hortikultura yang

dikembangkan di sejumlah sentral produksi
hortikultura seperti Tawon (Tenranggung-

Wonosobo), Kabupaten Garut Jawa Barat,
Kabupaten Bantul DI Yogyakarta dan
Kabupaten Gresik Jawa Timur.
Sesuai rancangannya, Ftnd Eslole merupakan

pengembangan sistem produksi pangan secara

terintegrasi dan berkelanjutan, dikembangkan
dengan konsep kawasan, atau "kawasan

sentra produksi pangan" sehingga kegiatan
ekonominya, sektor, dan produk unggulannya
mempunyai potensi mendorong perturrbuhan

tt

l

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian akan hasil.t,ctng okan diutpui.
Munujemen risiko.vang dikelolo dengtut boik dapat digunakur untuk mengukur

perkembongan kemaj on serto pencapaian luiuan dan sasqren pengembangon./bod
eslule berbosis korytorusi pctuni buik berupa oulpul dan outLotne, dan manjudi

faminan prutgram het'jalan dengon baik. Dalqm menangani risiko lerdapat empot
langkuh vong da1rut dilakukan vaitu Mitigalc, plan, monik;r dan Comntunicutc

Uo
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ekonomi wilayah sekitamya.
Sebagai konsep, Food Eslate merupakan

pengembangan sentra produksi pangan

terpadu meliputi subsektor tanaman pangan,

hortikultura, perkebunan dan peternakan
pada kawasan tertentu yang dibangun dengan
memanfaatkan sumber daya secara optirnal dan
lestari, dikelola secara prosedural oleh SDM
yang handal dan menggunakan teknologi tepat
guna berwawasan lingkungan, dan didukung
oleh kelembagaan yang kokoh.

Ciri Food Estate adalah sistem produksi
pangan yang dikembangkan dengan maju,
mandiri, dan modem guna meningkatkan sistem
ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan
petani. Maju berarti sistem produksi pangan

yang bersifbt dinamik progresif dan tumbuh
berkembang semakin baik mewujudkan
kese.jahteraan petani dan masyarakat
sekitarnya. Sikap Mandiri berkaitan dengan

kedaulatan petani (fhrmers' sowt?ignily)
dan kernandirian pangan dan pertanian (/br
and agricullure sovereignirv) yang perlu
diwujudkan dalam pengembangan Food Estate
sesuai dengan amanat UU No. l8 Tahun 2012
tentang Pangan. Dalarr hal ini, kemandirian
bernilai intrinsik sehingga termasuk bagian dari
tujuan pernbangunan pertanian. Modem berarti
adanya inorasi terbaru sesrrai tuntutan jaman

dan mampu bersaing secara terbuka, kegiatan
pertanian yang melibatkan inovasi teknologi
dan kelembagaan yang mampu meningkatkan
kapasitas, produktivitas, dan efisiensi produksi
usaha pertanian.

Apakah Food EstLtte yang dikembangkan
Kementerian Pertanian ini akan berhasil sesuai

rencana yang dikembangkan? atau memiliki
risiko output tidak sesuai target'?. Itulah
pertanyaan yang menjadi keresahan sejumlah
kalangan, termasuk petani yang merupakan
salah satu sasaran progam ini.
Untuk menanggulangi risiko yang mungkin

terjadi diperlukan sebuah proses yang

dinamakan sebagai manajemen risiko.
Manajemen risiko merupakan kegiatan

manajemen yang dilakukan pada tingkatan
pimpinan pelaksana, yaitu kegiatan penemuan

dan analisis sistematis kerugian yang mungkin
muncul akibat suatu risiko, serta metode yang
paling tepat untuk menanganinya.
Manajemen Risiko Kegiatan

Program pengawasan Inspektorat Jenderal
diarahkan untuk memberikan nilai tambah
bagi organisasi melalui pemberian proses

penjaminan ( ass u ra n c e prutces.r) dan konsultasi
(consullation process) atas tata kelola
organisasi, manajemen risiko dan pengendalian
dalam rangka pencapaian program. Pengawasan

tersebut dilaksanakan melalui kegiatan audit,
reviu, evaluasi, monitoring dan pengawasan
lainnya terhadap proses bisnis yang dilakukan
manajemen atau eselon I lingkup Kementerian
Pertanian dengan fokus terhadap program
strategis nasional.
Kegiatan yang bersifat essurance dimaksudkan
memberikan jaminan kepada manajemen
bahwa pelaksanaan pengendalian (control)
dan manajemen risiko program dan kegiatan
yang dikelola telah berkualitas. Selain itu,
Lts\urunce juga memberikan jaminan atas

laporan kegiatan yang disusun telah sesuai

standar. Dengan kata lain kegiatan yang bersifht
dssurance diharapkan dapat menjamin proses

bisnis kegiatan yang telah dilaksanakan dan

dilaporkan akuntabel.
Kegiatan penjaminan berstlal consultinyl

ditampung dalam pengawasan lainnya
diantaranya melalui kegiatan pengawalan
yang bertujuan memberikan udvice terhadap
penyempumaan pengelolaan proses bisnis oleh
manajemen khususnya terhadap pengendalian
(control) dan proses governance. Pengawalan
dilakukan terhadap proses bisnis tahun berjalan
untuk mendorong manajemen mengelola
program dan kegiatan lebih akuntabel dan
good governunce, membantu mitra dalam
mcngidentifi kasi dan menganalisis risiko proscs

bisnis mitra kerja dan menetapkan penanganan

risiko yang tepat agar risiko yang dimitigasi
tidak terjadi.
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Risiko berhubungan dengan ketidakpastian
akan hasil yang akan dicapai. Pada

pengembangan Food Estqte seharusnya

kegagalan tidak terjadi karena telah dilakukan
mitigasi dan penanganan seacara dini. Biasnya
hasil dari tujuan dikarenakan kurangnya
intbrmasi mengenai yang akan terjadi.
Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat
menguntungkan atau merugikan. Wideman dan

Mamduh (2009) mengungkapan bahwa risiko
merupakan ketidakpastian yang menimbulkan
kemungkinarr menguntungkan yang dikenal
dengan istilah opportunitv, sedangkan
ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang
merugikan dikenal dengan istilah risiko /nsk).

Emmaett J Vaughan dan Cunis Elliot ( 1978)
menyebutkan, risiko diartikan sebagai kans

kerugian (the t'hante of los-r/, kernungkinan
kerugian (the possibiIit1, o/ loss), ketidakpastian
(uncertainty), penyirnpangan kenyataan dari
hasil yang diharapkan (the clispersion of'octual

./i'om expeded rzsall), probabilitas bahwa
suatu hasil berbeda dari yang diharapkan (the

pt'ohability o/ dny oulu)me diflbrent Jiom the
expecled).

Manajemen Risiko merupakan pengelolaan

untuk menekan munculnya dampak buruk yang
dapat menimbulkan kerugian organisasi. Secara
umum lcrdapat bcbcrapa dcfinisi mrnajemen
risiko organisasi pada umumnya, antara lain:
l. Manajemen risiko adalah seperangkat

kebijakan, prosedur yang lengkap, yang

dipunyai organisasi, untuk mengelola,
memonitor, dan mengendalikan eksposur
organisasi terhadap risiko (SBC l4/arbury).

2. Enterprise Risk Monagemenl adalah

kerangka yang komprehensif, terintegrasi,
untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar,

modal ekonomis, transfer risiko, untuk
memaksimumkan nilai perusahaan (Lam,
James)

3. Enterprise Risk Mendgement (ERM)
adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh
manajemen, board of directors dan personel
lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam

MENU UTAMA

Penangan Risiko Kegiatan Fooel E:;tute

Dalam Pedoman Umurn Pengembangan Food
Estatc dijelakkarr bahwa Food Estate yang
dikembangkan pada suatu kawasan peftanian
terdapat berbagai kegiatan ekonomi yang
berintemksi satu sama lain membentuk suatu
klaster. Konsep pengernbangan klaster .Food
er1.rlc didasarkan pada teori Porter's Diamond
yang karakteristik umumnya terdiri atas: (l)
Competitivencs.s. tercermin dalam konteks
dinarnis dan global, misalnya berlrubungan erat
dengan inovasi dan adopsi praktik terbaik; (2)
Economic speciuIi:aIion, dalam batas tertentu
dari aktivitas-aktivitas yang berhubungan; dan
(3\ Spattul idcntity, yang relevan dengan agen
dan organisasi di dalam maupun luar klaster.

Simpul budidaya (on ./brm) ditempatkan
sebagai inti dari pengerrbangan Food Estate
yang memiliki keterkaitan ke belakang dengan
kondisi fhktor basis usaha budi daya, dan
berkaitan ke depan dengan simpul pascapanen,
pengolahan, dan pemasaran hasil budi daya
(industri terkait), dan selanjutnya berujung pada

simpul konsumen akhir (kondisi permintaan).
Simpul usaha budi daya, pascapanen,
pengolahan, dan pemasaran didukung oleh
simpul usaha jasa (industri pendukung) sefta
simpul lembaga pelayanan (pemerintah).
Seluruh simpul tersebut saling berhubungan
fungsional dan berdekatan dalam satu lokasi
Rx,d Est,.ttt'. Dalam hal ini. koryorasi petani
menjadi motor penggerak utama untuk
mengoptimalkan berbagai aktivitas dari hulu
sampai hilir yang dikembangkan menjadi satu
kesatuan (terintegrasi) pada satu lokasi .Foorl
Eslate.
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.se//ir.g strategi, dan mencakup organisasi
secara keseluruhan, didesain untuk
mengidcntifikasi kejadian potensial yang
menrpengaruhi suatu organisasi, mengelola
risiko dalam toleransi suatu organisasi.
untuk memberikan jaminan yang cukup
pantas berkaitan dengan pencapaian lujuan
organisasi. (COSO).
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Dalam menangani risiko pengembangan

Food Estute setidaknya terdapat empat langkah
yang dapat dilakukan untuk mengontrol risiko,
yaitu.
l. Mitigate, yaitu mengidentifikasi tindakan

yang butuhkan dengan tujuan untuk
mengurangi (atau menghilangkan ) dampak
dari resiko. Mitigasi risiko tersebut
antara lain memastikan bahwa langkah
pengembangan telah sesuai dengan
pedonran urrrum kegiatan, misalnya apakah
pengenrbangan kawasan pada masing-
masing daerah telah berbasis korporasil
apakah tclah terbanguan kcmitraan anlara
kelompok tani dengan perusahaan sebagai

o/Jiukar d,an dtlakLlk an perjanj ian kerja sarna

(PKS) yang menguntungkan kedua belah
pihak; apakah rakitan teknologi yang telah

dirancang diman faatkan oleh kelompok
tani untuk meningkatkan produksi. Selain
itu masalah-masalah umum lainnya seperti
status lahan, potensi terjadinya kerusakan
lingkungan dan deforestasi.

2. Plut, yaitl mengembangkan rencana

kontingensi untuk menangani risiko yang

signifikan.
J. Moniktr, yaitu Memantau dan melacak

semua risiko yang tclah diidentifikasi dan

mengatur resiko tersebut untuk resolusi
yang berhasil.

1. Comntunit'otc yaitu mendokumentasikan
dan mengkomunikasikan penanganan

risiko kepada tin pelaksana dan pengambil

keputusan atas penanganan resiko tersebut.
Tanpa adanya infbnnasi terkait mengenai
risiko yrng akan dihadapi. organisasi
hanya bisa rrenganalisis risiko dari data

historis yang belum tentu sesuai pada

kondisi kekinian. lnf'orrnasi yang bias dapat

menjadi risiko baru yang muncul dan harus

menghabat tercapainya tujuan, misalnya
rakitan teknologi yang akan diterapkan
pada kegiatan budidaya pada lokasi Foorl
Estrrre tidak diadopsi dengan baik karena
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adanya hambatan komunikasr.
Penerapan manajemen risiko adalah tindakan

melindungi lembaga dari risiko signifikan yang

dapat menghambat pencapaian tu.juan. Selain
juga nlemberi kerangka kerja manajemen risiko
yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi
organisasi, mendorong menajemen untuk
bertindak proaktif mcngurangi risiko kerugian,
menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber
kehandalan kinerja organisasi.

Manajemen risiko yang dikelola dengan

baik dapat digunakan untuk mengukur
perkemhangan kernrjLrar: serta pencapaian
tujuan dan sasaran pengenrbangan Food Estule
berbasis korporasi petani baik berLtpa outpul
dan t)utt t)ntt'. dan menjadi jaminan prr-rgram

berjalan dengan baik.
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l)entla h u luan
Pada tahun 2022 diperkirakan pertunrbuhan

ekonomi global 4.1%o dari level 5,5%r perkiraan
sebelumnya, dan pada tahun 2023, Bank Dunia
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
global hanya 3,2%. Selain itu, Bank Dunia
juga memproyeksikan pertumbuhan ekonorri
Indonesia tahun 2022 sebesar 5,20lo. Penyebab
melambatnya pertumbuhan ekonomi global
antara lain Covid-19 yang menyebar luas awal

tahun 2020, dampak perang Rusia dan
Ukraina, tekanan inflasi dan kerentanan
sistem keuangan di negara berkembang dan
perubahan iklim global.

Serangkaian peristiwa tersebut akan
mengakibatkan terjadinya penurunan produksi
pangan karena sulitnya pasokan pupuk (bahan
baku dari impor), kenaikan harga pangan,
biaya produksi meningkat, terjadi gangguan
distribusi pangan sehingga supply pangan

menjadi menurun sedangkan perminlaan
pangan posca pandentic covid l9 (pemulihan
ekonomi) cenderung meningkat, selanjutnya
pangan menjadi langka dan mahal sefta akan
berakibat terjadi krisis pangan, dan terjadi
kurang gizi lstunting serta kelaparan bila tidak
segera diantisipasi sejak dini.
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Selain infbrmasi dari Bank Dunia atas

pefiumbulran ekonomi yang melambat tersebut,
Presiden Joko Widodo menegaskan kernbali
pentingnya menjaga pasokan pangan di Tanah

Ait karena krisis pangan yang sedang nrelanda

sejumlah negara di dunia. Hal tersebut di
sampaikan Presiden usai melakukan kegiatan
peninjauan dan penanaman kelapa genjah

bersama para petani di Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kamis I I Agustus 2022. Selain pasokan pangan,

Presiden Jokou i juga ntencgaskan penlingnya
menjaga distribusi pangan agar tidak terjadr
ketimpangan antar daerah di Indonesia yang

dapat mengakibatkan harga pangan ikut
meningkat. Presiden juga mendorong petani

untuk mulai menanam komoditas pangan yang

bisa rncnjadi substitusi hahan pangan impor.
Terhadap ancanlan krisis pangan global,

sektor perlanian dituntut untuk melakukan
antisipasi menjaga kecukupan pangan. Dengan
populasi penduduk Indonesia tahun 2022 lebih
dari 270 juta jiwa. maka perlu stratcgi yane

tepat guna menyediakan pangan yang memadai,
aman, berkualitas dan tersedia cukup cadangan

pangan nasional serta peningkatan produksi
dan produktivitas pertanian melalui progranr

strategis pertanian dalanr rangka mendukung

kedaulalan pangan. Progranr slratcgis
pembangunan pefianian merupakan progran.t

pertanian yang nrempunyai dampak yang luas

bagi pcrekonomian, salah satunya ntenekarr

laju inflasi. Indikator keberhasilan tcrcapainytr
progranr strategis pertanian tersebut antara lain

adalah ketersediaan pertanian pangan dalam
jumlah yang cukup, mutu bahan pangan yang

baik. dan nilai gizi yang tinggi serta didukung
sarana dan prasarana yang memadai.

Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas

intem pemerintah (APIP) berperan sebagai

assurdn('e clan con.sulting .Irlllilicr dituntut
untuk melakukan pengawalan program

swasernbada pangan mendukung kedaulatan
pangan dalam rangka nrenghadapi krisis pangan

global, serta nremastikan dan menjarnin bahwa

pelaksanaan contrcl, risk, process business
pada program tersebut dapat berjalan dengan

baik.

l'ernr balrasan

Globql Food Sq/bt.t Initidti,c (CFSI) mencatat
skor indeks ketahanan pangan Indonesia pada

tahun 2020 mencapai level 6l ,4. Namun, pada

tahun 2021 indeksnya turun menjadi 59.2.
lndeks tersebut menjadikan ketahanan pangan

Indonesia tahun 2021 berada di peringkat ke-69
dari I l3 negara.

Sesuai Undang Undang No.7 tahun 1996,

Ketahanan Pangan adalah kondisi di nrana

terjadinya kecukupan penyediaan pangan bagi
rumah tangga yang diukur dari ketersediaan
pangan baik jumlah maupun mutunya dan

adanya jaminan atas keamanan fr.r/a/lr,
distribusi yang merata sena terjangkau
kernampuan masyarakat untuk membeli.
Ketelsediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga
sumber yaitu: (l) produksi dalam negeri, (2)

impor pangan dan (3) pengelolaan cadangan
pangan.

Tantangan dalrm rangka n)engatasi

krisis pangan global salah satunya adalah

menyediakan pangan yang cukup dan merata
bagi 270 juta rakyat Indonesia. sedangkan

kemampuan produksi pangan antar wilayah
dan ar']tar musim bervariasi sehingga dituntut
keccrmatan dalam mengelola sistem distribusi
pangan agar pangan selalu tersedia sepanjang
waktu diseluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik lndonesia (NKRI).

Strrtegi pembangunrn seklor pcrlanian

dalam menghadapi krisis pangan global tidak
lepas dari dukungan f'ungsi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan

pengawasan yang el'ektiti Perwujudan peran

APIP sebagaimana diamanatkan dalam PP

No.60 tahun 200t3 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) menuntut peran

APIP yaitu: (l) Memberikan keyakinan
yang memadai atas ketaatan, kehematan,
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efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan lungsi instansi
pemerintah; (2) Memberikan peringatan dini
(early wornlng sltstem) dan meningkatkan
efektivitas penerapan manajemen risiko dalam
penyelenggaraan lugas dan fungsi instansi
pemerintah; (3) Memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan

fungsi instansi pemerintah.
Sesuai Permenlan Nomor 40 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan intem di lingkungan Kementerian
Pertanian dengan arah pengawasan yaitu: (l)
Melaksanakan pengawasan intern terhadap
akuntabilitas program pembangunan pertan ian

dalam rangka kedaulatan pangan; (2\
Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian
lntem lingkup Kementerian Pertanian secara

etbktif'; (3) Meningkatkan kapabi I itas pengawas

intem Inspektorat Jenderal.
Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan

lnspektorat Jenderal selaku APIB sesuai

Keputusan Menteri Pertanian No 645/Kpts/
PW.l30/M/0ll/2022, tanggal 23 Agustus
2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern
Kementerian Pertanian Tahun 2022-2022
adalah rnentbarttu dan mendorong peneapaian

program pembangunan pertanian dan pelayanan
publik Kementerian Perlanian (Kementan)
secara efektif. efisien tlan bersih dari Korupsi.
Kolusi dan Nepotisnre ( KKN ) yang dirangkunr
dalam tagline " JACA PANGAN JAGA MASn
DEPAN" yang tuangkan menjadi kebiiakan
pengawasan sebagai berikut.
l. Fokus pada Progranr Strategis. Prioritas

dan Super Prioritas
Kegiatan Jaga Pangan sebagai bentuk
strategi kinerja yang lbt'trs pada Program
Strategis. Prograrl Prioritas dan Progranr

Supcr Prioritas pcmbangunan perlanian

dalam rangka peningkatan el'ektivitas
pencapaian ketahanan pangan untuk

MENU UTAMA

mewujudkan kedaulatan pangan. Adapun
yang dimaksud dengan komoditas strategis
pertanian adalah komoditas pertanian
yang bernilai cukup tinggi dalam menjaga
stabilitas harga dan ketahanan pangan agar
tidak menimbulkan rnflasi, komoditas
tersebut diantaranya adalah komoditas
padi, jagung. kedelai, cabai, bawang, tebu
dan daging sapi/kerbau.

2. Membangun Sinergi APIP dan Aparat
Penegak Hukum (APH) untuk Mewujudkan
Ketahanan Pangan.

Sinergi APIP dan APH dalam rangka
mewujudkan sinergitas antara Inspektorat
Jenderal, dan Unit Kerja Eselon I
Kementan dengan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik lndonesia (BPK-RI),
Badan Pengawasan Pembangunan dan

Keuangan Pemerintah (BPKP) dan APH
dalam rangka mengawal program stralegis
mendukung ketahanan pangan dengan

mengedepankan fungsi pencegahan dan
eurl1, vvorrinf syslerz, sehingga berbagai
program prioritas dan program super
prioritas Kementan dapat berjalan dengan

baik dan optimal sesuai dengan rencana

yang ditetapkan.
3. Mewujudkan Kualitas Pembangunan

Pertanian Tepat Waktu, Tepat Mutu dan

Tepat Sasaran.

Sinergi dan keberlanjutan Kerjasama APIP,
BPK RI. BPKP dan APH memberikan
jaminan { .?.r.! r r / ulr ('(' ) alas pencapaian

output kegiatan lingkup Kementan secara

tepat waktu dengan kualitas yang baik
dan dirnanlhatkan oleh penerima manlhat
secara optinral (tepat sasaran).

4. Membangun Sistem Pelaporan Terintegrasi
agar Akses Infbnrasi Penrbangunan

Pertanian didapat Secara Cepat. Tepat. dan

A kurat.
Sistem pelaporan terintegrasi dari
beberapa sistem infbrmasi yang ada

seperti Onspan, LPSE, BAST Banpenr
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online, SIMLUHTAN dll yang dibangun

oleh lnspektorat Jenderal dengan tujuan
memberikan eorly u,arning.rr'.t/er? atas 3

pelaksanaan kegiatan strategis yang

dilaksanakan oleh Satker Pusat maupun

Daerah, sehingga Pemangku Kebijakan
dapat rnemperoleh akses data intbrrrasi
pembangunan pertanian secara cepat. tepat 4

dan akurat.
5. Membangun Kemitraan Strategis dengan

Pertanian.
Membangun kebersamaan gerak dan

langkah mewujudkan Kedaulatan Pangan 5

melalui pengawasan intern terhadap
pegawai kementerian Pertanian baik di
tingkat pusat maupun daerah sehingga
tugas pengawasan intern dapat dilakukan
bersama-sama dengan mitra Eselon I 6

maupun stakefutlder tidak hanya dilakukan
sendiri oleh Inspektorat Jenderal.

Simpulan <lan Sa ran
Ancaman terjadi krisis pangan globai perlu
segera diantisipasi sejak dini agar tidak teriadi
krisis pangan, selaras dengan hal tersebut, arah

Kcbijakan Inspektorat Jenderal selaku APIP
dalam rangka rnengawal program slraletis
Kementerian Pertanian mendukung kedaulatan
pangan dirangkum dalam tagline " JAGA
PANGAN JAGA MASA DEPAN".
Sehubungan dengan kondisi adanya potensi

ancaman terjadi krisis pangan global rraka
strategi Inspektorat Jenderal selaku APIP
dalarn rangka mendorong optimalisasi program

strategis Kementan mendukung kedaulatan
pangan yaitu:
l. Mengimplementasikan kebrjakan

pengawasan intem pemerintah yang

dirangkum dalam ngline Jaga Pangan Jaga

Masa Depan kepada seluruh stakeholder
Kementerian Pertanian.

2. Mengawal progrant dan kcgialan stratcgis
lingkup Kementan dengan melakukan
mitigasi risiko dan melakukan tindakan
pengendalian dalatn rangka tercapainya
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tujuan dan sasaran program dan kegiatan
strategis secara optimal.
Mengoptimalkan sumberdaya manusia
APlPdalam rangka penguatanpengawasan

melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan,
pemantauan dan pengawasan lainnya
berbasis digital.
Peningkatan kapabilitas Sumber Daya

Manusia (SDM) APIP dengan karakter
"AgiIe Internul ,4 rrdilor' (Auditor Internal
yang responsif) untuk mencapai IACM
level 4.
Pengawasan berbasis sistem infonnasi
melalui Conlinuou.t Auditing ontl
Continuous Monitoring (CACM) berbasis
risiko dalam rangka pengawalan program

dan kegiatan strategis.
Penyelenggaraan SPIP terintegrasi dalam
mewujudkan Governqnce Risk Conhol
(GRC) di lingkungan Kemenleriaan
Pertanian.

Membangun Sistem Integrasi Jaga Pangan

mendukung pcngawasan pertanian agar
diperoleh dala inlormasi bagi pimpinan
dalam penganrbilan keputusan secara

cepat, tepat dan akurat.

Dallar Pustaka
l. Undung Undang No.7 Tahun 1996 tentang

Kelahanan Pangan
2. Peraturan Pemerinlah No.60 Tahun

2008 tentang Sistem Pengendalian lntern
Pemerintdh

3. Peroluron Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Nomor: 2 Tahun 2018
lentang Grctnd Design Implemenlasi
Pengau,asan Berkelanjutan dan

Pemonlauon Berkelanj utan
4. Perahtran Menleri Pertanian Nomor 40

Tahun 2020 lentong Organisesi Dan Tala

Kerja Kemenlerian Pertanian.
5. Keputusan Menteri Perlanian No 64S/Kprs/

PW.130/M/08/202 2. ranggal 23 Agustus
2022 tentang Kebijakan Pengawasan
lntern Kementerian Pertanion Tahun 2022-
2022

1



Penyakit Mulut dan Kuku Mewabah Kembali di
Indonesia
Oleh : Aliek Pratiwi Putri Nque
Auditor Ahli Muda Inspektorat III

Berdasarkan data Badan Pusot Statistik Tahun 2021 konsumsi daging
mosyarakat Indonesia banyak yang berasal dari sapi dan kerbau
jumlahnya mencapai 696.960 ton atau rata-rata konsumsi daging sapi
per kapita di Indonesia sebesar 2,2 kg pada 2021 yang sebagian diimpor
dari lndia, sebagai negara yang belum bebas dari Penyakit Mulut dan
Kuku (PMK). Dinamika perubahan regulosi veteriner, dari counlry
ba^sed menjadi zona based diperlukon mitigosi risiko dan tata kelola
pengendalian yang kuat terhadap persyaroton pemasukon penyakil hewan
dan bahan asal hewan agar siklus sejarah PMK berulang di Indonesia.
Dalam kondisi ini peran aktif Itjenton seloku Aparat Pengawasan lntern
Kemenlerian Pertanian (ltjentan) sehagai katalisator dan dinamisator
pe ngenda I ian P MK s angat d ibutu hkan.
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Pendahuluan
Penyakit Mulul dan Kuku (PMK) merupakan

penyakit hewan yang paling ditakuti di dunia.
Penyakit ini termasuk kelompok Penyakit
Hewan Menular Strategis (PHMS). PMK
disebabkan oleh virus yang bersilat akut dan
penularannya sangat cepat pada sapi, kerbau,
babi, karnbing, domba dan hewan berkuku
genap lainnya, walaupun tingkat mortalitasnya
rendah. PMK disebut juga sebagai uir borna
,/l.sr...r.t,,karena sangrt kecilnya r irus ini rnamprr

menychar cepat dengar bantuan angin santpai

ratusan kilonreter.
Menurut sejarahnya, Penyakit Mulut dan

Kuku (PMK) pertama kali masuk Indonesia
pada tahun 1887. Virus tersebut masuk ke

lndonesia bersanra sapi-sapi yang diirnpor dari
Belanda. Sejak itu sejarah PMK mewanrai
tata kelola ternak di Indonesia. Penyakit ini
menginf'eksi karrbing di Medan, lalu sapi

di Malang, kemudian menyebar ke bcrbagai
wilayah di lndonesia. Hingga hampir seabatl
kemudian, PMK kerap muncul dan hilang di
Indones ia.

Pada dekade 1970-an PMK mewabah lagi.
Jannes Hunruntal Hutasoit atau yang lebih
dikenal sebagai .l.H Hutasoit, (iuru Besar
IPB yang saat itu menjabat Direktur Jenderal
Peternakan, banyak berperan dalam rnernetakan
penyebaran dan menanggulangi wabah PMK.
Sarrpeldari hewan terinf'eksi PMK diteliti untuk
nrenemukan tipe virus sebagai basis kebijakan
menentukan obat dan vaksin. Pengendalian dan
penrbatasan lalu lintas temak pada masa itu lebih
gampang karena rnemanfaatkan militer yang

dipimpin Benny Moerdani. Pada l9ti6. Menteli
Pertanian Achntad Affandi mcngcluarkan Surat

Keputusan Menteri Nomor 260/1986 yang

mer'ryatakan lndonesia bebas PMK.
Empat tahun kemudian, pada 1990.

Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan

lO/Jice lnlarnutionql des Epizootics/OlE1
mengeluarkan pemyataan resmi bahwa
Indoncsia bebas PMK yang tercantunr dalaul
resolusi OIE Nomor XI/1990. Berkaitan dengan

outbreuk PMK yang terjadi di Jawa Timur
pada awal bulan Mei 2022 ini, masih adakah

harapan Indonesia untuk bebas dari PMK dan

rnenjadi negara Zona Bebas PMK? Bagaimana
dampaknya terhadap perekonomian nasional'?

Dinamika Regulasi Veteriner
Sesungguhnya seluruh analisis sudah

rnemprediksi dampak kerugian yang akan

terjadi tersebut, jauh-j auh hari sudah diingatkan
oleh para tokoh senior petemakan dan asosiasi
petemak rakyat pada saat proses perubahan

Undang-Undang (UU) Pctemakan Kesehatan

llewan No. 6/1967 menjadi UU No. l8/2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
(PKH). Konsep dasar mengenai maksimum
sekuriti (rr.rrlrlr1, basccl) perlindungan terhadap
kemungkinan masuknya penyakit hewan ke

negeri ini, yang diubah menjadi wilayah /:ona
baserl). Silang pendapat ini berakhir di sidang
Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditetapkan
dalam surat keputusan Nomor 137/PUU-
VII/2009 bahwa pemasukan ternak dan produk
temak tetap menganut basis Negara (.oilr/,'},
hrrscrl.) bukan wilayah (-:orc).

Namun pada tahun 2014. Pemerintah dan

DPR mengubah kembali UU No. 18/2009
yang mencantunlkan lagi liasa Zorur Bused
rnenggantikan Coutr-t, Ba.sed. atas rnasuknya
produk temak. Pada kasus yang kedua,
dilakukan gugatan kernbali ke MK. Kesimpulan
gugatan melalui keputusan MK No. 129/

PUU-Xlll/2015 bahwa fiasa inrpor tenrak dan
produk temak boleh dilakukan dali Negara
yang berbasis zona.

Produk hukurn inilah yang mcnurunkan
kebilakan operasional berupa kebijakan
Peraluran Pemerintah No. 4/2016 tentang
Pemasukan Tcmak Dan atau Produk Hewan
Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari
Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal
Penrasukan, sebagaimana tercantunr pada pasal

6 ayat ( f) huruf c yang berbunyi "Pamusukqn

Pnttluk Heu,an dopctt barusul duri negcttt
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yqng helum bebas penyukit mulut don kuku
dan telah memiliki progrqm pengerulalion
re:imi perylakit mulul dan kuku .vang diokui
oleh hudqn kesehatdn Hewun tluniq." Sehingga
membolehkan masuknya daging dari India
yang merupakan Negara yang belum bebas

PMK dan tidak memiliki Zona. Sejak kebijakan
ini diundangkan importasi daging sapi asal
india ini menjadi legal, pada bulan Juni
2016. Kebrjakan inilah sebenarnya awal dari
\encana rn brcuk PMK di negeri ini. Pasalnya,
kecerobohan longgarnya kebi jakan memasukan
produk ternak dari Negara yang belum bebas

PMK dan tidak memiliki zona.

Outbreak PMK
Pada tanggal 24 Februari 2022 pemerintah

menerbitkan PP Nomor I I Tahun 2022 tentang
perubahan atas PP Nomor 4 Tahun 2016 yang
menghapus syarat pemasukarr ternak dan izin
impor ternak kedalam negeri sebagaimana
tercantum dalam pasal '7 ayat (2) yang semula
berbunyi "Budan usoha milik Negara dalonr
rangka pelaksuntun pen g.tsdn sebagaimantt
dimaksud pada oyut (I) hurus memiliki; a.

rektmendasi pentasukun .yang diterhitken
oleh Menleri ,ycsuui elengan kelentuon
peroluran pentndang-undungun; dun b. izin
impor yong diterbitkan oleh menteri vang
menyelenggurakon uruson pemerinlahan di
bidan2i perdagungun sesuai clengan ketentuan
peraturan perundang-undangan" menjadi
"Selain hadan u,saho nilik negara, peloku
usahu lainnyu dapot melukukett pemasukun
Produk Hewan sehagaimana dimaksud dalam
Pqsal 2 avttt (l) sctalah memenuhi perslarqton

Kini, status Indonesia di organisasi
kesehatan dunia (OIE) sudah tidak lagi sebagai
Negara yang bebas PMK tanpa vaksinasi.
Konsekuensinya bahwa setiap Negara yang
akan melakukan perdagangan bilateral dengan
lndonesia akan berpikir dua kali. Seperti
halnya beberapa waktu lalu lndonesia menolak

i\4ENU UTAMA

importasi komoditi pertanian/peternakan dari
Negara yang tertular PMK.

Dampak PM K
Penambahan kasus PMK akan terus terjadi

jika pembatasan dan pengetatan antar daerah
zona merah dan hrjau tidak diterapkan secara
ketat. Berdasarkan data, per l0 Agustus 2022
dari 37 propinsi di Indonesia, kasus PMK sudah
teridcntifikasi di 24 provinsi. Penambahan

kasus baru-baru ini terjadi di Kalimantan
Tengah dan Sulawesi Barat.

PMK tidak hanya dikhawatirkan berdampak
pada banyaknya kenratian hewan temak namun
juga menyebabkan kerugian ekonomi bagi
petemak dan bahkan akan berdampak kepada
perekonomian nasional. Menurut catatan, jika
PMK nrenjadi wabah nasional maka potensi
kerugian nasional bisa mencapai Rp9,9 triliun.
Angka itu termasuk danrpak finansial di tingkat
nasional sebesar Rp 901 ,4 rniliar, dampak pada

ekspor pucuk tebu Rp 622,9 juta, dampak pada

ekspor kulit sebesar l3li0,8 miliaq dampak
pada ekspor daging dan daging yang diproses
sebesar.13.6 miliar" darnpak pada harga daging
domestik sebesar Rp 942,5 juta dan dampak
pada industri pariwisata sebesar Rp 6,5 triliun.

Peran APIP
Mensikapi perkernbangan kasus PMK di

atas, maka peran aktil'APIP Kementan sangat
diperlukan dalam mengawal Kasus PMK.
Langkah cepat dilakukan oleh Itjentan langsung
melakukan pemantauan kejadian PMK di
Provinsi Sulawesi Barat. Hasil pemantauan
Tim Itjen Kementan pada tanggal l3 l6 Juli
2022. diketahui bahwa Provinsi Sulbar saat itu
masih berstatus Zona Hijau, namun kesiapan
pencegahan dan penanganan PMK di provinsi
tersebut masih kurang optimal disebabkan
SK Penetapan Tinr Cugus Tugas Penanganan

PMK belum ditctapkan oleh Bupati di masing-
rnasing Kabupaten. Selain itu, anggaran dalam
rangka penanganan PMK baik yang bersumber
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dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) belum dialokasikan.
Selain itu pos pemantauan pada check point di
Kabupaten Mamasa yang berbatasan langsung

dengan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulsel

baru diaktif]<an sesuai hasil Rapat Koordinasi
Kewaspadaan PMK Provinsi Sulbar tanggal

l6 Juli 2022. Padahal berdasarkan data kasus

PMK per tanggal 13 Juli2022 Kabupaten Tana

Toraja telah terdapat kasus PMK sebanyak 2tl
ekor.

Kesimpulan dan Saran
Berdasarakan data perker-nbangan kejadian

kasus PMK yang semakin berkernbang cepat,
rraka disimpulkan bahwa diperlukan upaya
pengendalian PMK secara masslva dengan

melibatkan berbagai instansi/stakaft o I de r.s lerus
diupayakan pemerintah sampai saat ini. yaitu
mendorong percepatan vaksinasi bagi ternak
yang sehat agar tidak tertular oleh temak yang

telah positif PMK agar sampai akhir tahun 2022
kasus PMK di Indonesia semakin berkurang
atau mencapai nol kasus.

Sehubungan dengan perkembangan

kondisi saat ini, bahwa Identan harus optimis
dan melakukan pengendalian yang ketat dan

memhangun kourdinasi ) ang kuat secarf, rutin
dari pusat hingga ke daerah guna menekan
penyebaran wabah PMK. Hal tersebut

dilakukan agar pelaksanaan pengendalian

wabah PMK berjalan sesuai dengan kebrjakan
multilevel yang tertuang dalarn lima strategi

Satgas PMK, yailu biosecurifi,, pengobatan

dan pemulihan hewan ternak, pengujian hewan

ternak, penyembelihan bersyarat, dan vaksinasi.
Selain itu, penetapan target disesuaikan dengan

peta jalan {road map\ upaya Indonesia bebas

dari PMK.
Selain upaya tersebut di atas, bahwa

Itjentan lrarus mampu berperan besar

membangun harapan Indonesia dapat bebas

dari wabah PMK. Dalam hal ini, pemerintah
perlu rnenyikapi permasalahan ini dengan
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mengambil langkah tegas yaitu melakukan
koordinasi antara Kementerian Perdagangan

dan Kementerian Pemanian dengan merevisi
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016
yang masih membolehkan pemasukan temak
dari negara yang belum bebas PMK. Pada

akhimya, penjagaan ketat pada lalu lintas
petemakar (checkpoint), menutup keran impor
dari negara yang belum bebas dari PMK. Jika

diperlukan, dapat juga dilakukan stomping out,

tast ond slaughler alias memusnahkan temak.
Namun, pemusnahan ternak yang terjangkit
PMK harus dibarengi dengan subsidi kepada

petani.

Daftar Pustaka
l. h t tps : //do tai ndo nes ia. id/s ekto r-riil/detai l/

i ndones i a-te rmas u k- nega ro-de n gan -
ko nru ms i-dagi ng-s ap i 4e renda h

2. Sejarah Penyakit Mulul dan Kuku krnak
I ndo n e s ia (forest d i gest. com )

3. Solusi Memultts Rantai Waboh PMK
(/bre.stdigest.com)

4. LHP nomor R.220/PW.2 20/G.4/07/2022
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Hasil reviu Badon Pengawasan Keuangun dan Pembangunan (BPKP) mosih terdapat cototan
antura luin: belum adanya progrum khusus untuk peningkatan da.ya saing PDN, P3DN belum
meniadi indikalot' kinerja di Kemenleriqn Pertanian (Kementan), helum adanyo program
kegialan pengawosan dkhusus lerkail P3DN, dan belum adanya Sistem lnlbrma.si untuk
melaktrkan pemantduqn olas kepanhan pelaksanoon progrom P3DN. Tcrhadap hal ter.sebul,
lnspektorat Jenderal (ltjen) dapot menelepkan langkah-langkah slrategis antara lain:
melaksanokan koordinosi dengan para pihak menetapkan program kegiatan pengawasan dan
mengalokosikan dnggoron terkail P3DN dalam PKPT lnspektorat Jenderal, Melaksanakan
pengawolan/pcmontauan secaro berkalu terhudap pelaksanaan pengaduan; serta Membungun
si:;lem pengowoson secara continuolts yeng lerintegrasi dengon sistem aplikasi pemantatton
program TKDN.

Pendahuluan
Pada berita dettk Finance tanggal 25 Malet

2022, Presiden Joko Widodo rnengkritisi
karena banyak instansi pusat yang rnembeli
produk impor dalam rangka pengadaan barang
dan jasa, padahal banyak produk yang bisa
dibuat di dalam negeri. Berdasarkan data
Lembaga Kebrjakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (LKPP) tahun 2021, produk yang
paling banyak diimpor pada 2021 adalah
fasilitas kesehatan dengan nilai transaksi senilai
Rp I 3.649.605. I I 0.286,00, diikutinilaitransaksi
produk lokal senilai Rp5.795.3 88.633. 129,00.
Pada sektor pertanian, irnpor alat dan
mesin penanian sekloral menenlpati posisr

keempat dengan nilai transaksi seniai
Rp520.337 .279.431,00 dan transaksi lokalnya
senilai Rp990.475.754.505,00, diikuti sarana

budidaya peternakan dan kesehatan hewan ada

diurutan ke-15 dengan nilai transaksi impor
senilai Rp7.433.058.850,00 dan transaksi lokal
senilai Rp47.607.66 1.775,00.

Bangga Buatan lndonesia
Mensikapi kondisi/f'enomena tersebut

di atas. Presiden mengeluarkan Instmksi
Presiden (lnpres)Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.
Dengan dikeluarkan Inpres tersebut, maka

Kementerian/Lembaga wajib mengendalikan
penggunaan produk impor dalam setiap

FffiAN INSFHffiORAtrJNDMAL
reMNlMAN FffiAN&AN
DALAM FMUOAWASAN Fffi[NffiATAN

*=GR
,E
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pengadaan barang/jasa di instansi masing-
masing melalui arahan tertulis, yaitu:
pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib
menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN)
yang memiliki nilai Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% apabila
telah terdapat PDN dengan peniumlahan nilai
TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) paling sedikit 40%, serta penggunaan
produk impor atau PDN dengan nilai TKDN
di bawah 25o/o hanya dapat dilakukan setelah

mendapatkan persetujuan tertulis dari
menteri/pimpinan lembaga. Selain itu, Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan
pengendalian terhadap pemenuhan spesifikasi
teknis/KAK dalam pelaksanaan pekerjaan

dengan memaksimalkan penggunaan PDN.

P3DN di Kementan
Menteri Pertanian Republik Indonesia telah

menetapkan Keputusan Menteri Pertanian
(Kepmentan) Republik Indonesia Nonror

255/KPTS/OT.O501M312022 tentang Tim
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri Kementerian Pertanian (Kementan)
yang ditetapkan tanggal l8 Maret 2022.
Kepmentan tersebut sebagai bentuk respon

dari amanat Inpres No. 2 Tahun 2022 yang
rnenginstruksikan menteri untuk membentuk
Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (Tim P3DN) lingkup kementerian/
lembaga.

Sebagai operasionalisasinya, Sekretaris
Jenderal Kementerian Pertanian ( Sekjen
Kementan) telah mengeluarkan surat No.
B-847/RC. 0 I 0l Al 03 12022 tentang Penggunaan

Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/
Jasa di Lingkup Kemenlerian Penanian. yang

berisi mengenai pelaksanaan pengadaan

barang/jasa wajib rnenggunakan Produk
Dalam Negeri (PDN) sesuai ketentuan yang

ditetapkan dalam Inpres No. 2Tahun 2022: dan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) wajib melakukan
pcngcndalian lerhadap penrenuhan spesifikasi
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teknis/Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dalam
pelaksanaan pekerjaan dengan memaksimalkan
penggunaan PDN.

Peran Inspektorat Jenderal
Dalam rangka mendukung upaya

untuk melakukan Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam
Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional
Bangga Buatan lndonesia pada Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Kementerian/Lembaga melakukan Monitoring
Data PSDN dan Pengisian Aplikasi Siswas
P3DN. Peran lnspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian (ldentan) adalah memastikan bahwa
pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Kementan telah menggunakan produk dalam
negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku
serta memastikan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) pada satuan kerja lingkup Kementan
telah melakukan pengisian data P3DN pada

aplikasi Siswas P3DN.
Kementan telah merencanakan.

mengalokasikan, dan merealisasikan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

menggunakan produk dalam negeri sesuai

dengan amanat Inpres No. 2 Tahun 2022. Hal
tersebut terlihat dari realisasi PDN berdasarkan
data dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(UKPBJ) senilai Rp20.634.789.002.787.00
atau sebesar 98,22Yo dari 4.373 paket PBJ

senilai Rp2 1.00ti.305.988.37 1,00.

Hasil monitoring penggunaan produk dalam
negeri pada Aplikasi Sistem Pengawasan
(Siswas) P3DN oleh Inspektorat Jenderal

menunjukkan beberapa kondisi sebagai berikut:
a. Belum seluruh satker terdaftar pada

aplikasi Siswas. Hal tersebut terlihat dari
data jumlah satker pada aplikasi siswas

sebanyak 660 satker terdiri dari 242 satker
double input, 155 satker belum dilengkapi

WAWASAN

data konritmen (satker in aktif dan/atau
satker yang belum mengisi Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan/SiRU P) dan
263 satker yang sudah dilengkapi data
komitmen. Seharusnya berdasarkan aplikasi
E-Rekon jumlah satker lingkup Kementan
sebanyak 594 satker;

b. Satker yang sudah dilengkapi dengan data

komitmen sebanyak 263 satker, namun
hanya 37 satker (14,07%) yang sudah

melakukan input data realisasi komitmen,
sehingga masih terdapat 226 satker yang

belum mengisi realisasi kornitmen.
Adapun hasil monitoringTKDN pada apl ikasi

Siswas P3DN menunjukkan bahwa realisasi
TKDN sampai dengan 30 Juni 2022 senilai
Rp29.596.557.505,00 dari total pengadaan

barang/jasa senilai Rp47.274.91 I .764,00 atau

sebesar 62,617o. Nilai TKDN tersebut yang

telah memenuhi amanat dari Inpres No.2 Tahun
2022 bahwa Menteri harus menggunakan
produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN
paling sedikit 25o/o (dua puluh lima persen)

apabila terdapat produk dalam negeri dengan
penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot
Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat
puluh persen). Sedangkan terhadap pengadaan

barang/jasa senilai Rp 17.678.3 54.259,00 atau

sebesar 37.39%o belum memenuhi ketentuan.

Problematika
Permasalahan TKDN juga menjadi

catatan dalam Laporan Hasil Reviu Program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN) Triwulan lI 2022 pada Kementan oleh
BPKB antara lain:
a. Kementan belum memiliki program khusus

untuk meningkatkan daya saing Produk
Dalam Negeri (PDN) terhadap produk
impor guna meningkatkan perlumbuhan
industry dalam negeri.

b. P3DN belum menjadi indikator kinerja
di Kementan. lndikator Kinerja Utama di
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Sasaran Strategis.
c. Itjentan telah melakukan monitoring

P3DN melalui aplikasi Siswas P3DN,
namun demikian belum memiliki proglanr
kegiatan pengawasan secara khusus terkait
P3DN terrnasuk belum menriliki anggaran

pengawasannya.
d. Kenrentan belum memiliki Sisterr

lnformasi untuk melakukan pemantauan

atas kepatuhan pelaksanaan program

P3DN baik oleh KPA/PPK rnaupun pihak

lain yang terkait.
e. Dalam perencanaan dan penyusunan DIPA

Kementan, perlirrbangan atas aspek P3DN
belum dilakukan secara maksinral.

f. Pengisian SiRUP sudah didukung inlbnnasi
PDN tetapi belum menruat inlbnnasi
persentase TKDN.

g. Perencanaan pengadaan barang dan jasa

telah mempertirnbangkan ketelttuan
penggunaan produk dalarn negeri. natttttrt

dernikian belurn menjelaskan mengenai
persentase nilai TKDN yang akan

dilakukan pengadaan.

h. Belum ada pengenaan sanksi kepada

penyedia terkait jika tidak dipenuhinya
aspek TKDN di dalam kontrak.

Simpulan dan Saran
Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut,

disimpulkan bahwa ltjentan dalam menempuh
langkah-langkah strategis dalam meningkatkan
inrplenrentasi Inpres No.l Tahun 2022 tersebut
antara lain:
a. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala

Biro Umum dan Pengadaan selaku Ketua
Pelaksana Tinr Peningkatan Penggunaan

Produk Dalam Negeri Kementan agar

seluruh PPK satker lingkup Kementan

untuk melakukan pengisian Data

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam

Negeri pada aplikasi Siswas P3DN dan

melakukan inventarisasi kendala pengisian

aplikasi Siswas P3DN untuk selanjutnya
dikoordinasikan dengan BPKP
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Daftar Pustaka
1. BPKP. 2022. Loporun Hqsil Reviu

P ro gram Pe n i ngka ta n Pe nggu noa n P rod u k
Dalam Negeri (P3DN) Trivulun ll Tuhun

2022 padct Kemanterion Pertqnian Nomor;
PE. I 2.03/LHP-34/D 102/ l/202 2 Tanggul
30 Juni 2022

2. h t t p s ; / / u, u, w . g o o g I e . c o m / u m p / s /
.l i n o n c e. d e t i k. t o m / b e r i t a - e k o n o m i -
h is n is/d-60005 06/bi kin-.jokov,i-j cngkel-
i n i -da t a - i m por- p rodu k - k e s e h a t a n - h i n ggu -

pendidikan/amp
3. lnstruksi Presiden Nomor 2 Tuhun

2022 tentang Percepoton Peningkutun
Penggunaan Produk Dalam Negri dan
Produk Usaha Mikro. U.saha Kecil, den
Koperasi Dalam Rangka Menvukseskun

Gerekan Nasional Bangga Budlun
lndonesia pada Pelaksanaan Pengoduon
B ara n g/Jas a P e m e r i n ta h

4. Ketrtutusan Menleri Pertanian Rapublik
Indonesia Nomor 25 S/KPTS/OT.05(Y
M3/2022 tentang Tim Peningkcttun
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Kemenlerian Pertanian

b. Menetapkan program kegiatan pengawasan

dan mengalokasikan anggaran terkait
P3DN dalam Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) lnspektorat Jenderal.
c. Melaksanakan pengawalan/pemantauan

secara berkala terhadap pelaksanaan

pengadaan terutama atas atas kewa.jiban

pencantuman persyaratan pengutamaan

PDN dan persentase TKDN dalam
dokunren pengadaan dan setirp rencana
pengadaan barang dan .jasa.

d. Menrbangun sistem pengawasan secara
(onlinuous yang terintegrasi dengan

sistem aplikasi pemantauan program

TKDN oleh mitra agar dapat dilaksanakan
pemantauan berkelaniutan terhadap
kepatuhan pelaksanaan program P3DN di
Kementerian Perlanian.
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I NTERKONEKS! KOLABORASI PERENCANAAN
DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN

UNTUK MENDUKUNG REDESIGN

SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Oleh : Gatot Budi Santoso
Perencana Ahti Muda

Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaron diharopkan dapat
mengintegras ikan sislem dari liga Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian
PP N/Bappenas (KNSNA), Kementerian Keuanga n (SAKTI), dan Kementerian

PANRB (SAKIP) unluk mendukung proses perencanaan, penganggaran,
serta pelaporan informasi kinerja, menjadi sebuah terobosan yang dapat

dioptimalisasikan untuk mendukung kebijakan RSPP yang e.fektif, efisien dan
e konomis untuk peningkatan kual itas perencanaan, penganggdran, serta

pelaporan kinerja
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Pendahuluan
Redesign Sistem Perencanaan dan

Penganggaran adalah salah satu upaya
pemerintah untuk membantu pemulihan
ekonomi negara. Redesign Sistem Perencanaan
dan Penganggaran ini telah menstrukturisasi
program menjadi 102 program dari total
program yang sudah ada sebelumnya (existing)
sebanyak 428 program. Program terdiri dari l8
Program Lintas Kementerian/Lembaga dan 84
Program Teknis Kementerian/Lembaga. Jumlah
total program tersebut lelah disederhanakan
dari total sebelumnya. Dengan Redesigr? Sistem
Perencanaan dan Penganggaran yang lebih
praktis diharapkan program dapat tepat sasaran
dan dapat lebih menghemat anggaran namun
masih tetap memprioritaskan segala aspek
sehingga dapat meningkatkan kinerja setiap
Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah
Daerah akan tetapi diperlukan peran serta
Aparat Pengawasan Intem Pemerintah (APIP)
Kementerian/Lembaga dalam mendampingi
Satuan Kerja (Satker) dalam Implementasi
Aplikasi KRISNAdan SAKTI agar terwujudnya
kesiapan irnplementasi Redesign Sistem
Perencanaan dan Penganggaran yang baik.

Adapun tantangan ke depan dalam
implementasi RSPP antara lain: I ) perlu adanya
kebijakan dan regulasi yang komprehensif dan
memadai untuk mendukung implementasi
RSPP; 2) kesiapan sistem Teknologi lnformasi
dan Komunikasi yang terintegrasi (KRISNA
& SAKTI) untuk implementasi RSPB serta
penguasaan penggunaan sistem oleh SDM
terkait; 3) manajemen perubahan; dan 4)
penyiapan SDM yang kapabel dan kompeten
untuk mendukung implementasi RSPP Dengan

adanya kemajuan dalam aspek ekonomi,
disertai penyesuaian untuk dapat mendukung
seluruh program yang sudah direncanakan.
Pemerintah pun mengembangkan kemajuan
dalam bidang teknologi informasi dan
komunikasi dengan mengoptimalisasi aplikasi
yang dapat mendukung dan mengakselerasikan
program yang sudah direncanakan. Aplikasi
tersebut dinamai Kolaborasi Perencanaan dan
lntbrmasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan
Sistem

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Aplikasi KRISNA dan SAKTI ini

diperuntukkan bagi Satuan Kerja (Satker)
yang drpergunakan sebagai sarana untuk
mendukung Redesign Sistem Perencanaan dan
Penganggaran. Aplikasi KRISNA dan SAKTI
sudah ada sejak beberapa tahun lalu, secara
bertahap diimplementasikan kepada satuan
kerja lingkup Kementerian/Lembaga dan lebih
di optimalisasikan pada saat ad,anya Redesign
Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Sistem perencanaan, penganggaran, dan
sistem infbrrnasi kinerja merupakan tiga
fbndasi utama mengawal berjalannya anggaran
negara secara akuntabel. Melalui KRISNA
setiap perencanaan program dan anggaran
akan disusun secara transparan dan akuntabel.
Dalam pelaksanaan penggunaan anggaran akan
diawasi ketat melalui Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga
kedepannyaaplikasi ini harusdapatdigabungkan
dan terkoneksi dengan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas
Kinerja lnstansi Pemerintahan, dimana
sistem ini merupakan integrasi dari sistem
perencanaan, sistem penganggaran dan
sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan
pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan
mencatat dan melaporkan setiap penggunaan
keuangan negara serta kesesuaiannya dengan
ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP
adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan. LAKIP merupakan produk
akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja
yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah
atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
dibiayai APBN/APBD. Dengan adanya
sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari
pemahaman "Berapa besar dana yang telah
dan akan dihabiskan" menjadi "Berapa besar

A:o
\o/
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kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan
yang diperlukan, agar tujuan yang telah
ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai"

Lompatan teknologi yang terjadi saat ini
menuntut perubahan secara drastis dalam tata
kelola pemerintahan. Untuk itu, diperlukan
sistem perencanaan yang lleksibel, cepat,
dan adaptif yang mampu menghadirkan
terobosan inovatif agar prioritas pembangunan
tercapai. Aplikasi KRISNA menjadi titik awal
interkoneksi semua aplikasi yang dimiliki
pemerintah saat ini dalam sistem c-government.
sehingga dapat mendorong pembangunan
prioritas yang tepat sasaran dan efisien.
Aplikasi Krisna sebagai dasar penyelenggaraan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana
Kerja dan Anggaran I(/L dan Pemda. Aplikasi
ini akan mendorong terwujudnya APBN
yang fokus dan tepat sasaran sehingga setiap
rupiah anggaran yang digunakan bermanfaat
bagi pertumbuhan ekonomi dan masyarakat

SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi
satker yang ada. Mempunyai lungsi utama
dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga
Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu,
aplikasi SAKTI menerapkan konsep sirgle
dstabase. Aplikasi SAKTI digunakan oleh
entitas akuntansi dan entitas pelaporan
Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh
Transaksi entitas akuntansi dan entitas
pelaporandilakukan secara sistem elektronik.
Satker saat ini menggunakan beberapa aplikasi
lainnya untuk mendukung pelaksanaan
anggaran namun memerlukan proses yang
lebih panjang dikarenakan penginputan )ang
berulang dari aplikasi satu ke aplikasi lainnya.
Selain memperpanjang waktu kerja dalam
kegiatan yang bersitht administratif cara kerja
tersebut berkemungkinan terjadinya duplikasi
data pada saat proses penginputan ulang.

SAKTI mencakup seluruh proses
pengelolaan keuangan negara pada satker
dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan,
sampai dengan pelaporan. Masing-masing
proses pengelolaan keuangan diperankan
oleh modul modul aplikasi sebagai berikut:
l. Proses penganggaran diperankan oleh

modul Penganggaran;
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh

beberapa modul, yaitu l) modul Komitmen
(meliputi sub-modul Manajemen Supplier
dan sub-modul Manajemen Komitmen),
2) modul Bendahara, 3) modul Aset
Tetap, 4) modul Persediaan, dan 5) rrodul

WAWASAN

Pembayaranl
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL

dan Pelaporan.
Sebelum satker melakukan proses lnprrr ke
aplikasi KRISNA dan SAKTI diperlukan
pendampingan dari APIP Kementerian
Lembaga. Tugas APIP Kementerian/Lembaga
dimulai pada tahap perencanaan kemudian
dilanjutkan ke tahap pelaksanaan sena setelah
pefianggungawaban selesai. Sesuai dengan
PP Nomor 60 Tahun 2008, dimana APIP
Kementerian,/Lembaga bertugas dan berlungsi
untuk untuk memastikan Renstra selaras densan
kebijakan, program dan kegiatan prioriTas,
memastikan perencanaan dan penganggaran
konsisten mencapai sasaran, mengawal
program strategis. serta memastikan kebijakan
pengawasan APIP Kementerian/Lembaga
selaras dengan RSPP

Tugas APIP Kementerian/Lembaga
rnemastikan bahr.r a setiap design program.
design kegiatan dan design keluaran terjadi
sinkronisasi. Beberapa tugas APIP secara
mendetail yang dapat drjabarkan: I )
Memastikan kesesuaian target-target
pembangunan yang tercantum dalam RKA
KL 2023 selaras dengan RPJMN dan RKP;
2) Memastikan kesesuaian Perumusan dan
Pencatuman Indikator Kinerja Anggaran; 3)
Memastikan keselarasan antara Rincian Orilprrt
(RO) dengan Klasilikasi Rincian Oueut
tKRO) dalarn rangka pencapaian target
indikator output. 4) Inrplernentasi Standar
Biaya Masukan (SBM) dan Standar Biaya
Keluaran (SBK) dalam Redesign
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Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)-
Dengan adanya campur tangan APIP

Kementerian/Lembaga diharapkan
meminimalkan potensi-potensi negatif yang
akan terjadi terhadap proses penginputan ke
aplikasi KRISNA dan SAKTI. Disamping
itu, APIP Kementerian/Lenrbaga perlu
melakukan reviu RSPP dalam mengawal
implenrentasi RSPP, berupa: l) Pendetailan
rincian Kertas Ker.1a RKA-K/L TA 2023 yang
telah tersusun dalam Pagu Anggaran untuk Pagu
Alokasi dan DIPA 2023t 2) Penyesuaian
dengan Standar Biaya Masukan (SBM),
Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan
Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK),
dan Standar Struktur Biaya (SSB); 3)
Vernastikan kecukupan alokrsi anggaran
operasional dan alokasi anggaran lainnya;4)
Memastikar kecukupan alokasi anggaran
operasional dan alokasi anggaran lainnya;
5) Memastikan kegiatan Tahun 2022 yang
tertunda maupun proyek Mullit ear.s

anggarannya telah tertampung pada RKA-KL
TA 2023.

Dengan demikian diharapkan terjadinya
kejelasan hubungan antara progrant, kegiatan^
ottlp t, oulcome pada Satker sefta
mempemudah sinkronisasi antara dokumcn
perencanaan di Bappenas dengan dokumen

penganggaran di Kementerian Keuangan.
Satker perlahan akan termudahkan dengan
disediakannya modul-modul berdasarkan
kategori di aplikasi KRISNA dan SAKTI
dengan pendampingan APIP Kementerian
Lembaga. sehingga proses penginputan
diharapkan akan lebih mempermudah
pengerjaan serta optimalisasi penggunaan
aplikasi KRISNA dan SAKTI sebagai poin
penting dalam membantu terwujudnya
Redesign Sistem Penganggaran yang
cfisien dan efektifjuga ekonomis.

Kedepan Kolaborasi Perencanaan dan
Informasi Kinela Anggaran diharapkan
dapat mengintegrasikan sistem dari tiga
Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian
PPN/Bappenas (KRISNA), Kementerian
Keuangan (SAKTI), dan Kementerian
PANRB (SAKIP) untuk mendukung proses
perencanaanr penganggaran, serta pelaporan
informasi kinerja, menjadi sebuah terobosan
yang dapat dioptimalisasikan untuk
mendukung kebijakan RSPP yang
efektif. efisien dan ekonomis untuk
peningkatan kualitas perencanaan,
penganggaran. serta pelaporan kinerja.

Daftar Pustaka
l. https ://kemenkeu.go.id/
2. https://djph.kemenkeu.go.id/kppn
3. PermenPAN RD Nomor 53 Tohun 2014
4. Surat Edaran Bersoma Deputi Bi<lung

Pendanuan Pembangunan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasionul/
Bqdqn Perencanaan Pembungunun
Nusional Nontor B-5 17/ M.PPN/D,8/
PP04.03/05/2020 dan Direktorat Jenderel
Anggaran Kementerian Keuangon Nomor
s- t22/ MK.2/2020
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Eva luas i Aku ntab i I i tas Ki ne rj a
Instansi Pemerintah (AKIP)

di maks udkan u ntuk mengetuh u i
s ej au hmana imp lementas i S is te m

Akuntab i I i tas Kinerj a I ns tons i
Pemerintah (SA KIP) telah

d i laksct nakan untu k mendorutn g
pen i ngkata n pe ncapa ian k i nerj a

yang tepal slsaran .\erta
berorientas i has i l. Has i I nya

diharapkan dapat mendorong
sel iap in:; tanu i pemerinlah

berkomitmen dan secara konsislen
mewuj udkan capa ian k in e rj a

yang relah iirencanakan mclalui
implementasi SAKJP

Pt'ndlhuluan
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pasal

l8 dan 24, setiap entitas akuntabilitas kinerja
menyusun dan menyajikan laporan kinerja
atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan
penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.
Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang
keharan (output) dari kegiatan dan hasil
(outcome) yang dicapai dari program
sebagaimana ditetapkan dalam dokumen
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBN/APBD). Ringkasan tentang
keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai
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dari program paling sedikit menyajikan
informasi tentang tujaun dan sasaran, realisasi
pencapaian target. penjelasan atas capaian
kinerja serta pembandingan capaian kinerja
sampai dengan tahun berjalan dengan target

kineqa 5 tahunan yang direncanakan dalam
Rencana Strategis (Renstra).

Pada pasal 29 dan 30 disebutkan bahwa
Aparat Pengawasan Intemal Pemerintah (APIP)
melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP
dan/atau evaluasi kinerja pada kementerian/
Lembaga yang laporannya disampaikan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga. Ketentuan lebih
lanjut mengenai tatacara reviu dan evaluasi
kinerja diatur oleh Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Relormasi Birokrasi
(MenPAN-RB) setelah berkoordinasi dengan

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan

Pedoman baru
Mekanisme evaluasi kinerja terkini diatur

dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PermenPANRB) Nomor 88 Tahun 2021

tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 3l
Desember 2021- Peraturan ini menggantikan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Perbedaan diantara
kedua PermenPANRB tersebut diantaranya
terkait tujuan evaluasi, ruang lingkup evaluasi,
metodologi evaluasi dan pelaksanaan evaluasi
seperli tcrlihar pada tabel berikut:

Urairn PermenPAN RB No.l2 Tahun 2015 PermenPANRB No.88'Ihhun 2021

I Tuj uan Evaluasi l. Memperoleh Informasi Tentang

IMPLEMLNIASI SAKIP 2. Menilai
Tingkat implementasi SAKIP: 3.

Mcnrberikan Saran Perbaikan untuk
peningkatan implementasi SAKIP 4.
\4emonrlor tindak lanjut rcl'.rmendasr

hasil evaluasi periode sebelumnya

l. Memperoleh informasi tentang implementasi
SAKIP 2. Mcnilai lingkar implcmcntasi
SAKIP. 3. Menilai tingkat akuntabilitas
kinerjai 4. Mernberikan saran perbaikan
untuk peningkatan implemenlasi SAKIP 5.

Mcmonitor tindak lanjut rekomendasi hasil
evaluasi periode sebelumnya

Ruang Lingkup l. Penilaian terhadap perencanaan

strategis, lermasuk di dalarnnya
per.janjian kinerja. dan sistem pengukuran
kineria; 2. Peiilaian terhadap penyajian

dan pengungkapan inlbmasi kinerla: 3.

Evaluasi terhadap program dan kegiatan;
dan ,1. Evaluasi terhadap kebijakan
instansi/unit kerja yang bersangkuian

L Penilaian Kualitas perencanaan kinerja yang

akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang
berkesinambungan; 2. Penilaian pengLrkuran

kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang
telah menjadi kebutuhan. 3. Penilaian
pclaporan kinerja yang rnenggambarkan

kualitas atas pencapaian kinerja: 4. Penilaian
evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang
memberikan kesan nyata dalam peningkatan
irnplcmcntasi SAKIP: 5. Penilaian caparan

capaian kinerja atas output fiaupun oulcone
serta kinerja lainnya

l Melodologi Metodologi yang digunakan dalam
evaluasi atas implementasi SAKIP adalah

nretodologi yang pragmatis karena

disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang
telah ditetapkan dan mempertimbangkan
kendala yang ada.

Metodologi yang dapat digunakan dalarn

evaluasi AKIP adalah kornbinasi dan

nretodologi kualitatif dan kuantitatif dengan

memperlimbangkan segi kepraktisan dan

kemanfaatan.

4 Pelaksanaan Perencanaan kinerja (30'%). Pcngukuran
kincrja rl5oor. Pelsporan kiner.ia (l5o,r.
Evaluasi Akuntabilitas Kiner.ja Internal
(10%). dan Capaian Kinerja (20%,)

Perencanaan kinerja (30%). Pengukuran

kinerja (30%), Pelaporan kiner.ia (15%), dan

Flvaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal (25'lo)
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Dalam pelaksanaan evaluasi, perbedaan
cukup signifikan terdapat pada komponen
penilaian beserta bobotnya. Pada
PermenPANRB Nomor l2 Tahun 2015, terdapat
5 (lima) komponen yaitu Perencanaan Kinerja
(30%), Pengukuran Kinerja (25'%), Pelaporan
Kinerja ( l5%), Evaluasi Intemal ( l0%) dan
Capaian Kinerla (20%), sedangkan pada
PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 terdapat
4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja (30%),
Pengukuran Kiner.la (30%), Pelaporan Kinerja
( I 5%) dan Evaluasi Kinerja Internal (25,/o).

Beberapa langkah
Terkaitnya beberapa perbedaan diantara
kedua PermenPANRB tersebut di atas. maka
diperlukan adanya langkah-langkah agar
pedoman evaluasi AKIP menjadi lebih ef'ektif
sebagai berikut:

Pertama, sosialisasi. Adanya beberapa
perubahan dari aturan sebelumnya, maka
terbitnya PermenPANRB Nomor 8tl Tahun 2021
perlu diikuti dengan dilakukannya sosialisasi
yang memadai, untuk memberikan penjelasan
terkait beberapa perubahan tersebut. Sosialisasi
dinraksudkan agar dapat memberikan kejelasan
kepada para stc*eholder, khususnya APIP
sebagai evaluator dan pihak-pihak terkait
yang akan menyusun LAKIP Sosialisasi yang
dilakukan oleh pihak PermenPANRB sebagai
penerbit aturan diharapkan dapat menyamakan
persepsi diantara para stakeholder, dan tidak
terjadi multitat'sir pada pasal-pasal yang
tercantum dalam PermenPANRB, sehingga
dapat tercapai obyektivitas dan.fairness dalam
pelaksanaan evaluasi.

Kedua, bimbingan teknis. Bimbingan teknis
pelaksanaan evaluasi AKIP dapat dilakukan
oleh Kementerian PANRB kepada APIP
sebagai calon evaluatol untuk meningkatkan
kor.npetensi, kapabilitas maupun pemahaman
terkait evaluasi sesuai PermenPANRB Nomor
88 Tahun 2021, sehingga diharapkan dapat
terjadi persamaan pemahaman pada saat
pelaksanaan evaluasi. Persamaan pemahaman
antar sesama evaluator menjadi penting,
mengingat para evaluator nantinya akan
melakukan penilaian dan memberikan skor
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terhadap setiap komponen penilaian mulai dari
Perencanaan Kinerja sampai dengan Evaluasi
Kinerja lnternal.

Ketiga, peraturan turunan. Sesuai
PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021
Lampiran I, BAB I Pendahuluan, huruf
D tentang Ruang Lingkup Evaluasi AKIP
dinyatakan bahwa Evaluasi AKIP dilaksanakan
oleh Tim Penilai Nasional yang dibentuk
oleh Kementerian PANRB kepada seluruh
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, yang telah
menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada
Menteri PANRB melalui aplikasi elektronik
SAKIP Reviu. Adapun Evaluasi AKIP Internal
dilaksanakan olch Tim Evaluasi Intemal yang
dibentuk di rnasing-masing Kementerian/
Lembaga, dan Pemerintah Daerah kepada
unit kerja/satuan kerja yang ada di bawah
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
tersebut.

Simpulan dan Saran
Berdasarkan regulasi, data dan informasi di
atas disimpulkan beberapa hal berikut:
1. Pada pelaksanaannya, ketika Tim Evaluasi

Intemal Kementerian nrelakukan evaluasi
AKIP kepada Eselon I atau Satuan Kerja di
bawahnya, maka Tim Evaluatorjuga wajib
rnenilai kornponen penilaian yang ke empat
yaitu Evaluasi Kinerja Intemal dengan
bobot 25%. Berdasarkan pengalaman,
Satuan Kerja yang dievaluasi sering kali
tidak melakukan Evaluasi Kinerja lnternal
dalam satuan kerjanya, dengan alasan
dalam PemenPANRB Nomor 88 Tahun
2021 tidak mengatur dan mewajibkan
satker untuk melakukan Evaluasi Kinerja
Internal. Sehingga komponen Evaluasi
Kinerja Internalnya dinilai 0, padahal
bobotnya cukup besar yaitu 250lo dari
keseluruhan nilai evaluasi. Peraturan
turunan setingkat Peraturan Menteri perlu
diterbitkan untuk mencegah hal seperti ini
terjadi agar satuan kerja juga melakukan
evaluasi kinerja inrernal satkernya rnasing-
rnasing. Selain itu, peraturan intemal juga
perlu disusun untuk internalisasi evaluasi
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AKIP pada rnasing-masing kementerian.
2. Evaluasi AKIP merupakan bagian

dari siklus manajemen kinerja instansi
pemerintah/unit kerja. Ditetapkannya 4.

Pedotnan Evaluasi AKIP diharapkan para

evaluator dapat merniliki acuan yang santa
dalam melaksanakan evaluasi. Selain
itu, diharapkan para evaluator juga dapat
mengembangkan secara terus menerus
metode dan teknik evaluasi AKIP yang 5.

lcbih optimal dan lebih efisicn.
Dalam rangka untuk meningkatkan
kinerja instansi pemerintah/unit kerja
serta meningkatkan akuntabilitas instansi
pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya maka
diperlukan pelaksanaan evaluasi AKIP secara
periodik dan melernbaga guna mendorong 6.

pencapaian tujuan dari irnplementasi AKIP
itu sendiri, yaitu mewujudkan capaian kinerja
organisasi secara efektif, cfisien,transparan dan
akuntabel. 

7.

Daftar Pustaka
l. Peraluran Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kineria
lnstans i Pemerint0h.

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 8.

tcnt<tng Kementcrian Pertan ian.
3. Peraluran Menleri Pendayagunaan

Aparotur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 09 Tahun 2007 tentong Pedomon
Umtrm Penetopan Indikator Kinerja
Utamo.
Paraturan Menteri Pendavagunaan
Apordtur Negoru dan Refbrmasi Birokra.si
Nomor 53 Tuhun 2014 tentang Pelttnjuk
Taknis Perjanjian Kinerja, Peluporun
Kineria dan Tato Cara Reviu ctlas Laporan
Kine rja l ns tons i Pemeri nta h.

Perdln'an Menleri Negaru Percncanaan
Pembangunan Nasionul/Kepala Budan
Perenutnctan Pemhangunan Nasional
Nonutr 5 Tbhun 2014 tenteng Pedomqn
Penyusunan dan Penelcthaan Rencuntt
Strate€lis Kementeriun/Lemboga (Renstro
K/L) 201 5-201 9.

Perahtran Menteri Penduyagunautt
Aporotur Negara dan Relbrmasi Birokrqsi
Nomor 9 Tahttn 2015 tenlang Pedoman
Penyusunan Laporan Kineria Pemerintah
Pusal.
Peraturon Menteri Pendayagunaan
Aporatur Negara dan Refttrmusi Birokrasi
Nomor l2 Tahun 2015 lentong Pedoman
Evqlttasi olos lmplementasi Sistem
Aktlntabilitqs Kinerja lnslansi Pemerinlah
Peraturan Me nleri Pendatagttnaan
Aparatur Negara dan Re/brmasi Birokrasi
Nomor 88 Tahun 2021 tenlang Evaluasi
A kun tab il itas K i ne rj a I ns tans i Pe merin to h.
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Pendahuluan
Dipastikan bahwa setiap

instansi sektor publik memiliki
risiko dalam pelaksanaan program/
kegiatannya dan layanan kepada
masyarakat. Kemungkinan besar
risiko yang ada tersebut telah
dikelola, namun pengelolaannya

belum menggunakan sebuah
manaj emen risiko secara terstruktur,
lengkap dan komprehensif.
Ketika manajemen risiko hanya
dilaksanakan secara informal/
formalitas, maka dampaknya
masih suburnya budaya "saling
menyalahkan", akuntabilitas
terhadap risiko, kurangnya sumber
daya untuk mengelola risiko tidak
proporsional dibandingkan jumlah

risiko yang harus dihadapi.
Kondisi tersebut juga rnasih

I

,,

Artikel ini bertujuan unluk memberikan
ga baran pentingnla pengendalian risiko,

konsep pembanganan budayt peduli risiko bagi
pimpinan sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan slrulegis berdasarktn manaj emen

risiko yang sistemalis. Sehinggo budaya saling
menyalahkan (tunjuk hidung) dan lempar

tanggungjawab lang selama ini masih teladi
dapat dihindarl

Kan Kunci: Rkiko, Manajemen Risiko,
Rudaya Peduli Ristko, Sistem Pengendalian

Inreru.
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terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian
(Kementan) bahwa dalam pengelolaan risiko
sebagian besar unit ker.ja belum lerstruktur.
parsial. konvensional dan belum melembaga.
Berdasarkan l-enomena tersebut maka. artikel
ini untuk rnemberikan kontribusi pemikiran
bagi pimpinan dalam membangun budaya
peduli risiko pada prograrn kegiatan strategis
dan layanan pertanian. melalui pendekatan

implementasi regulasi dan dukungan aplikasi
sebagai pendukrrng pcrrcrapar manajetnen
risiko di lingkungan Kenrentan.

Tujuan penerapan nranajemen risiko untuk
menrberikan umpan balik (lcdbutk) bagi
pinrpinan dalam rnenglm hil kcputusan stratrgis
yang lebih konstruktif melalui peringatan

dini (r',a/r' r?//rrl4r' .\t.\/(1,?) hagi pinrpirrarr

sebagai upaya pencegahan lprcrcntiv)
untuk rnenccgah gagalnya perrcaprian tujual
prograrn kegirlarr rrtarnl dan layanan pertaniarr

yang mengakibatkan terjadinya kerugian
keuangan negara.

Scsuai dengan stratcg.i pcngcuasar irrtcrrr

Kementan yang telah dimuat dalanr Rencana

Strategis (Renstra) Inspcktorat Jenderal

Kementerian Pertanian (ldentan) Tahun
2020 - 2024. yaitu: ( l) Pengawasan tbkus
pada program dan kegiatan peningkatan
ketahanan pangan; (2) Pematangan (maturitas)
penyelenggaraan Sistenr Pcngendalian Intern
Pemelintah (SPIP) pada scluluh satuan kerja
di lingkungan Ken'rcntan: dan (3) Audit.
pengawalan (asistensi dan konsultasi). rcliLr.
pemantauan. dan evaluasi herhasis capaian
kinerja \Restlt.s-Bu.sad ltlonitoring ond
Et'u I u u I i o n S\'s I utl ).

Pengernbangan Budaya Peduli Risiko pada

selurLrh jajaran Kementerian Pertanian sudah

menjadi kebutuhan organisasi. Pirrpinan waj ib
nrengenrbangkan budaya pcduli Risiko dalam
pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian

tuiuan program/kegiatan utanra dan layanan
pertanian. Budaya pcduli lisiko tersebut
dinranilestasikan dengan adanya pcmahaman

dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari
setiap proses pengambilan keputusan pada

seluruh tingkat organisasi.
Berdasarkan uraian di atas. rnaka

artikel sebagai salah satu strategi untuk
menginformasikan (sosialisasi/intenralisasi)
bagairnana cara membangun budaya peduli

risiko (penerapan manajemen risiko) di
lingkungan Kementan. Budaya peduli rrsiko
harus dikembangkan sesuai dengan nilai-
nilai organisasi Kementan dalanr pelaksanaan
kegiatan untuk mencapai tujuan di seluruh
jajaran Kementan. Budaya peduli risiko
diwujudkan dengan adanya pemahaman dan
pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap
proses pengambilan keputusan di seluruh
tingkatan organisasi.

Rel'erensi dan Urgensi
Definisi/istilah yang digunakan dalam

arrikel ini rnerujuk pada Peraturan Pertanian
Nomor 3u Tahrrn 202 l. antara lain:
l. Risiko adalah kemungkinan terjadinya

suatu peristiwa yang rnembawa akibat yang
tidak diinginkan atas pcncapairn tujuan
dan sasaran organisasi,

2. Profil Risiko adalah pcnjclasan tcntang total
paparan risiko yang dinyatakan dengan

tingkat risiko dan perkembangannya.
l. Pcmilik Risiko adLrlah pinrpinan satuan

kerja yang bertanggungjawab untuk
melakukan pemantauan dan evaluasi
atas risiko. serta nrelakukan respon dan
pengendahan atas risiko tersebut.

4. Pengelola Risiko adalah koordinator
perencanaan/bidang perencanaan pada unit
kerja Eselon I, unit kerja Eselon Il. dan Unit
Pelaksana 

-feknis (UPT) yang nrelakukan
pengawasan secarn terus menerus un ttrk
memastikan setiap prosr:s Manajenren
ll isiko bcrlirngsi scbugainranl n'rcstir)l.

5. Unit Manajemen Risiko adalah Biro
Perencanaan Kernen teriar'r Pertanian yang

bertugas melakukan penrantauan risiko
pada unit kerja lingkup Kementclian
Pertanian setiap saat, triwulan a tau scsul'i.l

kebutuhan/instruksi pimpinan.
6. Unit Pengawas Intern adalah Inspektolat
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Jenderal Kementerian Peftanian yang
berperan memastikan pelaksanaan

manajemen risiko berjalan secara ef'ektif
dengan melak ukan pengawasan inlcm
berbasis risiko.

7. Proses Manajemen Risiko adalah suatu
proses yang bersifat berkesinambungan,
sistematis, logis, dan terukur yang
digunakan untuk rnengelola risiko.

8. Peta Risiko adalah gambaran tentang
seluruh risiko yang dinyatakan dengan

tingkat/level masing-masing risiko.
9. Budaya risiko adalah sekumpulan nilai,

kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman
tentang risiko, yang dimiliki bersama oleh
sekelompok orang dengan tujuan yang
sama.

10. Struktur Manajemen Risiko adalah sinergi
antar personel pada sernua level atau

tingkatan yang memberikan perspektif
lengkap tentang rnanajemen risiko.

Pemahaman dan pengelolaan risiko
merupakan bagian penting dari setiap proses
pengambilan keputusan (Det'is ion Making\
di seluruh tingkatan organisasi, bahwa: (l)
kepemimpinan yang memiliki komitmen
untuk mempertimbangkan risiko dalanr setiap
pengambilan keputusan; (2) komunikasi yang
herkelanjutan kepada selunrh jajaran organisasi
mengenai pentingnya manajemen risiko: (3)
penghargaan terhadap mereka yang dapat

mengelola risiko dengan baik; (4) integrasi
manajemen risiko dalam proscs organisrsi
sehingga manajemen risiko tidak dipandang
sebagai tambahan beban.

Sejalanan hal tersebutdi atas. maka pimpinan
harus berkonrihlen untuk mempertimbangkan
risiko mulai dari perencanaan kegiatan
dan dalam setiap pengambilan keputusan
(decision making). Komitmen pemimpin selalu
ditingkatkan melalui peningkatan pemahaman
mengenai risiko /rrsk), manajemen risiko /Risk
Manugement) serta pemahaman atas nilai-nilai
organisasi (oryanizational rtrlrie). Komitmen

WAWASAN

tersebut ditunjukkan dengan memastikan
bahwa sumber daya organisasi tersedia dan
nrencukupi unluk penerapan manajemen
risiko. Sumber daya oganisasi tersebut antara
lain berupa dana/anggaran, sumber daya
manusia, serta perangkat pendukung penerapan

manajemen risiko. seperti struktur organisasi,
tata kerja, kebijakan, pedoman, dan strategi
penerapan manajemen risiko pada program/
kegiatan utama dan Iayanan penanian.

Selanj utnya. komun ikasi tcntang pentingnya
manajemen risiko harus dilakukan secara

berkelanjutan kepada seluruh pegawai, baik
dalam rapat-rapat pengambilan keputusan
inaupun dalam bentuk pertemuan dalam rangka
melaksanakan proses manajemen risiko guna
menghasilkan profil dan peta risiko. Profil
dan peta risiko yang telah disusun hanrs
dikomunikasikan kepada semua anggota
organisasi untuk diketahui dan dilaksanakan
pengendaliannya. Rancangan mitigasi risiko
yang telah dibuat perlu dikomunikasikan
kepada semr"ra anggota organisasi untuk
mcndapatkan dukungan dan menjamin
et'ektivitas implementasinya.

lntegrasi manajemen risiko kedalam proses

organisasi dilakukan secara beftahap- diawali
dengan nrenrpertimbangkan dan menyelaraskan
proses manajcrnen risiko dengan sistern
manajemen kinerja organisasi. Selanjutnya
melakukan rnitigasi lisiko yang dirancang agar
dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang
handal untuk merumuskan inisiatif strategis.
Sehubungan hal tersebut di atas. maka Itjentan
selaku aparat pengawasan intem Kementan.
harus man'rpu mendorong penerapan

manajenren risiko di lingkungan Kementan.
Sesuai dcngan tugrs dan lurrgsi penga',r asan

intem sebagaimana tertuang dalant Peraturan
Mentcri Pertanian (Pennenlan) Nomor 40
Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK), maka Itjentan bertanggung
jawab nrenberikan pembinaan (cor?s u I t ing\ dan
nlemberikan penilaian dan penjarninan sccara
independen (independent assuron(:e) atas
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efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada

prograrnrkegiatan utama dan layanan pertanian

di Kementan kepada pemangku kepentingan
(s t a k e h o I d e r) terkait.

Mandat Kebijakan Terhadap Manajemen
Risiko
Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan
unsur kepercayaan dari masyarakat
(Public Trust). Kepercayaan tersebut dapat

diperoleh dengan melaksanakan tujuh asas

penyelenggaraannegara,yaitu kepastian hukum,
tertib penyelenggaraan negara, kepentingan
umum, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas, dan akuntabilitas. Asas-asas

tersebut harus terepresentasikan dalam bentuk
pelayanan publik yang prima (UU 28 Tahun
1999). Namun, dalam pelaksanaannya bahwa
penyelenggaraan pemerintahan menghadapi
berbagai macam risiko yang sudah seharusnya
dikelola dengan baik dan benar sehingga
pemerintahan dapat dilaksanakan secara

efektif, efisien, transaparan dan akuntabel.
Pasal l3 (l) Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 60 Tahun 2008 mengamatkan bahwa
pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan
penilaian risiko, meliputi identifikasi risiko dan

analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko
pimpinan instansi pemerintah menetapkan
tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada

tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pasal 14 PP 60 Tahun 200tt,
menyatakan bahwa tujuan instansi pemerintah

memuat pcmyataan dan arahan yang spesifik,
terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat
waktu. Tujuan instansi pemerintah wajib
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Dalam rangka mencapai tujuan instansi
pemerintah, pimpinan perlu menetapkan
strategi operasional yang konsisten dan strategi
manajemen terintegrasi dan rencana penilaian
risiko.

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya
dilaksanakan dengan menggunakan: (a)

metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi
pernerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan
secara k,.-rrn prehens il: (b) mekanisme yang
menradai untuk mengenali risiko dari faktor
eksternal dan faktor intemali dan (c) menilai
faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
Selanjutnya, berdasarkan hasil identifikasi
risiko dilakukan analisis risiko untuk
menentukan dampak dari risiko terhadap
pencapaian tujuan instansi pemerintah.
Pimpinan instansi pemerintah harus menerapkan
prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat
risiko yang dapat diterima.

Untuk melaksanakan manajemen risiko
di sektor publik secara ef'ektif diperlukan
suatu pcrubahan signifikan pada budaya
organisasi (mind set dan t'ulture set).
sehingga pengelolaan risiko menyatu dalam
perilaku dan aktivitas seluruh lini organisasi.
Dengan mempertimbangkan persepsi instansi
pemerintah Q) blic settor\ terhadap risiko
dan sumber daya yang tersedia pada instansi,
mengingat manajemen risiko mernbutuhkan
komitmen yang kuat mulai dari pimpinan
puncak sarnpai pegawai tingkat bawah.

Untuk memulainya, diperlukan pemahaman
mendasar tentang risiko, bagain.rana rrenilainya
(.rs,r?,r,rirg rlsl), menangani, monitor dan

evaluasi serta mengomunikasikannya. Langkah
lebih lanjut adalah melakukan uji coba (pllol

/,/1,1(1 7J atau asistensi implernenlasi manajemrn
risiko pada unit kerja.

Sehagai l, i I t, t l \1 ) i(.c/ penerapan manajemen
risiko, dibutuhkan counterpart dari pihak
unit kcrja agar implententasi manajernen
risiko dapat berjalan dengan baik dan terlaga.
Akhimya manajemen risiko bukan sekadar
proses mekanistis, melainkan menjadi budaya
di instansi sektor publik. Jika seluruh instansi
sektor publik sudah menerapkan manajemen
risiko dengan benar pada unit kerja masing-
masing, maka diyakini pelayanan publik akan

lebih optimal, transparan dan akuntabel.
Pasal 55 (4) Undang-Undang Nomor I

Tahun 2004 mengamanatkan bahwa Menteri/
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pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang memberikan pernyataan
bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) tetah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan akuntansi keuangan telah
diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan. Selanjutnya, pasal 2 (l)PP Nomor
60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai
pcngelolaan keuangan negara yang efektif, elisien,
transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan
lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan berpedoman pada Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan
yang memadai bagi tercapainya ef'ektivitas dan
efisiensi pencapaian tujuan pcnyclcnggaraan
pemerintahan negara, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP
terdiri atas unsur: (a) lingkungan pengendalian;
(b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d)
informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan
pengendalian intem. Penerapan unsur SPIP
dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral
dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Peran I nspektorat Jenderal
Itjentan selaku aparat pengawasan internal
mempunyai peran strategis dalam penerapan

manajemen risiko di lingkungan Kementan
dengan memberikan penjaminan (ossurance\ dan
konsultansi (r'onsulting) terhadap pelaksanaan
program/kegiatan utama dan layanan pertanian
telah dilaksanakan secara efcktif, efisien,

WAWASAN

transparan dan akuntabel. Sejalan dengan
peran tersebut di atas, maka ltjentan harus
mampu mendorong seluruh pimpinan
lingkup Kementan wajib menggunakan
metodologi identifikasi risiko sebagai dasar
untuk penetapan tujuan, keluaran (ollpal)
dan proses bisnis (hrrsfucs"r process) pada
tingkatan program/kegiatan utama dan
layanan pertanian secara komprehensif.

Hal yang penting, bahwa sejak
identifikasi risiko dan analisis risiko
perlu memperhatikan lhktor-faktor
ekstemal dan fhktor-faktor internal dengan
menggunakan pendekatan dan mekanisme
yang konstruktil. serta memperhatikan
tbktor lain yang dapat meningkatkan
risiko telah dilaksanakan secara memadai.
Tahapan{ahapan yang perlu diperhatikan
dalam proses penerapan manajenten risiko
sebagaimana disajikan pada gambar l.

Berdasarkan gambar I di atas diuraikan,
bahwa proses manajemen misiko
merupakan penerapan kebrjakan, prosedul
dan praktik manajemen yang bersifht
sistematis atas aktivitas komunikasi
dan konsultasi, penetapan konteks,
identifikasi risiko. analisis risiko. cvaluasi
risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan
(monitoring) dan reviu. Proses Manajemen
Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran
manajemen maupun segerap pegau ai

di lingkungan Kementan harus menjadi
bagian yang terpadu dengan proses

manajemen secara keseluruhan, menyatu
dalam budaya organisasi, dan disesuaikan
dengan proses bisnis organisasi. Secara
garis besar proses manajemen risiko
dilaksanakan melalui tahapan berikut:
l. Komunikasi dan Konsultasi,

komunikasi dan konsultasi dilakukan
di setiap tahapan Proses Manajemen
Risiko, baik kepada para pemangku
kepentingan internal maupun
pemangku kepentingan ekstemal;

2. Penetapan Konteks, dilakukan
dengan cara menjabarkan ruj uan-

t
aa
c

Gambar I Alur Proses Mafiemen Risiko
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mendefinisikan parameter internal dan

eksternal yang akan dipertimbangkan
dalam mengelola risiko, serta menetapkan

cakupan dan kriteria risiko untuk proses

selanjutnya;
3. ldcntilikasi Risiko, dilakukan dcngan cara

mcngidentilikasi keiadian. penyebab, dan

konsekuensi dari peristiwa risiko yang

dapat rrenghalangi, menurunkan, atau

rnenunda pencapaian tujuan orgurtisasi I

4. Analisis Risiko. dilakukan dengan cara

menentukan tingkat konsekuensi dan

tingkat kemungkinan terjadinya risiko
berdasarkan kriteria risiko, dengan

mempertimbangkan keandalan sistem
pengendalian yang ada;

5. Evaluasi Risiko, dilakukan untuk
membantu dalam pengambilan keputusan

mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya
penanganan risiko lebih lanjut serta

penentuan prioritas penanganannya;

6. Mitigasi Risiko (Penanganan Risiko),
dilakukan dengan mengidentifikasi
berbagai pilihan mitigasi risiko yang

mungkin diterapkan dan memilih satu atau

lebih pilihan mitigasi risiko yang terbaik,
dilanjutkan dengan penyusunan rencana

mitigasi risiko, dan pelaksanaan rencana

mitigasi tersebut;
7. Pemantauan (monitoring) dan Reviu,

dilakukan terhadap seluruh aspek dari
proses manajemen risiko.

Rumusan Strategi
Stavros. Coopenider. dan Keliy (2003)

nrenawarkan konsep SOAR (S,l?ngths.

Opporlunilies, Aspirdlions. Rc,ra/Li7 sebagai

altenratif atas analisis SWOT lStrengths.
lleuknass. On)orlunilics, Threul), melali
pendekatan Appreciel it't! Inqtrir.r' (Al). SOAR
akan me mbanlu indir idu rnruprrn otganisasi

dalam menentukan stralegi dan tnemahami
kapasitasnya untuk meningkatkan tim, individu
nraupun perlbnla organisasi.

Dalam kerangka kerja SOAR, melibatkan
scbanyak mungkin slctkcholder, yang

didasarkan pada integritas para anggotanya.
lntegritas menjadi unsur yang sangal penting
karena para stakeholder harus menyadari

asumsi-asumsi dasar yang menladi penggerak

bagi para pemimpin organisasi. SOAR terdiri
dari empat elemen, yaitu:
1. Strength (S) merupakan segala sesuatu yang

menjadi kekuatan dan kemampuan terbesar
yang dimiliki, berupa anggaran, SDM, aset

(baik aset yang berwujud maupun aset yang

tidak berwujud), serta prasarana dan sarana

yang mampu mendukung keberlangsungan
pelayanan dan peningkatan kinerja
organisasi. Kekuatan (Strength) akan terus

diken:bangkan demi kema.j uan

organisasi maupun individu di
masa depan;

2. O p p o r t u n i I i e s

(O) merupakan bagian

dari lingkungan eksternal
yang harus dianalisis agar

mudah memahami apa yang

harus dilakukan agar dapat

dimanfaatkan. Peluang
(Opporlunities) akan
memberikan manf'aat bagi
organisasi, dengan harapan
organisasi tersebut mampu
meraih peluang tersebut

t.
I

I
L

Itvlu. x,ll,
xxuuxl

iahth\.b o0.n$l

i{radtd.hiAo, oo,
t-l
I
I

Gambar 2. Alur/Pola Pikir Membangun Budaya Peduli Risiko Pada Program/

Kegiatan Utama dan Layanan Pertanian
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dengan berbagai pertimbangan (regulasi,
valrc organisasi, SDM, strategi, dan
inovasi);
Berdasarkan rumusan strategi SOAR di
atas dan dengan mernpetimbangkan aspek
Strength yang dimiliki oleh Inspektorat
Jenderal, maka strategi penerapan

manajemen risiko yang ditawarkan dalam
artikel ini adalah Oppornnities dan Result
(OR), yaitt: Strategi membangun budaya
peduli risiko pada program/kegiatan utama
dan layanan pertanian melalui penerapan

manajemen risiko sebagaimana amanat
Permentan Nomor 38 Tahun 2021 dengan
menggunakan aplr,kasi "Agri('ulture Risk

Mdnagement Sysren (ARMS)". Strategi
lebih diarahkan untuk: (a) Peningkatan
efektivitas tata kelola kinerja program
dan keuangan: (b) Peningkatan maturilas
penyelenggaraan sistem pengendalian
intern di lingkungan Kenrentan; (c)
Implementasi audit berbasis risiko; (d)
Pencegahan korupsi dan bebas KKN dan
(e) Peningkatan kualitas pemantauan
tindak lanjut hasil pengawasan internal dan

ekstemal.

Dalam rangka menumbuhkan budaya
peduli risiko pada program/kegiatan utama dan
layanan pertanian, maka Inspektorat Jenderal
perlu melakukan langkah-langkah berikut:
l. Mendorong dan mengawal

ditindaklanjutinya amanat Permentan
Nomor 3li Tahun 2021, bahwa pirnpinan
wajib membangun budaya peduli risiko
pada program/kegiatan utama dan layanan
pertanian. Adapun hasil k)utcomes) yang
diharapkan adalah manrpu memberikan
nilai tambah (volue qdded) tumbuhnya
budaya peduli risiko di lingkungan
Kementan;

2. Mendorong dan mengawal penerapan

sislem reword ond punishmenl tntuk
memberikan penghargaan (apresiasi)
kepada mereka yang mengelola risiko

dengan cepat, tepat dan akurat;
3. Aspirations (A) merupakan harapan,

visi dan misi yang ingin dicapai guna
membentuk kepercayaan diri terhadap 3.
produk, pasar dan hal apapun yang
dikerjakan demi mencapai visi yang
diharapkan sehingga muncullah perasaan
positif dan semangat dalam meningkatkan
kinerja serta pelayanan;

1. Results (R) merupakan hasil-hasil yang
ingin dicapai dalam perencanaan strategis,
guna mengetahui sejauh mana pencapaian
dari tujuan yang telah disepakati bersama.

Agar para anggota organisasi rnerasa

lermotivasi dalam usaha mencapai tujuan
yang telah ditetapkan ini, maka perlu
dirancang sistem pengakuan (recognil ion)
dan reward yang menarik.

Simpulan dan Saran
Berdasarkan beberapa uraian di atas,

disimpulkan beberapa hal berikut:
l. Pentingnya penilaian risiko dan kegiatan

pengendaliannya dari rnulai pcrencanaan.
penetapan tujuan program/kegiatan
utama dan layanan pertanian sebagai

dasar pengambilan keputusan (de< ision
makingl yang tepat bagi pimpinan rnelalui
penerapan manajemen risiko mengikuti
kerangka model konsekuensi penggunaan

sistem pengukuran kinerja yang dimaknai
sebagai penetapan standar, target dan
tujuan organisasi sekaligus sebagai kriteria
pelaksanaan audit intern, dan sarana
penyelenggaraan sistem pengendalian
intem, serta akuntabilitas kinerja guna
menghasilkan infomasi kinerja yang
memadai untuk mendukung pengambilan
keputusan strategis manajerial ;

2. Membangun model pengendalian risiko
perlu dilakukan guna memastikan bahwa
pengambilan keputusan manajerial telah
dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian

Qtrudent) dengan mempertimbangkan
aspek-aspek risiko yang telah dianalisis
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dengan baik. Penilaian kinerja harus

nrernpertimbangkan penerapan Manajemen
Risiko yang telah dijalankan oleh organisasi.
Pemberian sistern penghargaan harus setara

dan sepadan dengan kesuksesan penerapan

manajemen risiko oleh suatu organisasi.
3. Membangun dan menerapkan alur pikir

budaya peduli risiko pada program/
kegiatan utanta dan layanan penanian

dapat gambarkan pada gambar 2, berikut:

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan
bahwa Inspektorat Jenderal melalui tugas dan

firngsinya rnelalui audit. reviu. pemantuan,

evaluasi, pengawalan dan kegiatan pengawasan

lainnya memberikan pembinaan dan penilaian

berdasarkan C'ora Volue BeTAKHLAK
terhadap program/kegiatan utanla dan

layanan yang direncanakan hingga capaiarr

kinerla apakah tliselenggarakan berdasarkan
manajenren risiko yang baik dan memadai.
Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai

dasar pemberiarl ravtud dan punishment

bagi pimpinan yang telah berkonritmen
membangun budaya peduli risiko pada unit
kerjanya secara konsisten dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka
l. Undang-Undang Nomor 28 Tqhun

1999 Tenlqng Penyelenggaruan
Pemarintohan Yang Bersih dun bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepolisme:
2. Undang-Undong Nomor I Tahun

2004 kntang Perbendaharaan;
3. Peraturan Pemerinlah Nomor

60 Tahun 2008 Tentdng Sistam

Pengendalian lntern Pemerinlah:
4. Perotttran Badan Pengawusan Keuangan

dan Pembangunan Republik lndonasia
Nomor 4 Tahun 2021 Tenlang Munajemen
Risiko di Lingkungan Badun Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan,'

5. Peral ran Mcnteri Keuangan
Republik lndonesia Nomor 12/
PMK.09/2016 Menimhung Tentang
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Penerapan Manajemen Risiko di
Lingkungan Kemenlerian Keuangan;

6. Peroturan Deputi Kepala Badan
Pe ngowosa n Ke uu nga n da n Pe m bun gLr n a n

Bidang Akuntan Negara Nomor l4 Tahun

2019 Tentong Pedoman Peneropan
Manajemen Risiko di Lingkungan Badan
Usaha Milik Negara

7. Maleri Merancang Provek Perubahan
Pada PKN ll Angkatun XVIll, Lernbaga
Administrusi Negara (LAN), 2021 ;

8. Meteri Otgani.sasi vang Adaplil pada PKN
ll Angkatan XVlll, Lembaga Administrctsi
Negara (LAN), 2021 :

9. Materi Kepemimpinan Kew,irqusahatut
pado PKN Il Angkatan XVlll, Lembuga
Administrasi Negara (LAN), 2021 ;

10. Mttteri Organisasi Pembelajaron pada
PKN ll Angkotan XVlll. Lenbago
Administrasi Negara (LAN), 2021 :

ll. Materi Dialog Strolegis padq PKN ll
A ngkatan XVI I l, Lem baga Adm inis t rus i
Neguro (LAN). 2021 :

12. Materi Marketing Sektor Publik pada PKN
Il Angkatan XVIll, Lembogct Admini,stusi
Negara (LAN), 2021;

13. Rencana Slrqtagis ln:tpeklorat Jenderel
Kemcnleriqn Perluniun hhun 2020-2024.
Tahun 2020

14. Stavos, J. M., & Sqint, D. (2010). SOAR:
Linking slrateg,- ancl OD to sustuinable
pe rfbr m a n c c. Prq c I i c i ng otgo n i zot i on

development: A guide ./br leuding t hunge,

3.377- 391.

15. David Cooperrider (1995), lntroduction to

Apprecialive lnquirl ( 1995)
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t-)

Ir

Implementasi Budaya Kerja
Humas Pemerintah

Oleh lrrdrastari Sintir Lrksmi

PraDirta Humas Ahli Mudir

Core Value BerAhklak sebagai dasar implementasi penguatan budaya kerja humas

sebagai garda terdepan dalam lembaga/kementerian dapat membeikan pelayanon

informasi bagi masyaraklt dengan birokrasi yang tidak berbelil-belil untuk mem-

berikan kepuasan kepada ralryal alau masyarakat sehingga dunia pemerinlah
memperoleh citra posilif dari publik

Pendahuluan
Berdasarkan nilai nilai dasar ASN sesuai

dengan Undang-undang nomor : 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Presiden
RI Joko Widodo meluncurkan (trc Values

BeTAKHLAK dan #bonggumeluwtni bungsa#
emplo.t,er brunding bagi Aparat Sipil Negara
(ASN) seluruh Indonesia- Aparatur Sipil
Negara (ASN) kini memiliki Nilai-Nilai Dasar
(Core l/ulues) untuk menjadi pendorong atau
penyemangat bagi seluruh ASN baik di pusat
maupun daerah agar terus memiliki sen'langat
dan kemampuan yang tinggi dalanr menrberikan
pelayanan yang terbaik dan berkualitas baik
sebagai abdi negara, abdi pemerintah maupun
sebagai abdi masyarakat.

Nilai-nilai dasar atau yang dike:ral sebagai
Core Volues ASN "BeTAKHLAK" merupakan
akronim dari Berorientasi pelayanan,
Akuntabel. Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif, dan Kolaboratif dan diluncurkan
dengan tujuan menyeragarnkan nilai-nilai dasar
ASN di Indonesia.

Mampukah para Aparatur Sipil Negara
(ASN) tidak terkecuali humas pemerintahan
harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai
dasar yang dimaksud dengan terarah untuk

Budaya Kerja Humas Harus BeTAKHLAK
Budaya kerja nrenurut beberapa ahli antara

lain : Sulakso (2022) budaya kerja merupakan
tha wo.y we arc rkting here atau sikap dan
perilaku pegawai untuk melaksanakan tugas.
Maka dari itu, setiap proses atau f'ungsi kerja
harus memiliki perbedaan dalarn bekerja yang
mengakibatkan munculnya keberagaman nilai-
nilai yang sesuai untuk diambil, dalam rangka
ke{a organisasi.

Adapun Mangkunegara (2005) yang
berpendapat bahwa budaya kerja merupakan
perangkat asumsi atau sistem keyakinan,
nilai, dan norrna yang dikembangkan dalam
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rnendukung produktivitas. disiplin. loyalitas,
nroral dan budaya kerja dalam organisasi.

Ditengah berbagai perubahan yang terladi
saat ini rnendorong humas pemerintah dalam
organisasi harus bergerak cepat guna mampu
nrenyesuaikan diri dengan berbagai perubahan
yang terladi. Hadirnya nilai-nilai dasar seperti
yang disebutkan diatas akan mampu menjadi
kekuatan atau inspirasi bagi seluruh tenaga
humas untuk tumbuh rnaju dan berkembang
seirama dengan perubahan dan perkerrbangan
yang terjadr.
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suatu organisasi yang dapat drjadikan sebagai
landasan tingkah laku anggota, untuk mengatasi
rnasalah adaptasi eksternal maupun integrasi
internal.

Triguno (2003) nrengemukakan, bahwa
budaya kerja merupakan suatu fhlsafhh yang
berlandaskan pandangan hidup sebagai nilai-
nilai yang menjadi sifat. kebiasaan dan kekuatan
pendorong, membudaya dalam keh idupan
stulrr kelornpok rnasyarakat illflu ()rganis0si.
kenrudian cernrinan tersebut muncul dari
sikep nrenjadi perilakLr. kepcrcayaar. cita-cita.
pendapat sefla tindakan yang teruujud sebagai
kelja atau bekcla.

Dari hasil bebcrapa pcngertian diatas
sehingga dapat diartikan budaya kerja adalah
sehagrri lrasil cipta. rasl. darr karsa rnanusia yang
dikcrtthartgkart drlarn suatu orgarrisrsi. guna
menyelaraskan sikap" perilaku, dan aktivitas
yartr herlangsrrng tlllunr srratu organisasi
(lingkungan kerja), agar terjadi suasana yang
rrengakar (positil) dalam lingkungan kerja
tersebut.

Humas sebagai garda terdepan dalam
penyampaian inlbrmasi kepada publik, hurnas
memiliki peranan yang cukup penting dalam
penginrplementasian undang-undang tersebul.
Terlebih lagi undang-undang ini mewajibkan
setiap badan publik untuk menjanrin tersedianya
informasi publik yang terbuka untuk publik
dan dapat diakses secara cepat, tepat \\'aktu,
biaya ringan dan dengan cara sederhana dengan
adanya undang-undang keterbukaan inlomrasi
publik, humas dituntut bisa bekerja prof'esional.
Terutama dalam rnemberikan pemahaman
kepada masyarakat. tentang kegiatan apa
yang dilakukan pcmerintah, baik melalui
dokumentasi internal maupun penyampaikan
ke publik baik langsung rnaupun melalui media
nrassa dan elektronik.

Keberadaan humas pemerintah (G(rr)e rn me n I
Publit Relutions ) menjadi isu yang rnengemuka
saat ini, dimana revitalisasi merupakan usaha
yang tepat untuk meningkatkan pelayanan
infbrrrasi publik yang lebih baik. Oleh karena
di tataran pemerintah pusat dan daerah kerap
terjadi miss konrunikasi dan infbnnasi kepada
masyarakat. banyak tahap-tahap pembangunan
yang semestinya diketahui masyarakat

kenyalaannyatidak diketahui secara transparan.
Bahkan sebaliknya, dengan dinamika media
komunikasi ke berbagai bentuk sosial nredia
membuat isu-isu positif perrerintahan
"tcrhenam" dengan in lormasi lain.

Hunras harus dapat menerapkan satu metode
komunikasi yang baik untuk menciptakan citra
positif dari mitra organisasi pemerintah atas
dasar menghorrnati kepentingan bersama.
Pcmbentukan Hurnas berf'ungsi untuk
menter.jemahkan kebijakan kepad,a intarn
(pegawainya) atau nrasyarakat (pLrblik) dan
untuk memonitor sctiap sikap dan tingkah laku
publik untuk disanrpaikan kepada pinrpinan di
dalam suatu institusi sebagai bahan pengambil
kcputrrsan. Sebagri juru bierrl pirnpinarr.
merupakan tugas yang wajar dilakukan oleh
Pcjabat Humas, karena di institusi manapun
hunraslah juru bicara resnrinya.

Dalanr menghadapi ASN untuk nrendukung
untLrk Visi h.rdonesia Maju, Strategi Akselerasi
Transfbrmasi ASN dan Penguatan Budaya
Kerja dan Emplo.ver Brunding terdapal tiga
tantangan yang dihadapi para ASN. Tantangan
pcnama yaitu tathnologv disruption. dimana
kita harus menghadapi perLtbahan dari
tr.tdilionol industt:' ke industn,4.0 . Kedua
yaitu rnillenials disruption. Total millennials
akan mecapai '701o dari total populasi di
tahun 2030. Kita harus siap dihadapkan pada
teknologi canggih untuk memenuhi kebutuhan
millcnnials sehingga persepsi terhadap ASN
bisa terwujub dengan baik. Tantangan yang
ketiga yaitu pondcmic disruptkm. Pandemi
yang terjadi saat ini nrengharuskan kita untuk
bisa bekerja dan melakukan segala sesuatu di
berbagai macam ternpat sehingga diperlukan
akselerasi transfonnasi digital.

Emplo.t'er hrunding ASN adalah "Bangga
Melayani Bangsa". Untuk mewujudkannya
dipellukan strategi untuk akselerasi
translornrasi ASN. Strategi tersebut adalah
penguatan budaya kerja dan emplo.t'cr brurulin6i.
percepatan peningkatan kapasitas SDMA,
peningkatan kinerja dan sisterr penghargaan,
pengernbangart lalcntJ dan karir. percepatan
transfbrmasi digital dan perancangan
jabatan, perencanaan dan pengadaan. Sesuai
dengan corz lzrlle BeTAKHLAK yang telah
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diluncurkan oleh Kementerian PANRB pada
tanggal 27 Juli 2021 bahwa semua Aparatur
Sipil Negara (ASN) harus bekerja berdasarkan
nilai-nilai dasar antara lain :

l. Berorientasi Pelayanan
2. Memaharni dan memenuhi kebutuhan

masyarakat
3. Ramah, cekatan, solutif dan dapat

diandalkan
4. Melakukan perbaikan tiada henti

A kuntabel
l. Melaksanakan tugas dengan j,,ju.,

bertanggungjawab, cermat, disiplin dan
berintegritas tinggi

2. Menggunakan kekayaan dan barang milik
negara secara berlanggungjawab, efektif
dan efisien

3. Tidak menyalahgunakan kewenangan
jabatan

Kompelen
l. Meningkatkan kompetensi diri untuk

menjawab tantangan yang selalu berubah
2. Membantu orang lain belajar
3. Melaksanakan tugas dengan kualitasterbaik

Harmonis
l. Menghargai setiap orang apapun latar

belakangnya
2. Suka menolong orang lain
3. Membangun lingkungan kerja yang

kondusif

Kolaboratif
l. Memberikan kesempatan kepada berbagai

pihak untuk berkontribusi
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk

menghasilkan nilai tambah
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai

sumberdaya untuk tujuan Bersama

WAWASAN

l. Memegang teguh ideologi Pancasila,
Undang-undang Dasar Negera Republik
Indonesia tahun 1945. NKRI serta
pemerintahan yang sah

2. Menjaga nama baik sesame ASN,
Pimpinan, Instansi dan Negara

3. Menjaga rahasiajabatan dan negara

Dengan nilai-nilai budaya kerja
tersebut, seorang tenaga humas lebih
bertanggungjawab dan akuntabel dalam
mempergunakan sunrberdaya dan
menjalankan kewenangannya. Dan untuk itu
kita tidak dapat bekerja sendiri sendiri harus
berkolaborasi antara lembaga/kementerian
lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu,
lintas profesi.

Kesimpulan
Keberhasilan core volues dan employar

brctnding ini dapat dilihat dari transfbrrrasi
budaya kerja tenaga ASN khusunya untuk
tenaga kehumasan yang rnemiliki motivasi,
kreativitas. dedikasi, serta kemampuan
dan komitmen yang tinggi. Budaya kerja
merupakan sikap dan perilaku individu serta
kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang
diyakini kebenarannya dan telah menjadi sif'at
serta kebiasaan dalam menjalankan tugas dan
pekerjaan sehari-hari. Sehingga kita bisa
bergerak lebih cepat dan sinergis untuk bisa
menjalankan apa yang sudah dicanangkan
Presiden melalui core volues BeTAKHLAK.

Daftar Pustaka
l. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

tentqng Aparatur Sipil Negara
2. h t t ps: //radarsemorang.j awapos.com/

artikeI/opini/202 2/08/0I /mewuj udkan -
hu mos -ya n g- be rn i I a i - bu daya/

3. E MenPAN RB No. 20 Tahun 202 I tentang
lmplemenlasi Core Values BeTAKHLAK
dan Employer Branding ASN

4. https: //www.menpan. go. id/s ite/berita-
t er ki n i /u k ur-t in g ka I - ke s e h ot an - b u d ay a -
o rgan isas i- kemenlerian-pan rb-ge lar-
,survei-berakhlak

Adaptif
l. Cepat menyesuaikan

perubahan
2. Terus berinovasi dan

kreativitas
3. Bertindak proaktif
Loval

diri menghadapi

mengembangkan
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Oleh: Edi Puspito, Anggie Nur Fitrianti, dan Adi Britanianto

Komtrnikasi orgonisasi mentpctkan pertukaran inlbrmasi antara pimpinan clan
bau,ahun, dan onlor anggoto dengon level yang sama (sejawat). Komunikasi

organisasi bersifal kompleks don rumit. Kontunikasi ,-ang elbktil n?enjudi kun('i
kt' berhas i Ian orgun isas i.

lnteraksi antar anggota dapat diciptakan
dengan adanya proses komunikasi yang
membentuk suatu organisasi (Ridwan et
al., 2010). Proses komunikasi merupakan
suatu metode dimana pengirim pesan dapat
rnenlampaikan pesan kepada penerima pesan

tersebut melalui tahap pengumpulan ide,
encode. lransmit, receiver, detode, dan use
(Abijaya et al., 2021). Bahkan organisasi adalah
komunikasi, sebab baik dengan kesadaran diri
maupun tidak, setiap anggota organisasi harus
melakukan komunikasi.

ooo

,.;,,,,' 
".

Komnunflkasfl

Pendahuluan
Organisasi, dari beberapa literatur,

dapat diterjemahkan sebagai suatu lembaga
( institusi t. dan sebagai proses pengorganisasian
sebagai salu diantara lungsi manajemen.
Setidaknya ada 6 (enam) unsur organisasi.

laitu anggota organisasi )ang masing-
masing memiliki kedudukan, ketjasama,
tujuan organisasi, lingkungan (sosial, budaya,
ekonomi, dan teknologi), peralatan (sarana.

budget, dan barang modal), dan komunikasi.
Setiap unsur organisasi saling terikat dan
saling mempengaruhi sebagai sebuah sistem,
diatur dengan serangkaian tata tertib dan
kewenangan, hak, serta tanggung jawab.
Dalam tulisan ini, bahasan akan dilihat dari
perspekti f komunikasi, bagaimana kornunikasi
menentukan keberhasilan suatu organisasi
mengelola dirinya untuk mencapai tujuan
bersama.

Permasalahan
Komunikasi organisasi berisi tentang

mengirim dan menerima informasi dalam
organisasi yang kompleks yang meliputi
komunikasi intenral, hubungan interpersonal,
hubungan serikat manajemen, komunikasi

\tt"
"UnLJ /"t/



antara atasan dan bawahan. komunikasi antara

bawahan dan atasan, komunikasi horizontal
dengan orang-orang pada level yang sama
(sejawat), pertukaran keterampilan dan bahasa

lisan, mendengarkan, menulis, serta pertukaran

evaluasi program (Abijaya et al.. 2021 ).
Adapun elbktivitas organisasi adalah keadaan

suatu organisasi yang merupakan sistem

sosial dengan segala sumber daya dan sarana

lenentu yang lerscdia nremenuhi tu-iuan tanpa
pemborosan dengan menghindari ketegangan
yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya
(Rivada,2019).

Pertanyaanya adalah bagaimana komunikasi
organisasi yang mampu rnendukung pencapaian

target organisasi'?

Pembahasan
Komunikasi organisasi bersifat unik

Sumber daya nranusia sebagai anggota
organisasi mempunyai perbedaan dalam
sikap dan pengalaman (Suntriani, 2013).
Perbedaan tersebut menyebabkan tiap individu
yang rnelakukan kegiatan dalam olganisasi
mempunyai kemampuan kerja atau kinerja
yang masing-rnasing berbeda juga (Yusnita,

2020). Dengan begitu, sebuah organisasi
harus memiliki interaksi di antara anggotanya
(Abrjaya et al., 2021 ).

Komunikasi organisasi teladr pada jaringan

kerjasama yang besar meliputi seluruh aspek,

baik komunikasi interpersonal dan organisasi.
Komunikasi interpersonal membahas mengenai
hubungan antar individu sedangkan komunikasi
organisasi rnembahas topik-topik seperti

struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar
manusia. komunikasi. sena proses organisasi
dan budaya organisasi (Najih, 2017).

Komunikasi sebagai kunci keberhasilan
organisasi

Keberhasilan pencapaian tujuan sebuah

organisasi ditentukan oleh komitmen yang
tinggi pada anggota organisasi sehingga dapat
menghasilkan kinerja yang optimal. Dengan
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komitmen yang tinggi selayaknya keberhasilan
organisasi dianggap sebagai keberhasilan
pribadinya, serta masalah organisasi dianggap
sebagai masalah pribadinya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di
dalam lingkup organisasi memerlukan proses

komunikasi sebagai sumber informasi dan
penunjang proses kegiatan antara setiap individu
dengan individu lainnla atau dengan organisasi
yang berada di dalam organisasi. Komunikasi
menjadi proses awal dan akhir dalam kegiatan
berorganisasi. baik kegiatan manajerial
maupun kegiatan operasional. Pertukaran
intbrmasi menjadi kunci utama dalam setiap
kegiatan (Saraswati et al., 2021). Hal itulah
yang menuntut kepada setiap angota organisasi
untLrk menrhami budaya organ isas inya.

Kualitas komunikasi pimpinan-bawahan
menentukan produktir itas organisasi
Berdasarkan penelitian Barumsan (2012) pada

Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Lampung,
komunikasi anlara pemimpin dan bawahan
akan membuat et'ektivitas dan produktivitas
organisasi menjadi lebih besar. Hambatan
dalam komunikasi dapat diperkecil dengan
meningkatkan hubungan anlara pemimpin
organisasi dengan bawahannya melalui
kemampuan pemimpin organisasi dalam
berkomunikasi antara satu dengan lainnya.

Efektivitas komunikasi organisasi
Menurut Ef'endi (2016), komunikasi

organisasi merupakan proses penyampaian dan
penerimaan pesan dalarn sebualt organisasi yang
berkenaan dengan tugas dan dapat melahirkan
interaksi untuk menciptakan, memelihara,
serta mengubah organisasi. Interaksi tersebut
terbentuk sebagai akibat dari penciptaan saling
ketergantungan antar individu dalam organisasi.

Ef'ektivitas komunikasi organisasi oleh
pimpinan merupakan salah satu faktor yang
berpengaruh signifikan tcrhadap kincrja
karyawan (Najih, 201 7). Komunikasi dianggap
lancar dan e[ektil' apabila mencapai lujuan
untuk memastikan peningkatan berkelanjutan
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atau peningkatan kualitas dalam kinerja
organisasi dan sumber daya manusia (Abiiaya
et al.. 2021). Komunikasi organisasi yang
efektif menghasilakn kualitas kinerja yang
baik (Adlen et al., 2018). Efektivitas dalam
komunikasi organisasi akan mendorong
terjadinya hubungan yang positif terhadap
rekan kerja, keluarga dan sesama anggota
organisasi.

Hubugan yang positif ini menyebabkan
pihak-pihak yang saling berkomunikasi
merasakan memperoleh manfaat dari
komun ikasi tersebut sehingga lercipta
hubungan timbal balik yang baik. Dengan
adanya elektir itas komunikasi organisasi.
komunikasi antara pemimpin dan bawahan
akan membuat ef'ektivitas dan produktivitas
organisasi menjadi lebih besar. Selain itu,
hambatan dalam komunikasi dapat diperkecil
dengan meningkatkan hubungan antara
pemimpin organisasi dengan bawahannya
melalui kemampuan pemimpin organ isasi

dalam berkomunikasi antara satu dengan

lainnya (Barusman, 20 I 2).
Ef'ektivitas komunikasi organisasi akan

menumbuhkan inovasi (Najih, 2017), berperan
besar terhadap pengembangan sistern di dalarn
sebuah organisasi dengan menggunakan
prinsip-prinsip manajemen yang modem
dan berorientasi pada perbaikan mutu untuk
menyempumakan sebuah program yang

dijalankan organisasi tersebut.
Komunikasi organisasi yang efektif ditandai

pemahaman terhadap program/kegiatan dan

layanan oleh anggota. Di sisi lain, komunikasi
organisasi yang tidak berjalan efbktif akan
mengakibatkan penyampaian inlbrmasi
program kerja yang kurang memuaskan
sehingga menghambat saluran komunikasi
dan kesalahan kornunikasi dapat memberikan
hasil lang kurang baik dalam pencapaian

sasaran (Mahendrawati, 2016) serta terdapat
nriskomunikasi saat proses komunikasi terjadi
pada sebuah organisasi j ika lokasinya berjauhan
(Widiastuti et al., 2015).
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lndikator Ulektivitas Konrunikasi
Organisasi

Indikator yang memengaruhi el'ektivitas
komunikasi organisasi (Kriyantono, 2010
dan Ningsih et al., 2013), meliputi Iklim
Komunikasi ditandai rasa empati dalam
berkomunikasi: kecermatan dalam analisis
dan perhatian pada detail hasil pekerjaan,

keterbukaan sikap. pengembangan inor asi

dan keberanian mengambil risiko dari anggota
organisasi, kemitraan antar bagian dalam proses
pembuatan keputusan Bersama, dan terdapat
inovasi, agresivitas, dan dan keberanian dalam
mengambil risiko.

Kepuasan Organisasi yang ditandai, yaitu
kepuasan dari kompensasi serla insentif dari
hasil pekerjaannya, kepuasan dari komunikasi
yang baik dari pimpinan kepada bawahannya
sehingga menjadi suatu motivasi bawahan untuk
lebih berpartisipasi terhadap pekerjaannya,
kepuasan dari stabilitas dalam bekerja, kepuasan

dari komunikasi antaryribadi, kepuasan dalam
pengaliran materi. kepuasan dalam pemilihan
media (Adlen et al.,20lti).

Penyebaran Inlormasi (Mahendrawati,
2016), beban informasi yang dilihat dan jumlah
intbrmasi yang dapat diterima oleh anggota
organisasi, ketepatan I nlbrmasi ditandai dengan

ketepatan respon. butlaya organisasi yang
menimbulkan perasaan atau ikatan yang kuat
pada diri pegawai suatu organisasi (Yusnita,

2020).

F aktor ]'ang Mempengaruhi El'ektivitas
Komunikasi 0rganisasi

El'ektivitas merujuk kepada tujuan dan

hasil. Besar kecilnya tingkat efektivitas
dilihat dari kesesuaian antara tujuan dengan

hasil yang didapat dari proses komunikasi
tersebut. Mahcndrawati (2016) mendefinisikan
ef'ektivitas organisasi merupakan suatu keadaan
yang rnenunjukkan tingkat keberhasilan
atau kegagalan kegiatan manajemen dalam
mencapai tujuan, sedangkan komunikasi
adalah sebagai proses penyampaian pesan oleh



komunikator kepada komunikan melalui media
yang menimbulkan akibat tertentu.

Adapun beberapa laktor yang dapat
mempengaruhi efektivitas komunikasi
organisasi adalah Saluran Komunikasi
(Mahendrawati, 2016), Struktur Wewenang
(Ridwan et al., 2010, Ningsih et al., 2013),
Latar Belakang Pihak di dalam Komunikasi
(Mahendrawati, 2016), Kemampuan
Komunikasi Komunikator (Abijaya et al.,
2021), Konteks Komunikasi (Rivada, 2019),
Media Komunikasi (Abijaya et al.. 2021,
Abijaya et al., 2021), Tingkat Kedekatan
Komunikator dan Komunikan (Rivada, 2019).
Selain itu, terdapat keterbukaan sikap dimana
dapat menerima masukan dari orang lain, serta

berkenan menyarnpaikan in formasi penting
kepada orang lain antara komunikator dan
komunikan (Ningsih et al., 2013).

Kesimpulan
Efektivitas komunikasi sangat bergantung

tidak hanya kemampuan dalam bertukar pesan,

namun dituntut untuk memahami karakteristik
komun ikan. Keberhasilan organ isasi

ditentukan oleh elektivitas komunikasi dari
anggotanya. Pencermatan terhadap fhktor
yang mempengaruhi efektivitas komunikasi
organisasi hendaknya menjadi isu yang menjadi
perhatian semua anggota organ isasi.
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BeTAKHLAK
Dibutuhkan Aktualisasi

Sejak tanggal 27 Juli 2021 tahun
lalu, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) meluncurkan

Core Values (BeTAKHLAK)
dan Employer Branding

(#banggamelayanibangsa) baru

bagi Aparatur Sipil Negara
(ASN). Core Vulue dan Employer

B randing tersebut diresmikan
langsung oleh Presiden Joko

Widodo dikenalkan sebagai Corz
Znlzres ASN dan sebagai Employer

Branding bagi seluruh ASN di
I ndoncs ia.

Kata Kunci: ASN, Core Value

ASN, Emplover Branding ASN,
dan Aktualisasi
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Oleh Heni Nugraha

f'l elang 31tiga) bulan t23 2b Oktober

\ UoZt). lnspekloral Jenderal melakukan

LJ sosialisasi langsung ct)re rir/lt'.r
BeTAKHLAK kepada pegawai millennial
lingkup Kementerian Pertanian melalui acara

Tani on Stage (TOS) dan Pembinaan Tekad
Antikorupsi. Harapannya, core valtrcs dan

emplo.ver branding ASN yang baru tersebut
dapat langsung terintemalisasikan, terjiwai
dan drjalankan oleh ASN di Iingkungan
Kementerian Pertanian dalam melaksanakan
tugas dan lungsi sesuai dengan karakteristik
masing-rnasing.
Core values ASN BeTAKHLAK dan

am pIot er branding #BanggaMelayaniBangsa
merupakan nilai-nilai dasar dan rugline bagi
seluruh ASN Indonesia dalam memberikan
pelayanan terbaik (e-rce1lerlt of servi(es)
bagi masyarakat. BeTAKHLAK merupakan
akronim dari Berorientasi Pelayanan.

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,
Adaptif. dan Kolaboratii Core l/a/lre.s ASN
ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Adapun, #BanggaMelayaniBangsa adalah
pemutakhiran dari emplover 6rzrrlirg ASN
sebelumnya, yaitu melayani dengan sepenuh
hati.

C'ort tulues diharapkan rnenjadi titik tonggak
penguatan pola pikir (mind set) dan budaya



kerla (culture .re1), bagi ASN pusat dan

daerah, sebagaimana pesan dan harapan
yang disampaikan oleh Presiden Joko
Widodo, bahwa "ASN yang bertugas
sebagai pegawai pusat maupun pegauai
daerah harus mempunyai t'ore vulues yaog
sama."

BeTAKHLAK
BeTAKHLAK merupakan panduan

perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus

dijalankan dengan penuh tanggung jawab,
dan menjadi fbndasi budaya kerja ASN
yang profesional. Adapun detil dari nilai-
nilai tersebut sebagai berikut:
Berorientasi Pelayanan Memahami dan
memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah,
cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta
melakukan perbaikan tiada henti.
Akuntabel Melaksanakan tugas dengan
jujur, bertanggung jawab, cermat,
serta disiplin dan berintegritas tinggi.
Menggunakan kekayaan dan barang milik
negara secara bertanggung jawab, ef'ektif
dan efisien, dan tidak menyalahgunakan
kewenangan jabatan.

Kompeten Meningkatkan kompetensi diri
untuk menjawab tantangan yang selalu
berubah. Membantu orang lain belajar,
dan melaksanakan tugas dengan kualitas
terbaik.
Harmonis Menghargai setiap orang apapun
latar belakangnya. Suka menolong orang
lain, dan membangun lingkungan kerja
yang kondusif'. Loyal Memegang teguh
ideologi Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. setia kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) serta
pemerintahan yang sah, menjaga nama
baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan
negara, serta menjaga rahasia jabatan dan
negara.

Adaptif Cepat menyesuaikan diri
menghadapi perubahan. Terus berinovasi
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dan mengembangkan kreativitas, dan
bertindak proaktif.
Kolaboratif Memberi kesempatan kepada
berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka
dalam bekerla sama untuk menghasilkan nilai
tambah, dan menggerakkan pemanfaatan
berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
(Sumber data: Menpan-RB, 202 1)

Bersamaan dengan peluncuran core
vctlues ASN BeTAKHLAK, Presiden

Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo,
jugu mencetuskan emplover branding
#BanggaMelayaniBangsa di dalam sanubari
para ASN di Indonesia. Branding ini
menunjukkan bahwa ASN adalah profesi
yang bangga dalam melayani bangsa.

Profesi ASN patut dibanggakan karena
ASN diberi pengakuan dan penghargaan
yang adil, diberi kesempatan meningkatkan
kompetensi seluas-luasnya, dan diberi
kesempatan terbuka untuk berkarier. Dengan
kebanggaan tersebut, diharapkan ASN
harus mampu menyeimbangkan antara
harapan dan ekspektasi organisasi terhadap
dirinya, dengan terus meningkatkan kinerja
secara terus menerus, selalu belajar untuk
meningkatkan kapasitas, dan menyesuaikan
perilaku dengan core values.

Aktualisasi BeTAKHLAK dan Employer
Branding pada Kementerian Pertanian

ASN Kementerian Pertanian memiliki
posisi yang urgenl dan strategis dalam
pencapaian program super prioritas, program
prioritas. program strategis dan layanan
pertanian. Betapa pun canggih dan majunya
teknologi (inovasi), regulasi, dan strategi
yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka
mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan,
namun saja peran ASN penting (urgent)

sebagai pelaksana, pengendali, pemantau
dan evaluator pelaksanaan program/kegiatan
utama dan layanan pertanian. Peran dan fungsi
penting ASN dalam meu ujudkan lujuan yang
telah ditetapkan oleh pimpinan dimulai sejak
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perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
pertanggun&iawaban anggaran dan kinerjanya
organisasi, Tujuan yang telah ditetapkan oleh
pimpinan tidak mungkin terwujud atau diraih
dengan baik dan terarah apabila peran ASN
lemah. Sebaliknya, tujuan dapat dicapai dengan

efektif, efisicn. transparan dan akuntabel apabila
ASN berintegritas, prof'essional, inspiratif dan

inovatit'.

Penutup
Aktualisasi BeTAKHLAK dan

#BanggaMelayaniBangsa sebuah keniscayaan.
Komitmen dan konsistensi pimpinan harus

menjadi tone ol the top dalam memberikan
keteladanan dalam implementasi dan

membumikan Core Voluc ASN menjadi ciri
khas dan karakter ASN Kementerian Pertanian
dalanr melaksanakan tugas dan f'ungsi dalam
mewujudkan program super prioritas. program
prioritas, program slrategis dan layanan
pertanian.

Guna membangun dan mengaktualisasikan
core values (nilai-nilai dasar) ASN
BeTAKHLAK akan menjadi pilar bagi seluruh
pimpinan dan seluruhASN lingkup Kementerian
Pertanian untuk berperilaku sesuai dengan

harapan organisasi birokrasi. Sehubungan hal

tersebut Inspektorat Jenderal selaku Aparat
Pengawasan Intern Kementerian Pertanian
diharapkan berperan aktif dalam menerapkan
Core Vqlue BeTAKHLAK dan melakukan
pemantauan, evaluasi secara periodik dan

melembaga, sehingga ASN Kementerian
Pertanian rnerniliki karakter dan rasa bangga

terhadap instansi dalam melaksanakan tugas

dan lungsinya serta memberikan nilai tambah
(wlue uddecll bagi masyarakat, yang pada

akhirnya manrpu meningkatkan kepercayaan
masyarakat Qtublic trust) terhadap capaian
kiner_1a dan layanan pertanian.

Untuk mengaktualisasikan Corc Value ASN
BeTAKHLAK dan Entplover Bronding
#BanggaMelayaniBangsa dibutuhkan peran

aktif dari kita semua (ASN dan Masyarakat).

Tantangannya bahwa ASN harus

mengedukasi diri dan juga masyarakat
tentang esensi dan urgensi dari Corc fttlue
ASN dan Ern2lo-r,ar BrznrllngASN, sehingga
tercipta sinergitas dan terus mendorong
kita sebagai ASN untuk terus memberikan
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat demi
kemajuan bangsa. lebih utama lagi dalam
rnewujudkan Pertanian Maju, Mandiri,
Modern dan kesejahteraan petani. Semoga

kita dapat menjadi ASN yang BeTAKHLAK
dan selalu #BanggaMelayaniBangsa.

https://www.freepik.com/

72 Media Auditor - Edisi 60 September 2022

WAWASAN

(\i
c \,,,/

I:

{)

F:l



INFO MEDIA

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan kegiatan
"Jaga panganJaga Masa Depan" merupakan
salah satu bentuk kontribusi lnspektorat
Jenderal dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian untuk mencapai target program

kerja Kementerian Pertanian.

"Pemahaman kita harus sama. kita harus

mewujudkan ketahanan pangan, bukan
hanya ketersediaan pangan saja nanrun juga

bagaimana menjaga keamanan, stabilitas, dan
pemanfaatannya" lanjut dia.

Kupang, (23106/223) Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian (lden Kementan)
mengadakan rapat kordinasi bidang ketahanan

pangan di Provinsi Nusa Terlggara Timur (NTT)
yang dipimpin langsung lnspektur Jenderal

Kementan Dr. Jan S Maringka, S.H, M.H.
Rapat yang diselenggarakan di Hotel Kristal
Kupang dan dihadiri Kepala Kepolisian Daerah

Provinsi NTT Irjen Pol. Drs. Setyo Budiyanto,
S.H.. M.H., Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi
NTT Hutama Wisnu, Perwakilan Pemerintah
Provinsi NTT, Perwakilan Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan NTI serta Kepala Unit Pelaksana

Teknis (UPT) lingkup Kementan di Provinsi
NTT

Pada kesempatan tersebut Jan Maringka
mengungkapkan bawa kegiatan pembangunan
pertanian tidak dapat dilakukan oleh
Kementerian Pertanian sendiri. kita harus

bekerja bersama-sama dengan Aparat Penegak

Hukum (APH), Aparat Pengawasan Intemal
Pemerintah (APIP), Pemerintah Daerah dan

stakeholder pertanian lainnya. Kordinasi antar
lembaga ini dinilai oleh Jan Maringka memiliki
peran penting mendukung pembangunan
pertanian.

Pada kesempatan yang sama Gubernur NTT
dalam sambutan yang dibacakan Inspektur
Provinsi NTT, Kanisius HM Mou. "Pangan

merupakan kebutuhan dasar, dan hak asasi

setiap individu. Pangan menentukan kualitas
SDM dan kualitas bangsa. Banyak persoalan
yang dihadapi, untuk itu perlu kolaborasi,
komitmen, konsistensi dari pemangku
kepentingan terkait." terang Kanisius HM Mou.

Menurut Kanisius. Gubernur NTT Viktor
Bungtilu Laiskodat mengajak seluruh
jajarannya untuk meningkatkan produksi dan
produksitivtas, nilai tambah dan daya saing
rnelalui optimalisasi seluruh potensi penanian

untuk memacu pertumbuhan ekonomi,
pengurangan angka kenriskinan dan ketahanan
pangan untuk menyukseskan pembangunan
pertanian di NTT yang akuntabel dengan

semangat NTT Bangkit dan NTT Sejahtera.

Pada bagian kegiatan, Jan Maringka mengajak
APH dan APIP yang hadir dalam kegiatan
tersebut untuk menjaga "Korlitmen Bersama"
dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju
Pertanian Maju mandiri dan Modern untuk
Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia. (
Indrastari-Humas Itjentan)

afltf,aBtttAx
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INFO MEDIA

JAGA TERNAK KITA WUJUDKAN SULAWESI
BEBAS PMK

MAROS - Inspektur Jenderal Kementerian
Pertanian (lrjen Kementan) Jan S Maringka
melakukan monitoring dan evaluasi secara

serentak atas penanganan penyakit mulut dan

kuku (PMK) di wilayah Sulawesi. Kegiatan ini
melibatkan jajaran TNI, Polri, Kejaksaan dan
jajaran Pemda dan Kab/ Kota se-Sulawesi-

Jan Maringka mengungkapkan bahwa
penanganan PMK harus berjalan Bersama-
sama agar el'ektif dan sesuai dengan prosedur
yang ada. Diantaranya membatasi pergerakan

dari kandang ke kandang dan memperketat
keluar masuk lalu lintas hewan lintas kota
lintas provinsi.

Terkait hal ini, Jan Maringka telah menugaskan
para Inspektur untuk turun langsung memantau
dan mengendalikan wabah PMK secara

74 Media Auditor - Edisi 60 September 2022

efisien dengan tetap mematuhi SOP yang ada,

khusunya untuk wilayah Sulawesi mulai dari
bagian utarara sampai dengan bagian selatan.

"Kami rnelakukan monitoring secara langsung
dan mengevaluasi semua posko mulai provinsi
Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Semua

harus terintegrasi," ujar dia.

Pemyataan tersebut disampaikan oleh Jan

Maringka dalam Kegiatan Monitoring dan

Evalusi Penanganan PMK se-Sulawesi yang

bertempat di Balai Penelitian Tanaman Serealia
Maros, Minggu (17101122). Kegiatan tersebut
dihadiri langsung maupun secara virtual oleh
Satgas Penanganan PMK Provinsi rnaupun
Kabupaten se Sulawesi dan kepala dinas yang
membidangi petemakan. Turut hadir pula

PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KU
SE SULAVI,ESI
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Kapolda Sulawesi Selatan dan Kasdam XIV
1442 Sulawesi Selatan.

Sementara itu, berdasarkan data perkembangan

kasus PMK per tanggal l7 Juli 2022, terdapat
I0 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan
yang tertular PMK, dengan kondisi temak
teriveksi sebanyak 558 ekor dengan rincian
potong bersyarat l4 ekor, rnati l0 ekor, sembuh
53 ekor dan sisa kasus 481 ekor. sementara

temak yang sudah divaksinasi 781 ekor

"Kebrjakan Bapak SYL Menteri Pertanian
untuk mencegah semakin meluasnya wabah
PMK antara lain melalui pemotongan bersyarat,
pemberian vaksin kepada hewan rentan PMK,
pengobatan, biosecurity dan pembatasan lalu
lintas ternak, pendepopulasian dan komunikasi
infbrmasi edukasi (KIE) serta pemberian

bantuan," terang dia.

Lebih lanjut Jan Maringka mengungkapkan
kebijakan yang telah diambil tersebut mampu
mengurangi penyebaran PMK antar petemak

INFO MEDIA

sehingga memperkecil risiko kerugian akibat
adanya kasus kematian. Selain juga untuk
mengidentifikasi permasalahan atau kendala
dalam penanganan PMK di Pulau Sulawesi dan

meningkatkan kewaspadaan bersama terhadap
penyakit PMK.
Karena itu, Jan Maringka mengatakan
bahwa nrasyarakat juga harus meningkatkan
kewaspadaan karena wabah dapat menyebar
secara cepat melalui arus transportasi daging
dan tenrak terinfeksi serta melalui udara
(airborne).

I
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"Pengendalian penyebaran wabah sulit dan

kornpleks karena rnembutuhkan biaya vaksinasi
yang sangat besar serta pengawasan lalu lintas
yang ketat. Karena itu sekali lagi saya nrengajak
semua pihak untuk jaga pangan kita, menjaga
ternak kita untuk mewujudkan Sulawesi
Bebas PMK," pungkasnya. ( Indrastari-Humas
Itjentan).
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INFO MEDIA

INSPEKTUR JENDERAL KUNJUNGI
PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN UNTUK

MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
lnspektur Jenderal Kementerian Pertanian
(lrjen Kementan), Dr Jan Samuel Maringka
melakukan kunjungan kerja di Kabupaten
Baubau, Butorr, dan Buton Tengah Provinsi
Sulawesi Tenggara pada tanggal 14-15 Juli
2022 yang lalu. Kegiatan dilakukan sesuai

arahan Bapak Menteri Prof. Dr. Syahrul Yasin
Limpo, agar semua kegiatan pada sektor
pertanian dan peternakan yang bersumber dari
APBN Kementerian Pertanian akan diawasi
secara ketat untuk kepentingan masyarakat.

lrjen Kementan mengungkapkan pengawasan

dan pengendalian terhadap kinerja satker
lingkup Kementerian Pertanian harus dilakukan
sejak dini untuk mengantisipasi kemungkinan
adanya berbagai penyimpangan yang dapat

menimbulkan kerugian negara dan merugikan
para petani.

"Untuk mengantisipasi terhadap terjadinya
penyimpangan tersebut, kita tidak bisa
bekerja sendiri, harus bekerja bersama dengan

melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH)
baik Polri maupun Kejaksaan serta BPKB
BPK dan KPK. Semua ini kita lakukan
untuk mensukseskan program Kementerian
Pertanian", ujar Jan Maringka ditengah
kunjungan kerjanya.

Lebih lanjut Jan Maringka mengatakan,
program-program pertanian saat ini dilakukan
bekerja sama dengan pemerintah pusat dan

daerah serta aparat penegak hukum sehingga
program pertanian berjalan tepat waktu, tepat
mutu, dan tepat sasaran.

Dalam kesempaatan tersebut, Irjen Kementan
Jan Maringka melakukan peninjauan
lokasi yang akan dimanfaatkan sebagai
pengembangan lahan pertanian dan

76 Media Auditor - Edisi 60 September 2022
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perkebunan. Selain juga, Jan

menyampaikan bantuan berupa
Kementan kepada para petani.

INFO MEDIA

tidak hanya menanam terus ditinggalkan, tetapi
bila dilakukan dengan serius bisa dimanfaatkan
oleh petani itu sendiri dan dapat mendukung
pemulihan ekonomi masyarakat secara

nasional," terang dia.

T

Maringka
bibit dari

"Ancaman krisis pangan terjadi bukan hanya

di Indonesia tapi seluruh dunia, tetapi kita
warga Indonesia sepatutnya bersyukur karena
masyarakat indonesia mampu mewujudkan
ketahanan yaitu dapat menyediakan bahan
pangan yang mudah diakses, dan aman

dikonsumsi," katanya.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan bahwa
kegiatan pembangunan pertanian berproses
secara berjenjang. Bermula dari perencanan.

menyiapkan CPCL-nya (calon petani dan calon
lokasi) serta melakukan inventarisasi apa saja
yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga
program menjadr lebih fokus". ujamya.

Dalam kesempatan tersebut Jan memberi
motivasi kepada para petani agar dapat

mengelola pertanian secara lebih serius;
memanfaatkan Iahan pertanian yang ada dengan

optimal karena akan berpengaruh pada hasil
yang akan diperoleh petani. "Artinya petani

Dalam kesempatan tersebut Jan memberi
motivasi kepada para petani agar dapat
mengelola pertanian secara lebih serius;
memanfaatkan lahan pertanian yang ada dengan

optimal karena akan berpengaruh pada hasil
yang akan diperoleh petani. "Artinya petani
tidak hanya menanam terus ditinggalkan, tetapi
bila dilakukan dengan serius bisa dimantaatkan
oleh petani itu sendiri dan dapat mendukung
pemulihan ekonomi masyarakat secara
nasional," terang dia.

Dalam kunjungan tersebut lrjen didampingi
dengan Bupati Baubau, Bupati Buton, Pejabat
Bupati Buton Tengah, Kajari Buton, Kajari
Buton Tengah, Kajari Baubau, Balai Karantina
Pertanian Kelas II Kendari, dan sejumlah
jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
lingkup daerah setempat. ( Indrastari-Humas
Identan)
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INFO MEDIA

KEMENTAN AJAK JAGA PANGAN UNTUK
HADAPI KRISIS PANGAN GLOBAL

a
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Pontianak- Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian (ltjen Kementan) mengajak jajaran

Pemprov Kalimantan Barat untuk salna-sama

mengawasai produksi pangan nasional sebagai

kebutuhan dasar masyarakat lndonesia dalam
kemungkinan terjadinya krisis global.

tolak ukur dari kesejahteraan rakyat.

"ltulah pentingnya koordinasi. Jaga pangan

adalah program pengawasan dalam rangka
mernberikan kontribusi kepada pertanian

sehingga mencapai target-targetnya dan ini
harus dilakukan bersama. Tidak bisa bekerja
sendiri, semua perlu kolaborasi agar program
pertanian bisa tepat waktu, tepat mutu dan tepat
sasaran. Mari Jaga Pangan, Jaga Masa Depan,"
ucapnya.

Sebagai intbrmasi, Menteri Pertanian Syahrul
Yasin Limpo (SYL) memastikan pengamanan
pangan nasional agar aman terkendali, terutama
dalarn menghadapi geopolitik dan geostrategi

dun ia.

Menurut SYL, strategi yang dibangun sejauh

ini sudah selaras dengan program jangka
panjang Kementan, terutama berkaitan
ketahanan pangan dan peningkatan daya saing
berkelanjutan. Diantaranya meningkatkan
kapasitas produksi dan menguatkan cadangan

sistem logistik pangan

Hal tersebut ditegaskan Irjen Kementan, Jan

Samuel Maringka saat menghadiri Rapat

Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan
Pangan di wilayah Pontianak, Kalimantan
Barat, Rabu (27 107 120221.

"Kedaulatan pangan itu harus menjadi
komitmen Bersama, untuk mencapainya kita
tidak harus melalui gerakan besar. tapi dengan
yang kecil juga bisa kita lakukan asalkan
bersama-sama. Kita ajak semua pihak untuk
menjaga pangan," ujar Jan Maringka.

Menurut Jan Maringka, sektor pangan

merupakan sektor yang sangat penting untuk
membangun bangsa dan negara yang lebih
maju dan berkembang. Pangan adalah hal yang

sangat dasar dan menjadi bagian viral dari
semua sendi ekonomi masyarakat sekaligus
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Sementara itu. Gubernur Kalimantan Barat.
Sutarmidji dalam sambutannya menyampaikan
apresiasi ajakan Irjen Kementan untuk menjaga
pangan nasional. Sejalan dengan hal tersebut,
pihak Pemeritah Kalimantan Barat telah
membuat program jangka panjang yang lbkus
pada sektor pertanian.

"Diawal dilantik menjadi gubernuq saya

langsung fokus membuat program jangka

Panjang tentang penanganan pangan.

Masalah pangan yang menjadi konsentrasi
untukdibenahi adalah masalah hulu juga
hilirnya. Alhamdulillah, beras kita sudah

surplus dan selama beberapa bulan terakhir
tidak lagi menjadi penyumbang inflasi di
Kalbar," katanya.

Sutarmidji menambahkan bahwa produksi

hortikultura di Kalbar tems mengalami
peningkatan. Bahkan sedang fokus untuk
pemenuhan kebutuhan ekspor. mengingat
kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi.

"Kita juga terus mengembangkan produk
pertanian lokal yang memiliki peluang nilai
ekspor. Insyaallah kita dapat memenuhinya,
dan berharap kita dapat memenuhi kebutuhan
pangan sendiri dan mampu swasembada,"
ujamya.

INFO MEDIA

Sebagai infbrmasi, kegiatan Rapat Koordinasi
(Rakor) Pengawasan Bidang Ketahanan
Pangan di Kalimantan Barat dilaksanankan di
Kota Pontianak tersebut dipimpin Iangsung
lqen Jan Samuel Marinka yang didampingi
para Inspektur Iden Kementan. Hadir pula

dalam kesempatan tersebut Kapolda Kalbar
Irlen. Pol. Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M.,
Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar Dr.

Masyhudi, SH., MH, Perwakilan Pemerintah
Provinsi Kalbar, BPKP Perwakilan Kalbar dan
para kepala UPT Kementerian Pertanian di
Prov. Kalbar.

Sementara itu, Inspektur lll lden Kementan,
Fuadi AK, MPA menambahkan bahwa rapat
koordinasi ini dilakukan untuk menguatkan
dialog bersama antar stakeholders Se-

Provinsi Kalimantan Barat untuk menguatkan
konsolidasi dan bersinergi dalam pengawasan

khususnya bidang pertanian dan komitmen
untu menjaga pangan nasional.

"Koordinasi ini melibatkan Gubernur, Aparatur
Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Dimulai
dengan Kota Pontianak, kemudian dilanjutkan
ke Kota Singkawang untuk juga berkoordinasi
dengan aparatur dan stakeholdars Kota
Singkawang dan Kabupaten Sambas,".
( Indrastari-Humas ltjentan).
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IRJEN KEMENTAN GELORAKAN JAGA PANGAN
DI SANGGAU

Sanggau -- Melengkapi kunjungan kerja
di Kalimantan Barat, Irjen Kementerian
Pertanian, Jan Maringka melakukan dialog
dengan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sanggau
untuk menggelorakan semangat Jaga
Pangan, Jaga Masa Depan Tanah Air.

Jan menjelaskan, di libatkannya Forkopimda
ini dimaksudkan untuk menyamakan
persepsi tentang semangat menjaga pangan

untuk kepentingan masa depan bangsa.
"Kita harapkan juga program program

Pertanian tidak ada hambatan-hambatan
sehingga target pembangunan Pertanian
tercapai, " jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jan
mengungkapkan rasa terima kasih nya pada

Pemda Sanggau karena telah menunjukkan
komitmennya sehingga Bumi Daranante
Sanggau menjadi salah satu lumbungpangan
di Kalimantan Barat. "Bupati Sanggau

sangat memahami bagaimana membangun
kesejahteraan, ketahanan pangan di wilayah
kabupatennya, " jelasnya.

Diakuinya, ketahanan pangan menj adi faktor
krusial dalam menghadapi tantangan krisis
pangan global. "Yang mempertahankan
negeri kita adalah ketahanan pangan. Jadi
ini perlu disadarkan kembali. Menjaga
pangan adalah mcnjaga eksistcnsi negeri

ini, "tegasnya.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi dalam
sambutanya mengungkapkan bahwa
bekerja untuk pangan tidak bisa kerja
sendiri-sendiri karena ada kaitan dengan
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Dalam kegiatan tersebut, Inspektur
Jenderal Kementerian Pertanian, Dr. Jan

S Maringka mengajak berbagai pihak
untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam
menjaga pangan dalam bentuk Program
#JAGA PANGAN JAGA MASA DEPAN.
"Kcdaulatan pangan harus menjadi
komitmen bcrsama. Untuk mcncapainya
tidak harus melalui gerakan besar, tapi
dengan yang kecil bisa dilakukan asalkan
bersama-sama, " ujarnya saat kegiatan
dialog jaga pangan di Kantor Bupati
Sanggau, Jumat (29 /07 ).
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infrastruktur serta kebijakan lainnya. "Perlu

komitmen bersama agar petani menjadi
raja yang istimewa dari sektor pertanian,"
ungkap dia

Diakuinya, swasembada pangan di Sanggau

memang belum tercapai, namun ketahanan
pangan masyarakat Sanggau bisa diacungi
jempol. Masyarakat terbiasa untuk membuat
lumbung-lumbung padi guna menyimpan
kebutuhan pangan mereka. "Tidak ada
orang Sanggau yang mati kelaparan. Orang
miskin di Sanggau pun tidak sampai lima
persen karena sebagian besar dari mereka
tinggal di kawasan hutan, " tuturnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan, Hortikutura dan
Perikanan Kabupaten Sar.rggau, Kubin
mengungkapkan bahwa dengan jumlah
penduduk 480 ribu jiwa dan luas wilayah
Kabupaten Sanggau mencapai 12.857,70
km persegi, aspek ketahanan pangan

masyarakat dijadikan fokus utama dalam
pembangunan Pertanian di Sanggau.
"Ketahanan pangan menjadi urusan wajib
pemerintah daerah bersama masyarakat,

INFO MEDIA

khususnya di Sanggau, "terangnya

Untuk diketahui, lanjut Kubin, ketahanan
pangan terdiri dari 3 aspek yakni
tercukupinya pangan (Ketersediaan),

mampu diakses (Terjangkau) dan aman
dikonsumsi.

Untuk beras, jelasnya, ditahun ini
mengalami surplus sekitar 48,63 ton dari
ketersedian 1021,33 ton. Namun di sisi lain,
beberapa komoditas lainnya mengalami
defisit karena belum banyaknya petani yang
men-rbudidayakan komoditas tersebut,
sementara permintaan pasar cukup tinggi.
"Cabai harganya sering berfluktuasi,
bawang putih dan bawang merah masih
emngandalkan pasokan dari luar Sanggau,
" tuturnya.

Karena itu, dirinya berharap agar semua
komponen masyarakat di Sanggau bisa
mendorong produksi komoditas pertanian
agar ketahanan pangan di Sanggau bisa
terjaga.(lndrastari- Humas Itjentan)
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INFO MEDIA

Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan
"Sinergi APIP Dan APH Membangun Pertanian Maju

Mandiri Modern"

AI

"Kedaulatan pangan itu harus menjadi
komitmen bersama. Dan unluk mencapainya
kita tidak harus melalui gerakan besaq tapi
dengan yang kecil juga bisa kita lakukan
asalkan bersama-sama. Kita ajak semua pihak
untuk menjaga pangan, mulai dari berbagai di
perbatasan terluar lndonesia" ujar Jan, Senin.
29 Agustus 2022.
Menurut Jan, sektor pangan merupakan seklor
yang sangat penting untuk membangun bangsa

dan negara yang lebih maju dan berkembang.
Pangan adalah hal yang sangat dasar dan
menjadi bagian viral dari semua sendi

ekonomi masyarakat sekaligus tolak ukur dari
kesejahteraan rakyat.
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"ltulah pentingnya koordinasi. Jaga Pangan

adalah program pengawasan dalam rangka
memberikan kontribusi kepada pertanian
sehingga mencapai targetnya dan ini harus kita
lakukan bersama. Senrua perlu kolaborasi agar
program pertanian bisa tepat waktu. tepat mutu
dan tepat sasaran.

Mari Jaga Pangan. Jaga Masa Depan dari
wilayah terluar Indonesia." ucapnya.
Sejalan dengan hal itu, Gubernur Aceh
Mayjen (Purn) Achmad Marzuki mengatakan,
pihaknya telah membuat program jangka
panjang yang lokus pada sektor penanian.

{ F
\..

/-\
t

BANDA ACEH - lnspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian (ltjen Kementan)
mengajakjajaran Pemprov Aceh untuk bersama

mengawasi penanian sebagai kebutuhan dasar
masyarakat Indonesia dalam menghadapi
terjadinya krisis pangan global. Hal tersebut
ditegaskan lrjen Kementan, Jan S Maringka
saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan

Bidang Ketahanan Pangan Sinergi APIP dan
APH di wilayah Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Untuk itu peran Aparat Penegak Hukum sangat
diperlukan guna mewLtjudkan keberhasilan
Perlenruan ini melibatkan Kepolisian Daerah,
Kejaksaan Tinggi, Kornando Daerah Militer,
dan BPKP. Sinergi Kementerian Pertanian,
BPKP dan Aparat Penegak Hukum (APH)
melalui Program Jaga Pangan merupakan
sebuah langkah untuk mendukung komitmen
Kementerian Pertanian membangun Ketahanan
Pangan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan
Pangan dengan mengedepankan fingsi
pencegahan dan Eurl.v llarning Svstem.



"Saya sejak awal dilantik sebagai Gubemur
juga sudah langsung fokus membuat program
jangka panjang mengenai pangan. Dan masalah
pangan yang dibenahi adalah hulu hilirnya.
Alharndulillah beras kita sudah surplus dan
selama beberapa bulan terakhir kita tidak lagi
rncnjadi pcnyumbang inflasi di Acch," katanya.
Terkait dengan program prioritas guna
mendukung ketahanan pangan di ProvinsiAceh,
Kementerian Pertanian diTahun An ggaran2022
telah mengalokasikan bantuan dari unit kerja
Eselon l, yaitu Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan total senilai Rp 15.297.017.000,00,
Direktorat Jenderal Hortikultura total senilai
Rp5.3 t10.000.000.00, Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian total senilai
Rp24.340.335.000.00; Direktorat Jenderal
Perkebunan total senilai Rp 14.496.91 7.000,001

dan Direktorat Jenderal Petemakan total senilai
Rp3.445.900.000,00 (terkait PMK).
Disisi lain, Kepala Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Aceh. Cut Huzainrah.
rnengatakan bahwa produksi pertanian di Aceh
terus rnengalanri peningkatan. Bahkan saat ini
pihaknya fokus menargetkan kebutuhan ekspor
mengingat kebutuhan dalam negeri di daerah
Aceh sudah tercukupi.

INFO MEDIA
"Tapi selain itu kitajuga terus mengembangkan
produk pertanian lokal yang memiliki peluang
nilai ekspor Insyaallah kita ingin Aceh bisa
swasembada memenuhi kebutuhan sendiri,"
ujamya.
Plt. lnspektur I Itjen Kementan, Suprodjo
Wibowo menambahkan bahwa rapat koordinasi
ini dilakukan untuk menguatkan dialog bersama
antar stakehoiders se-Provinsi Aceh dalam
rangka konstrlidasi dan bersinergi rnenjaga
pangan nasional.
"Koordinasi ini melibatkan Gubernur, Aparat
Penegak Hukum, Aparatur Pengawas Intem
Pemerintah, dan Pejabat Instansi lingkup
Pedanian Provinsi Aceh. Dimulai dengan Kota
Sabang, kemudian dilanjutkan ke Ibukota
Provinsi Banda Aceh untuk berkoordinasi
dengan .s takehol t/elr Iingkup Provinsi Aceh."
katanya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Cubernur Aceh
Achmad Marzuki dalam sambutanya berharap
agar Aparat Pengawas Interm Pemerintah
(APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH)
untuk dapat mendampingi bidang ketahanan
pangan, mulai dari proses perencanaan dan
sampai dengan akhir program agar sistem
kontrol pengawasan peltanian dapat berjalan
dengan baik ( Andry & Anggie).
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INFO I\4EDIA

JELANG

Kupang Kementerian Pertanian (Kementan)
memastikan bahwa hewan temak sapi yang
dikirim dari Nusa Tenggara Timur (NTT) keluar
daerah NTT untuk keperluan ibadah kurban
pada perayaan Idul Adha pada bulan Juli 2022
yang lalu. dalam keadaan aman dan bebas dari
pcnyakit rnrrlut dan kuku ( PMK I.

"Bapak Menteri Peflanian meminta kami semua

melakukan upaya penanganan dengan adaptasi
yang baik dan kolaborasi serius antar lembaga
dalam nrencegah penyebaran PMK pada hewan
ternak," ungkap lnspektur Jenderal Kementan
Jan Samuel Maringka saat ikut memantau
pengecekan hewan di Kupang, 24 Juni 2022
yang lalu.

Jan Maringka mengungkapkan pengiriman sapi

dari NTT untuk kebutuhan Idul adha mencapai
18 ribu ekor sapi, 38 ribu ekor kambing dan

I l3 ekor domba, dan dikirimkan dalam rentang
wakhr 6 bulan terkahir dengan tujuan pulau

Jawa.

"Untuk saat ini NTT menjadi salah satu pemasok

sapi terbanyak ke Jabodetabek, Sulawesi, dan

Kalimantan. Untuk bulan Juni sudah lll ribu
ekor sapi yang dikirim. Saya melihat langsung
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IDUL ADHA, KEMENTAN PASTIKAN SEMUA
TERNAK SAPI NTT SEHAT

pengecekan yang dilakukan secara ketat oleh
para petugas," ujar Jan Maringka.

Maringka juga merninta petugas kesehatan

dari Balai Karatina Kelas I Kupang untuk
memeriksa kesehalan sapi-sapi yang dikirim
ke Banjarmasin dan daerah lainnya secara ketat
sesuai prosedur yang ditetapkan.

"Dapat kita lihat bahwa sapi-sapi dari NTT
dalam kondisi sehat dan juga gernuk. sehingga
tidak perlu khawatir kualitasnya, dan yang
tcrpenting telah dilakukan perneriksaan fisik
dan telah dikarantina selama l4 hari sebagai

tindakan pencegahan penyebaran PMK antar
pulau," terang Jan Maringka.

Dalam kesempatan tersebut, Jan Malingka juga

nrelepas keberangkatan 550 ekor sapi untuk
kebutuhan perayaan 'ldul adha I443 H tujuan
Banjarmasin, Kalimantan Selatan. "Serrua
persiapan menghadapi tdul Adha dilakukan
secara maksimal. Kita berharap Perayaan Idul
adha tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan

masyarakat tidak perlu panik karena kami terus
bekerja," pungkas dia. ( Indrastari-Humas Itjen)
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Nyeri dada merupakan salah satu gejala yang tidak boleh dianggap remeh, karena salah
satu penyebab nyeri dada adalah serangan jantung yang berpotensi mengancam jiwa, sehingga
penting sekali untuk dapat mengenalinya agar segera mencari pertolongan dengan cepat
dan tepat. Nyeri dada adalah kondisi yang tidak boleh diabaikan, karena memiliki berbagai
kemungkinan penyebab. Pada banyak kasus, nyeri dada berkaitan dengan jantung. Selain itu,
nyeri dada juga bisa disebabkan oleh masalah di paru-paru, kerongkongan, otot, tulang rusuk,
atau saraf. Potensi tirnbulnya nyeri dada dapat terjadi pada seseorang dengan kebiasaan hidup
dan fhktor lingkungan yang buruk. Jenisjenis nyeri dada yang perlu kita waspadai antara lain :
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Penyebab Terkait Jantu ng
Beberapa nyeri dada berhubungan dengan jantung, yaitu:
. Serangan jantung. Kondisi ini terjadi akibat aliran darah yang tersumbat, sering kali dari

gumpalan darah ke otot jantung.
. Angina. Kondisi ini adalah istilah untuk nyeri dada yang disebabkan oleh aliran darah

yang buruk ke jantung. Kondisi ini sering disebabkan oleh penumpukan plak tebal di
dinding bagian dalam arteri yang membawa darah kejantung. Plak mempersempit arteri
dan membatasi suplai darah jantung, terutama selama aktivitas.

. Diseksi aofta. Kondisi yang mengancam jiwa ini melibatkan arteri utama yang berasal
dari jantung (aorta). Jika lapisan dalam pembuluh darah terpisah, darah dipaksa berada
di antara lapisan tersebut dan dapat menyebabkan aorta pecah.

. Perikarditis. Kondisi ini merupakan radang kantung yang mengelilingijantung. Biasanya
menyebabkan nyeri tajam yang semakin parah saat menarik napas atau saat berbaring.



INFO KESEHATAN

Nyeri Dada yang Disebabkan Pencernaan
Nyeri dada bisa disebabkan oleh gangguan

pada sistem pencemaan, seperti:
. Maag. Sensasi terbakar yang menyakitkan

di belakang tulang dada ini terladi ketika
asam lambung keluar dari perut ke

dalam saluran yang menghubungkan
tenggorokan ke perut (kerongkongan).

. Gangguan menelan. Gangguan pada

esolagus membuat menelan jadi sulit
bahkan menyakitkan.

. Masalah kandung empedu atau pankreas.

Batu empedu atau radang kandung
empedu atau pankreas bisa menyebabkan
sakit perut yang rnenjalar ke dada.

Penyebab Otot dan Tulang
Beberapa jenis nyeri dada berkaitan dengan

cedera dan masalah lain yang memengaruhi
struktur yang menyusun dinding dada,

termasuk:
. Kostokondritis. Dalam kondisi ini, tulang

rawan, tulang rusuk. jadi meradang dan

nyeri.
. Sakit otot. Sindrom nyeri kronis, seperti

fibrornyalgia, bisa menyebabkan nycri
dada terkait otot yang persisten.

. Tulang rusuk yang terluka. Tulang rusuk
yang memar atau patah bisa meyebabkan
nyeri dada.

Penyebab Terkait Paru-paru
Banyak kelainan paru-paru yang dapat

menyebabkan nyeri dada, terntasuk:
. Emboli paru. Terjadi ketika gumpalan

darah bersarang di arteri paru-paru.

menghalangi aliran darah ke jaringan
paru-paru.

. Pleuritis. Jika selaput yang menutupi
paru-paru meradang, maka dapat
menyebabkan nyeri dada yang semakin
parah saat menarik napas atau batuk.

. Paru-paru robek. Nyeri dada yang

berkaitan dengan paru-paru robek
biasanya te{adi secara tiba-tiba dan

Daftar Pustaka
l. https ://www.cnnindonesia.com/
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berlangsung selarna berjarn-jam. Kondisi
ini menyebabkan sesak napas.

Hipertensi paru. Kondisi ini terjadi saat

tubuh memiliki tekanan darah tinggi di
arteri yang membawa darah ke paru-
paru. yang dapat menyebabkan rtyeri
dada. ( lndrastari- H un:as lden)
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Kewaiiban dan Larangan
Pegawai Negeri Sipi!

POJOK INTEGRITAS

!t

aa

PNS V/AJIB :

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undangundang DasarNegara Republik lndonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik lndonesia, dan Pemerintah;

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

d. Menaati ketentuanperaturan perundang-undangan;

e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung
jawab;

f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada

setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain memenuhi kewajiban di atas, PNS wajib:
a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;

b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah,/janj i jabatan;

c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau
golongan;

d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;

e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

f. Masuk Kerja dan menaati ketentuanjam kerja;
g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan

i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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PNS DILARANG;

a. Menyalahgunakanwewenang;
b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan

menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan denganjabatan;
c. Menjadi pegawai atau beke{a untuk negara lain;
d. Bekerja pada lembaga atau organisasi intemasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh

Pejabat Pembina Kepegawaian:

e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing
kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

g. Melakukan pungutan di luar ketentuan;

h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;

i. Bertindak sewenang-wenangterhadap bawahan;
j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatanl

m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi
yang dilayani; dan

n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan

Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

l. lkut kampanye;

2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNSI

3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lainl
4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan lasilitas negara;

5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu

pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanyel

6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberyihakan terhadap pasangan calon
yang menjadi peserta pemilu sebelum. selanra, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan rnasyarakat; dan/atau

7. Memberikan surat dukungan disertai lbtokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat

Keterangan Tanda Penduduk.
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"Di tengah ancaman krisis pangan ditingkat global,

pemerintah lndonesia terus berkomitmen meningkatkan

produksi nasional dan menjamin ketercukupan pangan

di dalam negeri sekaligus memberikan kontribusi

bagi kond i si pangan internasi onal."

. JOKO wlDODO .

GA PANGAN
MASA DDPAN
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